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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan nikrnat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan disertasi hi.  Disertasi h i  dibuat dalarn rangka untuk sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum pada 

Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan Program Pascasarjana Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Berkaitan dengan topik disertasi ini, yaitu: "TRANSFORMAS1 HUKUM 

ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL (STUD1 IJTIHAD HAKIh4 

PERADILAN AGAMA ENTANG PENGEMBANGAN HUKUM KEWARI- 

S A N  DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM BAN KOUf-USINYA 

TERHADAP HUKUM NASIONAL), penulis telah melakukan berbagai 

penelitian yang berhubungan dengan masalah-masalah pengembangan Kompilasi 

Hukum Islam sejak penulis kuliah program magister hukum (S-2) di Universitas 

Indonesia (UI) Jakarta. Penulis tidak henti-hentinya memperhatikan 

pengembangan Kompilasi Hukum Islam melalui putusan (yurisprudensi) dan 

ijtihad hakim Peradilan Agama dan kontribusinya terhadap hukum nasional. 

Sumbangan Yurisprudensi hukum perdata Islam yang menjadi wewenang 

Peradilan Agama dalam hukum nasional sangat besar artinya, sebab hukum Islam 

dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional melalui putusan 

(yurisprudensi) Peradilan Agama yang digali melalui hukum Islam menjelma 

menjadi penemuan asas, kaidah hukum yang di dalamnya mengandung tata nilai 



religius menjadi hukum nasional clan dapat juga mentransformasikan, melahirkan 

atau mengadaptasi hukum dalam pandanngan Islam menjadi hukum dalam sistem 

hukum nasional sehingga tidak lagi ada dualisme antara hukurn Islam dengan 

hukum nasional sebab keduanya menyatu utuh dalam putusan (yurisprudensi). 

Dalam proses penelitian sampai dengan selesainya tulisan disertasi ini, 

penulis menyadari sedalamdalamya betapa besa. partisipasi, dorongan, bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak. Khusus Kepada yang sangat terpelajar 

Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA. sebagai promotor. Beliau menyediakan waktu 

dalam memberikan pembimbingan, pengarahan dengan penuh kearifan dan penuh 

kesabaran, serta kepada yang sangat terpelajar Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. 

Sebagai Co. Promotor, dengan kesibukannya masih berkenan meluangkan waktu 

untuk birnbingan, diskusi dengan penuh kesabamn. 

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam- 

dalarnnya kepada yang amat terpelajar Pmmotor dan Co. Pmmotor serta para 

penelaah dan sekaligus sebagai anggota Dewan Penguji atas berbagai koreksi dan 

masukan atas sempurnanya disertasi ini. Adapun nama-nama tersebut sebagai 

berikut. 
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2. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. (Co. Promotor). 

3. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. (Anggota). 

4. Prof. Dr. Abdul Ghofiu Anshori, S.H., M.H. (Anggota). 

5. Dr. Drs. Muntoha, S.H. M.Ag. (Anggota). 

6. Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D. (Anggota). 

vii 



Pada kesempatan hi, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (LN1)Yogyakarta yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor 

(S-3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta. 

2. Ketua Program Doktor (S-3) Ilmu Hukurn Universitas Islam Indonesia 

(UII) Yogyakarta dan sekretaris Program yang selalu memberikan 

pelayanan akademis dan dorongannya. 

3. Para Guru Besar dan para dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di 

Lingkungan Program Pasccasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia. 

4. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program 

Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia 0 

Yogyakarta. 

5. Dekan, para Wakil Dekan, Para Guru Besar dan teman-ternan dosen, 

teman-ternan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung (Unissula) Semarang yang telah mendorong, menyemangati dan 

mendoyakan kepada penulis agar selesai studinya dan agar dapat 

dimanfaatkan khusus di lembaga yang penulis mengabdi. 

6. Para staf administrasi Program Doktor (S-3) llmu Hukum Universitas 

Islam Indonesia, yang selalu memberikan layanan administrasi dengan 

baik selama penulis aktif studi. 

viii 



7. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, penulis mengucapkan terirna 
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Yogyakarta, 1 Juli 201 1 
Penulis 
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PERNYATAAN 

Dengan ini penulis menyatakan: 

Bahwa disertasi ini benar-benar terjarnin keasliannya dan belum ada penelitian 
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penulis. 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia khususnya bidang hukum 
kewarisan sebagai hukurn terapan di Pengadilan Agama yang telah selesai 
(mutanahiyah) diundangkannya melalui Inpres RI No. 1 Tahun 1991 bersifat 
normatic deduktif dan tekstual. Di sisi lain kehidupan keluarga muslim Indonesia 
dalam bidang hukum tersebut dinamis, tidak pernah selesai (ghaim rnutanahiyah) 
bersifat empiris, induktif, kontekstual dan kasuistis. Adapun yang pertama bersifat 
solen dan yang kedua bersifat sein, sehingga kesenjangan antara keduanya itu 
menimbuIkan permasalahan antara law in books dengan kehidupan keluarga 
muslim Indonesia dalam bidang hukurn yang selalu dinamis (law in action). 
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh kehidupan dalam bidang hukum yang selalu dinamis tersebut 
serta niIai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai 
dengan rasa keadilan.Untuk menjawab kesenjangan di atas, maka penting untuk 
dilakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban dalam memecahkan 
permasalahan kesenjangan tersebut dengan melalrukan ijtihad dalam upaya 
mengembangkan teks undang-undang (tahrij a l - a h h  'ala nushil qamn) dengan 
beberapa metode ijtihad, di dalamnya termasuk memahami jiwa (mh) dengan 
pendekatan rnaqashid al-syari'ah serta tajdid al-fahmi dengan mengaplikasikan 
pendekatan teologis- filosofis dan historis - sosiologis, sebagai refleksi bahwa 
hukurn Islam (syari'ah) merupakan bagian dari dim1 Islam tetap aktual, responsif, 
adaptif clan dinamis. Penelitian ini bertujuan mengetahui, memahami, dan 
mengkaji mengenai ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan 
hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam 0 dan kontribusinya 
terhadap hukum nasional serta penelitian ini bersiiat kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan yuridis normatif, seluruh data diambil dari bahan-bahan 
kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian, baik dari al-qur'an, as- 
Sunnah, pendapat dari ulama' dan ilmuwan Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHT) 
serta putusan (yurisprudensi) hakim Peradilan Agama, Peradilan Tinggi Agama 
dan Mahkamah Agung RI. Data yang terkumpul d i i j i  dan dianalis dengan 
menggunakan kerangka teori. Secara umum yaitu (1) teori penemuan atau 
pengembangan hukum Islam, dan (2) teori pembinaan atau transformasi hukum 
Islam terhadap hukum nasional, dan (3) teori keadilan. Secara khusus, bahwa 
hukum kewarisan Islam yang dipandang qath'i, pada tingkatan aplikasi (tan$&) 
bisa menjadi dhunni, dengan menggunakan beberapa teori seperti berikut. Teori 
ajaran dasar dan ajaran non dasar, teori ta'wil, teori 'natural law (causality), teori 
nasakh, teori modernisasi dan rasionaloisasi serta teori ta'abbudi dan ta 'aqquli 
dan padigma studi konstruktivisme, untuk selanjjutnya dituangkan dalam 
pembahasan yang logis, sistematis dan komprehensif. penelitian ini termasuk 
penelitian hukum yang doktrinal, dilakukan andisis induktic prosesnya dimulai 
dari prernis-premis yang berupa hukurn positif yarg diketahui dan berakhir pada 
penemuan asas-asas hukurn dan selanjutnya doktrindoktrin. Untuk menemukan 
hukum bagi suatu perkara in concrete, nonna hukum in abstructo diperlukan 
untuk berfungsi sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam 
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perkara (legal facts) dipakai sebagai premis minor. Melalui proses sillogisme 
diperoleh sebuah conclusio (kesimpulan) berupa hukum positif in concreto yang 
dicari. Adapun temuan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, 
dapat disimpulkan sebagai berikut: (I) Hukurn Islam dapat ditransformasikan ke 
dalam hukum nasional dari putusan (yurispmdensi) Peradilan Agama yang digali 
dari ajaran ( h u h  Islam) menjelma menjadi penemuan asas, kaidah hukurn yang 
di dalamnya terdapat tata nilai religius menjadi hukum nasional serta dapat 
mentransformasikan, melahirkan atau mengadaptasi ajaran (doktrin) hukum 
menurut ajaran Islam menjadi ajaran (doktrin) dalam sistem hukum nasional 
sehingga tidak ada lagi dualisme antara hukum ldam dan hukum nasional karena 
tacermin secara utuh dalam putusan (ywispmdensi). (2)Wujud dan pertimbangan 
hulcum dalam putusan ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan 
h u b  kewarisan dalam Kompilasi Hukurn Islam adalah (a) pewaris hanya 
meninggaUcan satu anak perempuan (ahli waris), yang menghijab saudara 
kandung laki-laki pewaris, dan anak perempuan pewaris tersebut mendapatkan 
seluruh bagian harta warisan dari pewaris, dan (b) anak kandung (perernpuan) 
yang beragama non muslii(Nasrani) status hukurnnya bukan ahli waris, namun ia 
behak mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat 
wajibah yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan (yang lain) dari 
almarhum ayah dan ibunya. Putusan ini seolah-olah tidak sesuai secara tekstual 
dalam al-Qur'an, as-Sumah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi 
putusan itu merupakan pelakmakan isi (substansi) dari alqur'an, as-Sunnah 
maupun Kompilasi Hukum Islam dalam upaya menggali dan menerapkan 
keadilan. Adapun pertimbangan hukum datam putusan ijtihad tersebut adalah 
selama masih ada anak laki-laki maupun perernpuan maka hak waris dari orang- 
orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, 
suami, istri menjadi tertutup (terhijab). Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu 
Abbas salah seorang ahli taf5ii di kalangan sahabat Nabi yang mu'tabar dalam 
menafsirkan kata "walad" pada ayat 176 Surat an-Nisa' yang berpendapat 
pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Pertimbangan 
hukurn bagi non muslim mendapat bagian dari pewaris m u s l i  adalah untuk 
memenuhi rasa keadilan sebagai salah satu prinsip hukum kewarisan Islam 
dengan kontruksi hukum wasiat wajibah, dalam ha1 ini al-qurtubi menafsirkan 
kata "wahcqsitu ilaihim" (dan berlaku adil terhadap mereka) mengemukakan 
bahwa ayat tersebut sebagai pemberi belanja (infaq) terhadap orang non muslim 
yang wajib diberi nafkah oleh ketuarga yang muslim kalau masih hidup. (3) 
Metode ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hulcum kewarisan 
Islam dalam KHI pada kasus posisi di atas adalah maqashid d-syari'ah dengan 
corak penalaran ta'lili dengan metode istihsan dan corak menalaran istishlahi 
dengan metode mashlahat serta mempertimbangkan dampak positif dan negatif 
dari suatu penerapan hukurn (al- nazar fi al-ma'dat). (4) Peran ijtihad hakim 
Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam KHI, dengan 
menggunakan teori keadilan, yaitu untuk mengantisipasi perkembangan 
kehidupan muslim di Indonesia adalah menjadikan Pengadilan Agama mempakan 
institusi hukum yang dinamis, menginterpretasikan teks-teks undang-undang 
(hukum kewarisan dalam KHI) dalam konteks masyarakat serta perubahan- 



perubahannya. Dengan demikian Pengadilan Agama merupakan institusi yang 
terbuka, yaitu sebagai institusi sosial yang tanggap dan mengakomodir 
perkembangan sosial clan hukumnya supaya putusannya bermanfaat pada 
masyarakat pencari keadilan. (5) Kaidah hukum yang dapat diambil dari ijtihad 
hakirn Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam KHI 
adalah kata "aulad" mencakup anak laki-laki dan perempuan. Menurut pendapat 
ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing menghijab 
saudara kandung pewaris untuk mendapatkan warisan. Adapun kontribusinya 
terhadap hukum nasional adalah selama masih ada anak laki-laki atau perempuan, 
hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali 
orang tua, suami dan atau istri menjadi tertutup (mhjub), dan perbedaan agarna 
bukan merupakan salah satu penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian 
harta peninggalan dari pewaris (muslim) untuk mernenuhi rasa keadilan sebagai 
salah satu prinsip hukum kewarisan Islam dengan menggunakan konstruksi 
hukum wusiyat wajibah. Adapun kontribusinya terhadap hukurn nasional adalah 
anak kandung @erempuan) beragama non Islam (Nasrani) status hukumnya bukan 
ahli waris, namun ia berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua 
orang tuanya (pewaris muslim) berdasarkan wusiat wajibah yang tidak melebihi 
sepertiga, bagiannya sarna dengan bagian anak (perempuan) ahli waris alrnarhum 
ayah dan ibunya. Sernua temuan hasil penelitian tersebut di atas merupakan tahrij 
al-ahkam 'ala nashil qamn dalam upaya menggali dan menerapkan maqashid al- 
syari'ah melalui ijtihad hakim Peradilan Agama di Indonesia. 

Kata Kunci: Tmsformasi, Ijtihad, Hukum Kewarisan, Hukum Nasional. 
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Abstract 

Islamic Law Compilation (KHI) in Indonesia, particularly the field of inheritance 
law as the law applied in the religious court that has been completed enacted 
through a hsidential Decree no. 1 Year 199 1, which is normative, deductive, and 
textual. On the other side of the Indonesian Muslim family life in the legal field is 
dynamic, never finished (ghairu mutanahiyah), is empirical, inductive, contextual 
and casuistry. The fust is the solen and the second is sein, so the gap between 
them can cause problems between law in books with the law in action (Indonesian 
Muslim families living in areas of law that is always dynamic.) The judge as law 
and justice enforcement must consider seriously the life in the legal field that is 
always dynamic, and observe the values of laws that live in the community, so 
that its decision in accordance with the sense of justice. To answer the above 
inequality, it is important to do research to get answers in solving gap problem, by 
doing ijtihacl, in an effort to develop the text of the law (al-ahhm t a w  'ala 
Qamcn nushil), with several methods of ijrihad, which includes realizing the soul 
(spirit), with al-asyri'ah maqashid approach, as well as al-fahmi tajdid, by 
applying the approach to the theological-philosophical and historical-sociology, as 
a reflection that the Islamic law (shari'ah) is part of the permanent Islamic 
religion which is actual, responsive , adaptive and dynamic. This study aims to 
know, understand, and review the judge's &tihad of Religion Court, on the 
development of inheritance law in Islamic Law Compilation (KHI), and its 
contribution to national law, and this research is qualitative one, using a normative 
juridical approach, all data is taken from library materials relating to the object of 
research, both from the Qdan and as-Sunmh, and the opinion of Muslim 
religious teacher, Islamic scientist, Islamic Law Compilation 0, and decisions 
(jurisprudence) of Religious Court judges, Religion Court of justice, and the 
Supreme High Court of the Republic of Indonesia. The Collected Data was 
reviewed and analyzed using the theoretical framework. In general, namely (1) 
theory of discovery or development of Islamic law, and (2) theory of founding or 
transformation of Islamic law on national law, and (3) theory of justice. In 
particular, that the Islamic inheritance laws which are considered as qath'i, in 
application-level (tm$&) can be h i ,  using some theory as follows : Basic 
teaching and non-basic teaching theories, takil theory, the theory of natural law 
(causality), nasakh theory, modernization theory* and rationalization theory, and 
ta'aqquli ta'abbudi theories, and the paradigm of constructivism study, then 
poured into the logical, systematic, and comprehensive discussion. This research 
included doctrines legal research, undertaken inductive analysis, the process 
begins h m  the premises in the form of positive law, which is known and ends in 
the discovery of legal principles, and then doctrines. To find the law for a case in 
concrete, legal norms in abstacto needed to function as a major premise, while the 
facts that are relevant to the case (legal f a s )  were used as the minor premise. 
Through the process of sillogisme obtained a conclusio (conclusion) in the form of 
pusitive law in conreto to be searched. The findings fiom the research and 
discussion in this research, can be summed up as follows: (I) Islamic law can be 
transformed into national law fiom Religious Courts decisions (jurisprudence), 
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which was excavated fiom teachings of Islamic law, who becomes the discovery 
of principle, the rule of law in which there is religious values into national law, 
and can transform, create or adapt teaching (doctrine) of the law according to 
Islamic teachings into teaching (doctrine) in the national legal system, so no more 
dualism between Islamic law and national law, as reflected intact in the decision 
(jurisprudence). (2) The form and legal considerations in the decision of the judge 
ijtihad of Religious Courts on the development of inheritance law in Islamic Law 
Compilation (KH3), are: (a) the heir only left one daughter (heirs), who impede 
male sibling of heir, and the daughter of heir are getting all parts of inheritance 
fiom the heir, and (b) biological children (daughters) who are non-Muslims 
(Christian), they are not heirs of their legal status, but they are entitled to a share 
of inheritance h m  the heir based on wujibah testament, which share the same as 
the daughter (the other daughter) h m  the deceased's father and mother. This 
decision seems not to fit textually in the Qur'an, as-Sunnah, and Islamic Law 
Compilation (KHI), but the verdict is in respect of the content (substance) of the 
Qur'un, as-Sunnah and Compilation Islamic Law (KHI), in an effort to explore 
and to do justice. As for legal considerations in the decision of ijtihad as long as 
there are sons and daughters, then the inheritance rights of the people who have a 
blood relationship to the heir, except the parents, husbands, wives to be closed 
(covered). This opinion is in line with the opinion of Ibn Abbas, one of the 
commentators of the Companions of the Prophet who was muftabur in interpreting 
the word Walad' in paragraph 176 Surah a-Nisa: who argued that his 
understanding is included sons and daughters. Legal considerations for non- 
Muslims get a share h n  the Muslim heir is to filfill a sense of justice, as one of 
the principles of Islamic inheritance law with the legal construction was borrowed 
(wasiat wajibah), in this case al-qurtubi interprets the word katuqsiu ilaihimf 
(and be fair to them), he explained, that verse as a life expense (infaq) against 
non-Muslims, who must be given basic necessary of life by a Muslim family that 
was alive. (3) The method of @had by Religious Court judges on the 
development of Islamic inheritance law in KHI in the position above is magashid 
al-shari'ah with reasoning style of ta'lili using istihsan method and mode of 
reasoning istishlahi mashlahat method, and consider the positive and negative 
impacts of an application of the law (al-nazurfi al-ma'dd). (4) The role of judge 
@had the Religious Court for the development of inheritance law in KHI, using 
the theory of justice, is anticipating the development of Muslim life in Indonesia 
is to make the religious court as a dynamic legal institution, to interpret the texts 
of laws (inheritance law in KHI ) in the context of society and the amendments 
thereto. Thus the religious court is an institution that is open, ie as a social 
institution that is responsive and accommodate the social and legal developments, 
so that decisions are beneficial to society seeking justice. (5) The principles of 
law that can be taken fiom the ijtihad of Religious judge on the development of 
inheritance law in KHI is the word "adad', includes sons and daughters. 
According to this opinion, both sons and daughters, respectively impede heir 
biological brother, to get the inheritance. As for its contribution to national law as 
long as there is a son or a daughter, the inheritance rights of persons who have 
blood relationship to the deceased, except for parents, husband and or wife to be 
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closed (Mahjub), and religious differences is not one person's barriers to obtain 
the inheritance of the deceased (Muslims) to hlfill sense of justice as a principle 
of Islamic inheritance law by using legal construction was borrowed (wasiyat 
wajibah). As for its contribution to national law is his own child (female) non- 
Islamic religious (Christian) its legal status is not heirs, but he is entitled to a part 
of the heritage of his parents (heir of the Muslims) on the basis of which was 
borrowed (wasiar wajibah), it does not exceed one-third, equal parts with the 
daughter (female), heirs of the deceased's father and mother. All findings of the 
resimh mentioned above is the tahrij al-ahhm 'ala nashil Qamn in an effort to 
explore and implement maqashid al-shari'ah through judge ijtihad of Religious 
Courts in Indonesia. 

Keywords: Transformation, Iifihflul, Inheritance Law, National Law. 
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BAB I 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati 

posisi penting dalam pandangan m a t  Islam, karena ia merupakan manifestasi 

paling konkrit dari Islam sebagai sebuah agama. Mustahil mernahami Islam tanpa 

memahami hukum 1slarn.l Di dalam diri Islam selain terdapat dimensi hukum 

(syari'ah) terdapat pula dimensi akidah dan akhlak yang ketiganya tidak dapat 

dipisahkkan satu sama lainnya. 

Syari'ah merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang paling 

penting bagi kaum muslirnin dan merupakan obyek refleksi utama mengenai al- 

Qur'an dan teladan ideal Nabi Muhammad saw (as-Sunnah). Syari'ah 

merepresentasikan sistem nilai keagarnaan yang menjadi kerangka mjukan bagi 

tingkah laku dan perbuatan setiap orang muslim. Terdapat empat langkah dalam 

pelaksanaan syari'ah, yaitu (1) langkah hermeneutis, (2) langkah sosialisasi, (3) 

langkah politik, dan (4) langkah penegakanS2 

Mengingat negara Indonesia sekarang ini sedang melaksanakan agenda 

reformasi hukum nasional, dan hukum Islam mempakan bagian atau sub sistem 

hukum nasional, maka hukum Islam perlu d i j a d i i  obyek penelaahan, sehingga 

agenda pembaruan atau reformasi hukurn nasional juga mencakup pengertian 

' Joseph Schacht, An Introduction to lslamic Law, (London: The Clarendon Press, 1971), hal. 
1. 

Syarnsul Anwar, Studi Hukum Islam Konfemporer, Cet. 1, (Yogyakarta: Calmwala Prees, 
2006 ), hal. 4 - 10. 



pembaruan terhadap hukum Islam itu sendiri, dengan memperhitungkan faktor 

sistem hukum Islam yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional 

menuju masa depan yang diiarapkan akan menjadikan hukum Islam sebagai 

suatu kesatuan sistem yang 'supreme' dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKIU). Dengan demikian, hukum Islam sebagai hukurn yang hidup 

dan berkembang di masyarakat memiliki ciri khas tersendiri, di antaranya adalah 

hukum Islam bawrak responsif, adaptif dan dinami~.~ 

Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka 

pelaksa~an agenda reformasi nasional. Agenda di dalamnya mencakup . - penataan 

kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai ke 

pemerintahan desa, pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan 

mulai dari UUD sampai ke tingkat Peraturan Desa, dan pembaruan dalarn sikap, 

cara pikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukurn kita ke arah kondisi 

yang sesuai dengan tuntutan perkembangan m a n .  Dengan perkataan lain, dalam 

agenda reformasi materi hukum itu t e~akup  keseluruhan sistem dalam komponen 

yang mencakup pengertian reformasi kelembagaan (institutional reform), 

reformasi pemdang-undangan ( imtrumental refom), dan reformasi budaya 

hukum (cultural teform).4 

Berkaitan dengan reformasi materi hukum atau perundang-undangan 

(instrumental reform) ini dapat dilihat dalam semangat kebijakan penataan 

hukum nasional yang dirumus bahwa arah kebijakan mengenai hukum adalah 

Arnir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Cet. 2, (Yogyakarta: 
UII hess, 200 1)' hal. xii. 

J i l y  Asshiddiqie, "Hukum Islam di Antara Agenda Hukum Nasional," Mmbar Hukum 
No. 51 Thn XII 2001, hal. 7-8. 



menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui 

dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui 

perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, 

tennasuk ketidak adilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan 

reformasi melalui program legislasL5 Berkaitan dengan itu, hukum Islam sebagai 

sumber h u h  positif dalam reformasi hukum nasional dapat dikatakan bahwa 

pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada (a) h u h  Adat, 

(b) hukum Agama ( dalam ha1 ini hukum Islam), dan (c) hukurn dari luar, 

khususnya dari dunia ~ a r a t . ~  

Lahirnya reformasi total di Indonesia menjadi kesempatan dan sekaligus 

tantangan bagi kajian hukum Islam. Kalau semula kajian hukurn Islam seolah 

melangit atau ngawang-ngawang, oleh karena menghafal hasil pemikiran ulama 

yang telah sekian abad lalu, kini kajian hukum Islam harus mampu bersifat 

empiris dan realistis. Hukum Islam hams mampu m r a n  dan berdaya guna 

untuk keperluan kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umurnnya. 

Usaha positivisasi hukurn Islam merupakan suatu keharusan baik dalam konteks 

kajian akademik yang selalu menghti  eklektisisrne maupun proses demokratisasi 

yang berdasarkan mayoritas penduduk dan pada akhirnya menjadi tantangan 

bahwa Islam hams menunjukkan janji besarnya yaitu rahmatan lil 'alamin dan li- 

tahqiq mashalih al-nas (untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan man~sia).~ 

GBHN ZYahun 1999 (Bab IV. A. 2). 
A. Qodri Azizy, 'Wukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalarn Reforrnasi Hukum 

Nasional," &lam ~ i m b a r  H u h  No. 54 ~ h k .  XII, 2001, hal. 74. 
Ibid.. ha\. 87. 



Waiaupun dalam praktik hukum Islam belum dapat berperan secara 

menyeluruh dan penuh, namun ia fetap memiliki arti yang besar bagi pemeluknya 

dengan dasar antara lain, ia turut menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan 

mereka, minimal dengan menetapkan apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang 

menjadi perintah, anjuran, perkenan dan larangan agama. Keselunrhan pandangan 

hidup urnat Islam ditentukan oleh tanggapan masing-masing atas tata nilai 

tersebut, yang pada gilirannya berpengaruh atas pilihan segi-segi kehidupan yang 

dianggap penting dan atas cam mereka memperlaMran masa depan kehidupan 

mereka ~ e n d i i . ~  Dalam perkembangan saat ini, sejak berlakunya Undang-undang 

No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, penerapan syari'at Islam pada suatu 

wilayah tertentu di negara Republik Indonesia seperti di Propinsi NAD misalnya, 

sudah tidak dapat dihindarkan. Daerah lain yang menghendaki juga mulai 

bermunculan, seperti Propinsi Banten, Pamekasan dan Sumenep di Madura. 

Beberapa kelompok Islam mengambil jalan lain, yakni berkolaborasi dengan 

lembaga legislatif dan eksekutif di daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah 

yang bernuansa syari'at  slam? 

Hukum Islam dapat ditransformasikan ke dalam hukurn nasional, maka 

pembaharuan hukum Islam mutlak dilakukan dengan cara mengembangkan 

prinsip-prinsip h u b  Islam. Tanpa adanya interaksi antara prinsip-prinsip hukum 

Islam dengan perkembangan masyarakat, maka cita-cita ingin mewujudkan 

* Abdurrahman Wahid, Muslim di Tengah Pergumfan, ( Jakarta : LEPPENAS, 1981), ha]. 
66. 

Afkaruna, "Perda Syari'at &lam Bingkai Negara Bangsa," dalam Tashwirul A*, Edisi 
No. 20 Tahun 2006, hal. 45. 



hukum Islam menjadi hukum nasional tidak mungkin tercapai.10 Legislasi hukum 

Islam maupakan manifestasi modemisme Islam yang terpenting. Dengan 

integrasi hukum Islam dengan hukum nasional, maka berbagai persoalan intern 

epistimologi hukum Islam akan terpemhkan dengan sendirinya." 

Mentransformasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam hukum 

nasional sangat-sangat dimungkinkan. Hal ini dapat dilihat ada beberapa kekuatan 

dan peluang dalam hukum  slam,'^ antara lain dalam ha1 kekuatan (a) Karakter 

hulaun Islam yang universal dan fleksibel serta memiliki dinamika yang sangat 

tinggi karena ia memiliki dua diiensi, yaitu tsabat (konsistensi) dan tathawww 

(transformasi) yang memungkinkan Islam selalu relevan dengan perubahan sosial 

dan temporal yang selalu terjadi, (b) Sebagai hukum yang bersurnber kepada 

agama, hukum Islam memiliki daya ikat yang sangat kuat, tidak terbatas sebagai 

aturan yang berdimensi profan hurnanistik, akan tetapi juga berdiiensi 

transendental, (c) Hukum Islam didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia, 

karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, (d) Secara historis dan 

sosiologis hukum Islam telah rnengakar dalam praktek kehidupan hukum 

masyarakat. Adapun peluang hukum Islam ditransformasikan ke dalam hukum 

nasional, antara lain (a) Pancasila sebagai surnber dari segala surnber hukurn di 

Indonesia dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara memberi kedudukan penting 

bagi agama. Hal ini membuka peluang bagi dikembangkannya hukum yang 

'O Cipto Sernbodo, "Reintroduksi Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan," dalarn Mimbar 
Hukum No. 53 Thm hnI2001, hai. 11-12. 

" Abd- Wahid, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan,", 
dalam Eddi Rudiana Arief et. el. (Peny), Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, ( 
Bandung: Rosdakarya, 1991), hat. 1-17. 

'' Maksun, " Konstitusionalisasi Hukum Islam dalarn Sistem Hukum Nasional," Mi& 
Hukum No. 51 Thn XII 2001, hal. 33-34. 



bersumber bari agama (hukum Islam), (b) Pengembangan hukum diarahkan untuk 

tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat yang 

mayoritas beragama Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam. Ini berarti 

hukum nasional yang dikehendaki negara RI adalah hukum yang menampung dan 

memasukkan hukum agama dan tidak memuat nonna yang bertentangan dengan 

hukum agama, (c) Adanya political will dari pemerintah untuk dikernbangkannya 

hukum Islam dalam sistem hukum nasional meskipun masih terbatas, (d) 

Masyarakat muslim Indonesia memiliki keinginan kuat untuk berhukum dengan 

hukum agama (hukum Islam) sesuai tuntutan akidahnya. 

Walaupun begitu carnpur tangan negara terlalu jauh dalarn pembentukan 

hukum agama tidak selamanya menguntungkan. Pengalaman birokratisasi hukum 

agama memang mengharapkan keteratmm, akan tetapi apabila jaringan negara 

semakin kuaf sehingga kebebasan individu semakin terbata~.'~ Dengan demikian 

pelaksanaan syari'ah ada yang dilakukan individu tanpa bantuan negara atau 

masyarakat, ada pula yang - pelaksanaannya - memerlukan bantuan masyarakat 

walaupun tidak perlu kekuasaan negara, ada pula yang tidak mungkin 

dilaksanakan tanpa campur tangan ~ e ~ a r a . ' ~  

Kaitan dengan itu perlu dibedakan dalam pengakajian dan penelitian 

antara hukum Islam yang bersifat qadhai @widis) dengan djani (etis]. Disebut 

qadhai, karena hukum Islam yang berhubungan dengan pennasalahan yuridis 

yang telah menyentuh kepentingan sosial masyarakat, dan disebut diyrani karena 

hukum Islam yang bersifat etis dan secara pribadi menuntut ketundukan dan 

l3 Cipto Sembodo, "Reintroduksi Hukum Islam dalam Wacana Kebangaan," op. cit,, hal. 
11. 

14 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, op. ci&, ha]. 7 .  



kepatuhan. Hukum yang bersifat diyuni dapat ditangani secara profesional oleh 

mujti melalui fatwa, sedangkan yang bersifat qadhai dilaksanakan oleh hakim 

melalui peradilan. Dalam konteks Indonesia, maka ha1 itu memerlukan penelitian 

hukum Islam yang bersifat qadhai (yuridis) terhadap praktek-praktek hukum 

Islam yang pernah berlaku di kerajaan-kerajaan Islam nusantara untuk 

merekonstruksi tradisi serta pemkhn hukurn Islam yang pemah eksis di kawasan 

nusantara masa-masa lalu. 

Hukum Islam djani (etis), tentu tidak perlu dilembagakan dalam 

peraturan resrni kenegaraan karena menyangkut kepentingan individu-individu 

masyatakat. Sebaliknya hukum Islam qadhai (ywidis) perlu mendapatkan 

pengakuan dan pengaturan resmi negara, ketika telah menyangkut aktivitas dan 

dinarnika sosial. Hal ini penting, karena urgensi pengakuan dan pengaturan 

hukum tersebut sesungguhnya dalam rangka menjamin toleransi dan ketertiban 

hukum dalam masyarakat itu ~endiiri.'~ 

Kajian pokok di atas rnenyangkut upaya pembangunan atau 

pengembangan bidang materi hukum Islam di Indonesia. Sebagai konsekuensi 

negara yang berdasarkan jati d i y a  berdasarkan hukum, maka hukum itu berlaku 

kalau didukung oleh tiga tiang utama, yaitu (1) lembaga atau penegak hukum 

yang dapat diandallran, (2) peraturan hukum yang jelas, dan (3) kesadam hukurn 

masyarakat.I6 Ketiga tiang utama itu mempakan satu sistem yang saling kait 

mengkait dan tidak dapat dipisahkan antara bagian satu dengan bagian lainnya. 

-- - - - - 

" Cipto Sembodo, Reintroduksi Hukum Islam dalam Wacana Kebangsaan, op. cii., hal. 11. 
l6 Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya," di dalam 

Juhaya S. Pmja (ed), Huhm Islam di Indonesia: Pemikira~ dm Prahiek, Cet. 1, (Bandung: 
Remaja Rosdahya, 199 I), hal. 87. 



Bertitik tolak dari kebijakan pembangunan nasional bidang hukum yang 

menyangkut materi hukum, aparatur hukum, serta sarana dan prasarana hukum, 

serta terwujudnya sistem hukum nasional yang bersurnber pada Pancasila dan 

UUD 1945 melalui penataan hukum nasional dengan memantapkan kerangka 

hukum nasional, menginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan 

hukurn dalam rangka p e m b a h m  hukum. Pembinaan aparatur hukum, sarana 

dan prasarana hukum, disiplin nasional serta lebih menghormati dan dijunjung 

tingginya hak asasi manusia demi terwujudnya budaya hukum dalam rangka 

pembangunan dan pembaharuan hukum nasional menjadi penting. Materi hukum, 

aparatur dan penegak hukum, pembangunan sarana dan prasarana hukum, budaya 

hukurn dan hak asasi rnanusia. Kesemuanya antara tiga tiang utarna pendukung 

berlakunya negara hukum sebagai kebijakan pembangunan nasional bidang 

hukum sangat relevan dan urgen.17 

Pembangunan bidang materi hukurn termasuk materi hukum Islam di 

arahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdi kepada 

kepentingan nasional dengan menyusun materi hukum secara menyeluruh 

khususnya penyusunan produk hukum baru atau pembentukan hukum, 

pengembangan hukurn, pemyusunan kerangka hukum nasional serta 

penginventarisasian clan penyusun unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku 

" Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (TAP 
No. IIiMF'RA993) yang menyanght materi hukum, aparahu hukum, serta sarana dan prasarana 
hukum. Demikian juga dinyatakan dalam GBHN 1989 yang disusun dan ditetapkan oleh MPR 
dalam sidang mum bulan Maret 1998 dalam bidang hukum dibawah sub judul sasaran yang 
menyangkut materi hukum, aparatur dan penegak hukum, pembangunan sarana clan prasarana 
hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia 



dengan sistem hukum nasional yang berswnber pada Pancasila dan Undang- 

undang Dasar 1945. 

Penyusunan kerangka sistem hukum nasional, penginventarisasian dalam 

penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pernbaharuan hukum 

dengan tetap memperhatikan kemajemukan, tatanan hukum yang berlaku di 

Indonesia, yaitu hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Ketiga sistem 

hukum tersebut berhngsi juga sebagai bahan baku materi pembangunan hukum 

nasional.' * 

Pembangunan hukurn merupakan bagian dari pembangunan nasional. 

Namun, perlu dicatat bahwa menurut amanat pembukaan Undang-undang Dasar 

1945 " Hukum" bukan sekedar alat, tetapi juga pembangunan nasional itu 

sendiripun hams berada &lam kerangka huk~m. '~  Menurut Ismail Saleh, ada tiga 

diiensi pernbangunan hukum nasional. Pertarna adalah dimensi pemeliharaan, 

kedua dimensi pernbaharuan, dan ketiga adalah dirnensi penciptaan yang berarti 

dirnensi dinamika dan kreativitas20 

Dalam dimensi pemeliharaan, yaitu dimensi untuk memelihara tatanan 

hukurn yang ada walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. 

Dimensi ini bertujuan mencegah tirnbulnya kekosongan hukurn dan sesungguhnya 

merupakan konsekuensi logis Pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 

1945. Dalam dimensi pernbaharuan, yaitu suatu dimensi yang merupakan usaha 

" Mohamrnad Daud Ali, " Pengembangan Hukum Islam dan Yurisprudensi Peradilan 
Agama," Mimbar H u h  No. 12 Thn V 1994, hal. 17. 

19 Barda Nawawi Ariec "Penggalian Hukum dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional," 
Seminar Nasional Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Semarang, 16 - 18 Oktober 1990, hal. 1. 

" Ismail Saleh, "Wawasan Pembangunan Hukum Nasional," Makalah &lam Dialog tentang 
Pembangunan Hukum Nasional, Memperingati 8 Windu Pondok Modern Gontor Indonesia, 17 
Juni 1991, hd.2 - 4. 



untuk lebii meningkatkan dan menyempumakan pembangunan hukurn nasional 

dengan cara melengkapi apa yang belum ada dan meyempurnakan atau 

menyesuaikan apa yang sudah ada. Dalam dimensi penciptaan yang berarti 

dimensi dinamika dan h t iv i t a s .  Dalam dimensi ini diciptakan suatu perangkat 

peraturran perundang-undangan baru, yang sebelumnya memang belum pernah 

ada. 

Bertolak dari tiga dimensi pembangunan hukum nasional di atas 

dapatlah dikatakan bahwa "penggalian hukum" dan "pengembangan hukum" 

merupakan bagian dari diiensi kedua dan ketiga. Penggalian dan pengembangan 

hukum merupakan satu kebutuhan dan sekaligus merupakan konsekuensi logis 

untuk dapat melakukan pembaharuan dan penciptaan hukum baru dalam rangka 

mewujudkan hukum nasional. Sistem hukum yang berlaku di tanah air kita hi 

tidak hanya satu tetapi tiga, berturut-turut menurut keberadaamya di nusantara 

kita ini, yaitu hukum Adat, hukum Islam clan hukum Barat baii yang datang dari 

Eropah Kontinental maupun dari Anglo   ax son.^' Dalarn pembentukan (dm 

pengembangan) hukum termasuk hukurn Islam itu perlu diindahkan ketentuan 

yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai 

sosiologis yang sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat (baik 

budaya maupun agama) dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang b e r l a k ~ . ~ ~  

2' Mohammad Daud Ali, "Pennasalahan dalam Penelitian Hukum (Sum Penjelajahan 
Permulaan)," Makalah Disampaikan pada Latihan Penelitian Agarna Angkatan X, Nopember 
1985, hal. 1. 

22 Mohammad Daud Ali, " Pengembangan Hukum Materiil Peradilan Agama," Mimbar 
Hukum No. 17 Thn V 1994, hal. 39. 



Keinginan dan pernyataan-pernyataan perlunya digali dan dikembangkan 

norma hukum yang bersumber dari norma-nonna hukum agama dan hukum 

tradisional menunjukkan kesadaran perlunya digali dan dikembangkan hukum 

yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan keagamaan.23 

Pada hakikatnya pembangunan dan pembinaan hukum nasional adalah pembinaan 

asasasas hukum, prinsip hukurn, dan kaidah-kaidah hukum yang mampu menjadi 

sarana dan menjamin keadilan, kebenaran dan ketertiban, dan kepastian hukum 

sehiigga t e m j u d  suatu masyarakat Indonesia yang bebas, sama, damai, dan 

sejahtera. Dari sudut hi, pembinaan hukum nasional mengandung makna 

pembahmm atau pembentukan asas-asas hukum, prinsipprinsip hukum, dan 

kaidah-kaidah hukum "baru"." 

Ada dua cara yang lazim ditempuh dalam pembinaan hukum nasional 

baik melalui pembaharuan atau pembentukan asas-asas, prinsip ataupun kaidah 

hukum "bm", yaitu melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan 

melalui putusan-putusan hakim atau yurisprudensi. Pada saat ini dalam sistem 

apapun, putusan hakim (yurisprudensi) menduduki tempat yang sangat penting. 

Pada putusan hakim (yurisprudensi) orang dapat menemukan wujud kaidah yang 

kongkret .25 

Pengembangan hukum Islam (tahrij al-ahkam 'ala nash al-qanun) 

&lam putusan (yurisprudensi) melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang 

pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukurn Islam dapat sebagai 

. - - 

Barda Nawawi Arief, op. &, hal. 7. 
" Bagir Manan, " Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional? di dalam 

Juhaya S. Praja, H u h  Islam di Indonesicr- Pemikiran dun Prahtek, Cet 1, (Bandung: Remaja 
Rosdakacya, 1991), hal. 150. 

25 Ibid., hal. 15 1. 



sumber hukum dan ini relevan dalam ha1 bidang pembangunan materi hukum, 

yang diiyatakan bahwa materi hukum, meliputi aturan baik tertulis maupun tidak 

tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara, bersifat mengikat bagi semua penduduk. 

Materi hukum yang berupa aturan hukum fertulis dalam bentuk 

kodifikasi akan mudah diietahui dan lebih menjamin kepastian hukurn, tetapi 

belum tentu menjamin suatu keadilan dan kebenaran, sebab menciptakan hukurn 

melalui kodifikasi undang-undang, diiaksudkan untuk mempertahankan dan 

memantapkan suatu suasana dan tatanan tertentu sesuai dengan gerak ruang, 

waktu dm tempat Setelah keadaan dan tatanan itu dipertahankan dan 

dimantapkan oleh peratwan perundang-undangan yang bersangkutan, eksistensi 

dan subtansinya langsung membeku dan kon~ervatif?~ 

Pembaharuan clan pembentukan hukurn tidak saja dilakukan melalui 

kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu, tetapi dapat dilakukan 

melalui hukum tidak tertulis, baik dalam pembinaan hukum kebiasaan maupun 

pembiiaan melalui putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

atau yurisprudensi (dalam ha1 ini sangat-sangat dimungkinkan ijtihad hakim 

Peradilan Agama dalam pengembangan teks undang-undang seperti hukum 

kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam). 

Pernbiiaan yurisprudensi melalui putusan atau melalui ijtihad hakim 

Peradilan Agama tentang pengembangan hukurn kewarisan dalarn Kompilasi 

Hukum Islam menjadi penting, terutarna di &lam permasalahan hukurn kewarisan 

26 Yahya Harahap, "Pengembangan Yurisprudensi Tetap, " Mimbar Hukum Thn. V 1994, hal. 
72. 



Islam yang belum tertuang dalam pengaturan perundang-undangan tertulis seperti 

dalam Kompilasi Hukurn Islam mengenai suatu pernasalahan hukum yang 

terjadi, atau kemungkinan lain dalam ha1 diternui perurnusan peraturan 

perundang-undangan yang kurang jelas sehinggga dapat menimbullcan penafsiran 

yang berbeda-beda. Atau, disebabkan hal-ha1 lain, seperti nilai-nilai kesadaran 

terus berubah dan bergulir serta menggeser dan menggusur nilai lama. Perubahan 

dan pergeseran kesadaran masyarakat (social change), tidak p a .  berhenti, terus 

berlanjut, dan berlangsung dari waktu ke waktu tanpa mengenal perhentian. 

Akibatnya hukum yang dikodifikasi dalam bentuk undang-undang membeku 

dimakan waktu dan masa." 

Sehubungan dengan itu, pembaharuan dan pembentukan hukum 

kewarisan Islam selain dilakukan oleh pembentuk peratwan perundang-undangan 

(seperti hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam) dapat juga dilakukan 

oleh hakirn melalui ijtihad hakim Peradilan Agama. Ijtihad itu bempa 

pengembangan hukurn kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk 

mernecahkan dan memutus suatu perkara hukurn kewarisan Islam yang tidak 

diatur dalam Kompilasi Hukurn Islam yang diajukan kepadanya dan ha1 ini 

sebagai wujud pengembangan teks pemdang-undangan (tahrij al-ahkam 'ala 

nash al-qamm). Tombak terpenting untuk mempertahankan atau menegakkan 

hukum (Islam yang bersifat qamta '0 adalah kekuasaan kehakiman atau kekuasaan 

peradilan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau diitakan bahwa pengadilan 

sebagai lembaga kekuasaan kehakiman mempakan simbul kekuasaan negara. 

'' Ibid., hal. 72. 



Melalui pengadilan, kekuasaan negara di bidang hukurn (Islam) menjelma secara 

k ~ n ~ k r e t . ~ ~  

Pengembangan teks undang-undang (tahrij al-ahkam 'ala nash al- 

qanun) melalui ijtihad hakirn Peradilan Agama tentang hukum kewarisan dalam 

Kompilasi Hukum Islam dari putusan (yurisprudensi) sebagai surnber hukurn 

tampaknya sangat dibutuhkan berhubung banyaknya persoalan yang belum diatur 

oleh hukum tertulis dan 1 atau telah diatur dalam hukum tertulis, tetapi masih 

kurang jelas artinya sehingga menirnbulkan penafsiran yang berbeda-be&. 

Dengan sendirinya peningkatan putusan (yurisprudensi) sebagai sumber hukum 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembinaan peradilan itu 

ser~dir i .~~ Di samping itu, memang yang dihadapi semua pengadilan di Republik 

Indonesia tidak terkecuali Peradilan Agama, yaitu hukurn yang berlaku di 

pengadilan adalah "Hukum Kasus". Hakim melihat t'akta dan peristiwa yang 

melatarbelakangi sengketa/perkm yang harus dibuktikan di pengadilan berupa 

suatu yang telah terjadi, lalu hakim setelah memperhatikan segala keterkaitan 

hubunganuya mencarikan hukum yang paling tepat untuk kasus tersebut. 

Hukum "kasus" dibedakan dengan hukum dalam " h g s i  mengatur", 

karena hukum dalam fkngsi mengatur bersifat netral, lepas dari konteks dan fakta 

dan peristiwa. Hukum kasus diistilahkan Ahkam nqfs al-waqi' atau ahkam da'wa 

" Bagir Manan, op. ccir., hal. 134. 
29 Moh Hasan Wargakusumah, "Peningkatan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum," 

Makalah dalam Seminar Pengkajian Peranan Hukum Kebiasaan sebagai Sumber Hukum dalam 
BPHN, Tahun 1991, hal. 3. 



alwaqi ', sedangkan hukum dalam h g s i  mengatut diistilahkan dengan ahkam hiji 

Pengembangan hukurn kewarisan Islam positif dalam arti tertulis di 

Indonesia yang terkodifhi  dalam Kompilasi Hukurn Islam (KHI) dapat 

diiembangkan melalui ijtihad hakim Peradilan Agama. Ini bisa berupa 

yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusm hakim mengenai suatu masalah tertentu. 

Dalam yurisprudensi terdapat garis-garis hukum, dalam kepustakaan hukum 

Zndonesia disebut dengan hukum yurisprudensi, mungkin diberi nama hukurn 

keputusan (hakim) dan sering dikatakan hukum hakim yakni hukum yang dibuat 

oleh hakim. Dalam putusan (yurisprudensi) mengenai perkara tertentu 

berdasarkan pertimbangan (kebij.Waan) hakim sendiri yakni diikuti sebagai 

pedoman oleh hakim lain dalam memutus perkara yang sama atau hampir sarna. 

Adapun sebab-sebab hakim di suatu pengadilan mempergunakan 

putusan hakm lain dalam menyelesaikan suatu putusannya adalah sebagai 

berikut3' pertama, Karena putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan 

liukum yang tetap itu mempunyai kekuatan (mengikat) kalau putusan itu 

dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pengadilan yang 

lebii tinggi mengadakan pengawasan terhadap hakirn-hakim pengadilan di 

bawahnya. Oleh karena i t -  seem psikologis hakim pada pengadilan yang lebii 

rendah akan mengikuti putusan hakirn pengadilan yang lebih tinggi 

kedudukannya. Kedua, selain W o r  psikologis, ada juga faktor praktis yang 

'O Roihan A. Rasyid, " Hukurn Kasus dan H u h  dalam Fungsi Mengatur," Mimbar Hukum 
No. 19 Thn V 1995, hal. 15. 

31 Mohamrnad Daud Ali, " Pengembangan Hukum Islam dan Yurisprudensi Peradilan 
Agama ," op. ccii., hal. 19. 



menyebabkan hakim yang lebih rendah mengikuti putusan hakim yang lebih 

tinggi kalau dipandang sesuai dan adil. Kalau seorang pencari keadilan naik 

banding atau mengajukan kasasi mengenai suatu perkara yang sama atau hampir 

sama dengan perkara yang telah diputuskan oleh h a k i  tinggi pada Pengadilan 

Tinggi atau hakim agung pada Mahkamah Agung dan menunjukkan bahwa untuk 

perkara itu dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sedang putusan hakim 

lain itu berlainan dengan yurisprudemi dimaksud, biasanya untuk perkara yang 

sama itu hakim pada pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi akan 

"memperbai  putusan hakim yang lebih rendah itu. Oleh karena itu, praktisnya 

hakim pada pengadilan yang lebih rendah kedudhmya,  mengikuti saja putusan 

hakim pengadilan yang lebih tinggi kedudukannya itu. Ketiga, hakim salah satu 

pengadilan mengikuti putusan hakim lain, karena ia menyetujui pertimbangan 

yang dimuat dalam putusan hakim lain itu. 

Mengingat arti, h g s i  dan tujuan yurisprudensi penting bagi 

pembangunan dan pengembangan hukum nasional, tidaklah kecil arti putusan 

(yurisprudensi) Peradilan Agama dalam ijtihad yang dilakukan hakim Peradilan 

Agarna tentang pengembangan hukum kewarisan dalarn Kompilasi Hukurn Islam 

@XI) untuk membangun sistem hukum nasional melalui pernbiiaan putusan 

(yurisprudensi) yang baik dan teratur. Putusan (yurisprudensi) Peradilan Agama 

tentang pengembangan h u b  kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) mempunyai makna penting dalam pengembangan hukurn kewarisan Islam, 

sebab melalui putusan (yurisprudensi) Peradilan Agama dapat diketahui hal-ha1 



sebagai berikut, yaitu:32 (1) Pada putusan (yurisprudensi) orang dapat menemukan 

wujud kaidah yang kongkrit, (2) Yrnispdensi berperan pula mengisi kekosongan 

peraturan perundang-undangan, (3) Hakim melalui putusan (yurisprudensi) akan 

m e m u l i i  keadilan, ketertiban, dan kepastian melalui penciptaan kaidah baru 

dalam situasi yang kongkrit, (4) Putusan (yurisprudensi) yang mengubah wajah 

politik suatu peraturan perundang-undangan menjadi wajah hukurn secara lebii 

murni. Hakim terutama berpedoman pada tujuan hukwn (Maqashid al-&'ah) 

yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 

Wujud yang diharapkan dari putusan (ywisprudensi) Peradilan Agama 

tentang pengembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi H u h  Islam 

(m} dalam pembinaan hukum nasional adalah bahwa putusan (yurisprudensi} 

Peradilan Agarna tersebut yang digali dari ajaran atau hukum Islam atau 

penerapan ajaran atau hukum Islam akan mje l rna  dalam bentuk sebagai 

b e r i k ~ t . ~ ~  

Pertama, penemuan asas hukum. Asas hukum menrpakan sub sistem 

terpenting suatu sistem hukum. Tiada sistem hukum tanpa asas hukum. Asas 

hukum dan prinsip hukum berada pada peringkat yang lebih atas dari sistem 

kaidah. Bukan karena sifatnya yang universal, melainkan d a l m  asas hukurn 

tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh 

su&u kaidah hukum. Ke dalam asas-asas hukum dan prinsip-@sip hukum yang 

digali dari ajaran dan hukum Islam termuat pesan tata nilai religius yang memjadi 

waUlk dan kwakter &at dan bangsa Indonesia. Tata nilai relighis yang seam 

32 Bagir Manan, op dt., hal. 15 1. 
33 Zbid., hal. 152 - 153. 



tradisional tercermin dalam salah satu cara berpikir rakyat dan bangsa Indonesia 

ialah "magis religius" yang kemudian tersempumikan &lam bent& kepercayaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Kedua, pembentukan kaidah hukum. Perm putusan (yurisprudensi) 

Peradilan Agama di sini adalah sebagai "media transformas?' kaidah-kaidah yang 

bersumber dari ajaran dan hulcum Islam menjadi bagian dari sistem hukum 

nasional. Dengan demikian, tidak akan ada dualisme antara hukum Islam dengan 

huhm 1tasha1 karma telah temrmin secara utuh dalam yurisprudensi. 

Ketiga, tidak pula kurang pentingnya kalau putusan (yurisprudensi) 

Peradilan Agama dapat 4knentransformasikan7', melahirkan atau mengadaptasi 

ajaran (doktrin) hukum menurut ajaran Islam menjadi ajaran (doktrin) dalam 

sistem hukum nasional. Dan pada akhiiya dari segi lain, putusan (yurisprudensi) 

Peradilan Agama dapat pula mengandung malma penyesuaian kaidah-kaidah fikih 

yang dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman atau 

karena meningkatnya kemampuan memahami ajaran Islam yang menjadi sumber 

atau yang mempengaruhi suatu kaidah fikih. 

Ijtihad hakim Peradilan Agama dalam pengembangan Kompilasi Hukum 

Islam dapat pula dipakai sebagai sumber bahan baku pembangunan hukum di 

Indonesia, selain dengan 'qjtihad Bersama7' melalui perundang-undangan, juga 

dapat dilakukan melalui putusan (yurisprudensi). Melihat keadaan masyarakat 

muslim Indonesia dan pengalaman pengembangan hukum Islam melalui ijtihad 

bersarna di lembaga pewakilan rakyat selama Indonesia merdeka, terutama dalam 

pembicaraan Rancangan Undang-undang Perkawinan dan Rancangan Undang- 



undang Peradilan Agama dahulu, jalan yang paling baik untuk ditempuh dalam 

pengembangan hukum Islam adalah jalan Ijtihad melalui yurisprudensi Peradilan 

~ ~ a r n a . ~ ~  

Peradilan Agama adalah peradilan Islam. Inti peradilan Islam adalah 

untuk menemukan, menegakkan dan memberi keadilan Keadilan bukanlah 

sekedar soal formal melainkan, menyanht  isi, materi putusan yang berkualitas 

dan berkeadilan. Pengalaman menggali asas-asas dan kaidah hukurn Islam untuk 

dijadikan bahan baku penyusunan dan pernbangunan hukum nasional melalui 

yurisprudensi terbukti berhasil dengan baik waktu pembuatan Kompilasi Hukum 

Islam dahulu yang kini berlaku secara nasional, clan karena itu merupakan bagian 

dari hukurn nasional Indonesia3' Studi ijtihad hakim Peradilan Agama tentang 

pengembangan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam melalui putusan 

yurisprudensi adalah perlu dan baik karena putusan (yurisprudensi) itu selain 

menggambarkan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, juga 

selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslirn Indonesia, asal, tentu saja, 

para hakim Peradilan Agama yang membuat putusan (yurisprudensi) itu, selain 

paham benar tentang hukurn Islam juga memperhatikan sungguh-sungguh nilai 

hukum pada umumnya yang terdapat dalam m a ~ ~ a r a k a t . ~ ~  

Ijtihad hakim Peradilan Agama dalam pengembangan hukum kewarisan 

Islam khususnya hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang 

merupakan hukum terapan di Pemdilan Agama merupakan suatu keharusan. 

34 Mohammad Daud Ali, 'Tengembangan Hukum Islam clan Yurisprudensi Peradilan 
Agama," op. cit., hal. 18. 

35 Ibid., hid. 18. 
36 Ibid, hal. 18. 



Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya terdapat hukurn kewarisan klah 

selesai (mutanahiyah) dengan diundangkan (melalui Inpres RI No. 1 Tahun 

1991), tetapi pennasalahan kemanusim dan kehidupan sosial masyarakat muslim 

Indonesia sekarang secara kualitas dan kuantitas selalu berkembang, dinamis dan 

tiada hentinya (ghairu mutanahiyah). Yang menjadi persoalan sekarang adalah 

bahwa Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya terdapat hukurn kewarisan 

telah selesai pengundangannya, sedangkan masalah kehidupan masyarakat 

muslim Indonesia dalam semua segi dimensinya (baik yang menyangkut hukum, 

sosial, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya) tidak pernah selesai (ghaim 

mutonahiyah). Atau dengan kata lain bahwa Kompilasi Hukurn Islam yang di 

dalamnya terdapat hukum kewarisan itu mutahaddidah, wa al-waqa'i 

mutajaddiidah (Kompilasi Hukurn Islam itu terbatas, dm peristiwa akan selalu 

baru). Dari latar belakang ini dapat diangkat masalah: Adanya kesenjangan antara 

law in books yaitu hulcum kewarisan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam 

0 dengan Jaw in action yaitu hukum dalam praktek kehidupan (sosial) 

masyarakat muslirn yang terus berkembang, diiamis dan tiada hentinya. 

Untuk menjawab pernasalahan di atas, maka peran akal (al-ra'p) 

sangat penting dalam doktrin Islam, yaitu sebagai salah satu surnber atau alat 

ijtihad (upaya sungguh-sungguh untuk menemukan hukumnya sesuatu yang 

belurn ada hukwnnya), selain sumber ajaran Islam yang lain, yaitu alqur'an dan 

as- Sunnah. Islam berisi (1) akidah, (2) syari'ah, dan (3) akhlak. Ketiganya itu 

dikaji dan dikembangkan oleh aka1 manusia melalui al-ra'yu via ijtihad yang 

disebut: "Ilmu ke-Islam-an". Akidah diembangkan oleh akal manusia disebut 



ilmu tauhid, syari'ah diiembangkan oleh akal manusia disebut (ilmu) fikih, dan 

akhlak dikembangkan oleh aka1 manusia disebut ilmu tasawwuf. Apa yang 

dihasilkan oleh akal manusia itu disebut "produk ijtibad" yang secara garis besar 

disebut: "ilmu ke-Islam-an". Tentu sebagai sebagai produk pemikiran akal 

manusia, apapun yang diiamakan "ihu" pasti relatif; subyektif, kontemporer dan 

kondisional. 

Kompilasi Hukurn Islam yang di dalamnya terdapat hukum kewarisan 

bersifat normatif; deduktif dan dogmatis (tekstual), sedangkan masalah yang 

dihadapi ummat muslim Indonesia khususnya hukum keluarga muslim seperti 

hukurn kewarisan Islam dalam konteks kehidupan masyarakatnya bersifat empiris, 

induktif dan historis ( kontekstual), maka dalam mengaplikasikan Kompilasi 

Hukum Islam khususnya hukum kewarisan dalam kasus / sengketa kejadian 

hukum pasti tidak dapat dilepaskan dari latarbelakang kejadian kasus/sengketa 

hukum itu dengan mempertirnbangkan hal-ha1 yang bersifat empiris, induktif dan 

historis (kontekstual) itu. 

Dengan demikian, kalau dilihat bekerjanya atau fimgsionalisasi hukum 

Islam (dalam ha1 ini Kompilasi Hulcum Islam kkhususnya hukurn kewarisan) itu 

melalui tiga tahap, yaitu: pertarna tahap formulasi (pembuatan), kedua tahap 

aplikasi (penerapan oleh pengadilan terhadap kasus / kejadian), dan ketiga tahap 

eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan). Pada tahap formulasi disebut pula 

tahap pembuatan suatu hukurn &lam bentuk perundang-undangan yang nantinya 

akan ditegakkan apabila terjadi suatu peristiwa atau kasus hukurn. Pada tahap 

aplikasi disebut pula tahap penerapan hukum terhadap suatu kasus yang terjadi 



dengan melalui proses peradilan. Di sini tugas hakim Peradilan Agama melakukan 

penerapan hukum melalui ijtihad atas kejadian / kasus perkara yang diajukan 

kepadanya untuk memutus menernukan hukurnnya perkara yang diajukan 

kepadanya itu. Pada tahap eksekusi berarti tahap pelaksasaan atas putusan hakim 

tersebut yang dijalankan atau dilaksanakan oleh aparat eksekusi dan pada tahap 

eksekusi ini putusan hukum melalui proses peradilan benar-benar dijalankan. Jadi 

hukum yang diterapkan oleh hakim Peradilan Agama yaitu "hhukum Kasus" atau 

"hukum pernahaman ". H u h  pernahaman atau apa yang dipahami hakim dari 

sumber Kompilasi Hukurn Islam khususnya hukum kewarisan bisa sama seperti 

apa yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam itu atau mala keluar dari 

Kompilasi Hukurn Islam itu dan yang terakhir ini merupakan wujud 

"pengembangan" (keluar dari teks undang-undang) yang disebut: "Tahrij al- 

a h h  'ala nash al-qanun" untuk mencapai keadilan yang dimaksud oleh 

undang-undang itu. 

Dari sini karakter hukum Islam menunjukkan sebagai pernahaman dan 

karakter hukum Islam sebagai produk ilmu di atas tercermin adanya hukum Islam 

sebagai produk penalaran yang berarti pula menerima konsekuensi-konsekuensi 

sebagai ilmu. Di antara konsekuensi-konsekuensi itu adalah (1) Hukum Islam 

sebagai ilmu adalah skeptis, (2) Hukurn Islam sebagai ilmu bersedia untuk dikaji 

ulang, dan (3) Hukum Islam sebagai ilmu tidak kebal k r i t i l~ .~~  

Di sarnping problem-problem akadernik hulcum Islam sebagai ilmu di 

atas, upaya mencari solusi dan merumuskan metodologi studi dan pemikiran 

31 AWul Wahab Afif, Fikih (Hukum Islam) antarta Pemikiran Teoritis dengan PrRtis,  
(Bandung: Fakultas Syari'ah lAlN Sunan Gunung Jati, 1991), hal. 5. 



hukum Islam yang komprehensip yang merupakan kerangka dasar pemikiran 

hukum Islam, juga sudah saatnya studi hukum Islam dewasa ini dikembangkan 

melalui kerangka sosiologi hukum, mengkaji antara hukum Islam dalam buku 

(law in books) dengan mengkaji hukum Islam dalam kenyataan empiris (law in 

action). Masalah yang dikaji terhadap hukum Islam dengan kerangka sosiologi 

adalah (1) faktor-ffaktor sosial, politik, dan kultural apa yang melatarbelakangi 

munculnya suatu hukum Islam itu, (2) bagaimana dampak ketetapan hukum Islam 

itu terhadap masyamkat. Kedua aspek tersebut adalah wilayah sosiologi. 

Sedangkan pendekatan historisnya adalah dalam rentang waktu kapan suatu 

ketetapan hukum itu lahir?' 

Pemahaman terhadap Kompilasi Hukum Islam khususnya hukum 

kewarisan oleh hakim Peradilan Agama dalam penerapannya tidaklah bersifat 

absolut, tetapi relatif sesuai dengan sifat relatif manusia itu sendiri dan sifat relatif 

perkembangan sosial yang mempenggaruhi perkembangan hukum Islam 

khususnya hukum kewarisan. Sifat relatif ini merupakan ciri pokok dari efektifitas 

ilmu sosial yang dikenal saat ini, dengan model berpikir induktif sebagaimana 

dikenal dalam penelitian-penelitian ilmu sosial. Semuanya itu menyangkut proses 

ijtihad dan bagaimana pula memahami hasil-hasil ijtihad itu sendiri, semuanya itu 

membutuhkan penelitian yang mendalam menyangkut persoalan-persoalan dalil 

dan hal-ha1 yang berkaitan dengan proses ijtihad tersebut, dan di sinilah model 

pendekatan doktriner - normatif - deduktif tidak lagi cukup dan harus 

38 M. Atho' Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori a h  Praktek, Cet. 1,  (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1998), hal. 246. 



dikombinasikan dengan model pendekatan kedua, yaitu: empiris - historis - 

induktif 39 

Sesuai permasalahan yang diangkat dalarn penulisan ini, bagaimana 

mungkin Kompilasi Hukum Islam yang terbatas (mutanahiyah) itu sedangkan 

masalah kehidupan sosial masyarakat muslim Indonesia yang terus berkembang, 

dinamis tiada hentinya (ghaim mutanahiyah), maka perlu menggali makna, jiwa, 

ruh bahkan melacak latarbelakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam khususnya 

hukum kewarisan dan kondisi sosial Kompilasi Hukum Islam itu dibuat. Hal ini 

dapat didekati dengan paradigma filsafat hukum Islam dan filsafat ilmu hukurn 

Islam seperti pada zaman Umar bin Khaththab. 

Pada periode Umar bin Khaththab, pemikiran filsafat hukurn Islam 

semakin nyata. Banyak ketentuan hukum Islam yang disebutkan dalarn "nash" 

dipikirkan juga tentang "jiwa" yang melatarbelakanginya, hingga jika "jiwa" yang 

melatarbelakangi itu tidak tampak dalam penerapannya pada suatu saat dan 

keadaan tertentu, maka ketentuan hukurn itu tidak dilaksanakan. Misalnya dalarn 

Surat al-Tbubah ayat 60, yang menyebutkan bahwa orang-orang mu 'aZZaf (orang 

dilunakkan hatinya terhadap Islam) berhak menerima zakat Ketentuan tersebut 

dipahami oleh Umar bin Khaththab bahwa yang m e l m l a k a n g i  ketentuan i t .  

adalah keadaan lemah pada masa permulaan sejarah Islam. Keadaan lemah itu 

sudah berubah pada masa pernerintahannya, oleh karenanya ketentuan ayat al- 

Qur'an tersebut tidak dipenuhi syarat lagi untuk dilaksanakan. Pada masa 

39 Akhmad Minhaji, yang dikutip oleh Yusdani, penerjamah, Metodologi H u h  Islam 
Kontemporer, oleh Taha Jabir al-Alwani, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2001 ), hal. XVI - XVII. 



pemerintahan Umar bin Khaththab orang-orang mu'allaf tidak diberi bagian 

zakatPO 

Studi ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan Kompilasi 

Hukum Islam (khusus hukum kewarisan yang diangkat dalam penditian ini) yang 

nantinya dapat disumbangkan (kontribusi) terhadap hukurn nasional dan dalam 

upaya mengangkat hukum Islam ke dalam dunia modem (kekinian) perlu 

penyesuaian dan memperbaharuinya. Dalan ajaran Islam terdapat anjuran "tajdiis' 

(pembaharuan). Lalu apa yang diiaksud tajdid dalam Islam. Kata Tajdid adalah 

istilah dalam hukum Islam yang berasal dari kata kerja rnudh~ri'~ yujaddidu yang 

terdapat dalam Hadis Rasulullah riwayat Adu Daud dari Abi Hurairah R A  yang 

berbunyi: 

"Inna Allah yab'atsu li hadzihi al-ummat 'ala ra'si hlli  mi'afi aarnin 
man yujaddiduha diniha" (Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk urnat ini 
(urnat Islam) orang yang akan melakukan "Tajdid" (pembaharuan) agamanya 
setiap akhir seratus tah~n)" .~~ 

Kata "tajdid" secara bahasa mengandung beberapa hal yang antam satu 

sarna lain tidak dapat dipisahkan, yaitu: (1) sesuatu yang akan ditajdid 

(diperbahami) itu, sudah ada dasarnya dari semula, (2) sesuatu yang telah ada 

dasarnya itu melalui masa lama sehingga mungkin ada yang telah usang atau tidak 

lagi sesuai dengan dasarnya semula, clan (3) tajdid (memperbaharui) berarti 

mengembalikan yang telah usang atau telah berubah kepada posisinya semula 

sesuai dengan dasarnya. 

Ahmad Azhar Basyir, RePeRFi atas Persoalan Keislaman, Sepurar FiIsafkt, H h m ,  Politik 
dun Ekonomi, Cetl, (Bandung: Mizan, 1991), hal. 124. 

4' Satria Effendi M. Zein, Aliran-aliran Pemikiran Hukum Islmn, Cet. 1 (Jakarta. 
Pascasajana UI, 1994), hal. 74. 



Pengertian tajdid menurut istilah fikih, berkaitan erat dengan 

pengertiannya menurut bahasa seperti tersebut di atas. Di samping itu, pengertian 

tujdid dilengkapi pula oleh sebuah Hadis riwayat Ahrnad bin Hanbal yang artinya: 

"Dari Abu Hurairah R.A., bahwa Rasulullah saw. bersabda, "juddidu imanakum" 
(perbaharui iman kalian). Lalu sahabat bertanya, ya Rasulallah, bagaimana 
caranya memperbaharui iman karni? Rasulullah saw. memberi petunjuk dengan 
mengatakan, "perbanyaklah mengucapkan kalimat tauhid, Lailaha ~llallah"?~ 

Hadis tersebut, di samping menjelaskkan bahwa memperbaharui iman 

itu bisa dengan "mengulang-ulang membaca kalimat tauhid", juga 

mernperbaharui iman dengan "menghidupkan" atau "mengamalkan isi" dari 

kalimat tauhid itu ke dalam kehidup~n. Dengan dernikian "tajdid" di samping 

berarti mengembalikan (i'adah) a j am agarna kepada keadaannya semula sesuai 

dengan sumber-sumber utama Islam, juga berarti menghidupkan (ihya ') agama 

Allah swt. di bumi ini. 

Berkaitan dengan aplikasi -Kompilasi Hukum Islam khususnya hukum 

kewarisan sebagai pedoman hakim Peradilan Agama dalam memutus perSEara 

yang diajukan kepadanya tidak dapat dilepaskan dari hasil ijtihad yang 

d i l m y a ,  yaitu dengan pemahaman Ihya'(menghidupkan) clan pemahaman 

tathwir (pengembangan) hukurn materiilnya itu. Demikian beberapa cakupan dari 

pengertian tajdid yang terdapat dalam ajaran Rasulullah saw. Dari beberapa 

pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengertian "tajdid" berlainan 

sama sekali dengan pengertian "tabdiP' (menukar) hukum Islam dengan hukum 

Barat. Peristiwa menukar hukum Islam dengan hukum Barat sama sekali 

42rbid., hal. 77 



bertentangan dengan pengertian tajdid dalam Hadis Rasulullah saw. di atas. Apa 

yang terjadi di dunia Islam semenjak memasuki abad modern tidak termasuk 

dalam arti tajdid dalam Hadis Rasulullah saw., melainkan berupa: "taghyi?' 

(mengubah) ketentuan-ketentuan yang ditegaskan oleh Allah, dan "tabdil" 

(menukar) serta "taghrib @embaratan) hukurn di dunia Islam. 

Dalam memahami Kompilasi Hukum Islam khususnya hukum kewarisan 

sebagai hukurn terapan di Peradilan Agama dalam penegakannya terdapat 

interpretasi berbeda-beda yang dilakukan hakim agama, yaitu menempatkan 

Kompilasi Hukum Islam khususnya hukum kewarisan dengan pendekatan teh, 

dogmatis yang mandeg sehingga tidak mampu menjawab persoalan-persoalan 

hukum Islam yang semakin hari semakin dinamis dan kompleks. Disamping itu 

terdapat pendekatan lain dalam menginterpretasi Kompilasi Hukum Islam 

khususnya hukurn kewarisan dengan mengambil inti, esensi dan spirit yang 

terkandung di dalamnya dan kemudian mencoba mengaplikasikannya sesuai 

dengan tuntutan tempat dan masa. Terdapat penawaran pendekatan dalam 

paradigma pernaharnan yang lain, yaitu: "Teologis- Filosofis dan Historis - 

~osiolo~is"!~ 

Bagairnana hakim Peradilan Agama mempedomani KHI (Kompilasi 

Hukum Islam) (khusus dalam tulisan ini hukum kewarisan dalam Buku II KHl) 

sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama yang telah selesai (mutaraahiyah) 

dengan diundangkannya (melalui Inpres RI No. 1 tahun 1991) bersifat normatic 

deduktif dan tekstual, sedangkan di sisi kain kehidupan keluarga muslim 

" Akh. Minhaji, H u b  Islam: Antara.Sakralitas dan Profanitas (Perspktif Sejarah Sosich), 
(Yogyakarkx Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004), hal. 3-8. 



Indonesia dinamis, tidak selesai (ghairu mutan&,?&&) bersifat empiris induktif, 

kontekstual, dan kasuistis. Adapun yang pertarna bersifat solen dan yang kedua 

bersifat sein, sehingga kesenjangan antara keduanya itu menimbulkan 

permasalahan antara hukum dalam buku dengan hukum pada kenyataan. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 1. 

Untuk menjawab kesenjangan antara solen dan sein antara hukum 

kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan kenyataan 

melalui putusan atau ijtihad hakim Peradilan Agama yang menimbulkan 

permasalrihan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian untuk 

mendapatkan jawaban dalarn memecahkan permasalahan dengan melakukan 

"ijtihad". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat &lam bagan 2. Upaya pengembangan 

teks undang-undang (tahrij al- ahkum 'ala m h i l  qamm) tersebut untuk 

melakukan ijtihad dengan beberapa metode, di dalamnya termasuk memahami 

jiwa (ruh), dengan pendekatan magashid al-syari 'ah, serta tajdid al-fahi  dengan 

mengaplikasikan pendekatan teologis - filosofis dan historis - sosiologis, sebagai 

refleksi bahwa "hukum Islam" yang merupakan bagian dari "dim1 Islam " tetap 

"aktual" dan penuh dengan nilai-nilai rahmatan lil a 'lamin. 

Bedasarkan latart>elakang masalah tersebut di atas, dipandang perlu 

diadakan suatu penelitian mengenai: "TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE 

DALAM HUKUM NASIONAL (STUD1 IJTMAD HAKIM PERADKAN 

AGAMA TENTANG PENGEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DALAM 

KBMBILASI HUKUM ISLAM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP 

HUKLM NASIONAL)". 



1.2 Identifikasi Masalah 

Bertitik tolak dari uraian latarbelakang masalah tersebut di atas, maka 

masalah pokok yang penulis teliti dan bahas dalam disertasi ini secara umum 

adalah: "Apa dan Bagaimana Transfomasi Hukum Islam ke dalam Huktlm 

Nasional", khusus mengkaji dan meneliti " Studi Ijtihad Hakirn Peradilan Agama 

tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan 

Kontribusinya terhadap Hukurn Nasional". Untuk mengangkat dan mernpertajam 

pembahasan dalam disertasi ini, ruang lingkup penelitian diidentifikasi 

(ditentukan) mengenai hal-ha1 berikut. 

1. Bagaimana hukurn Islam &pat ditransformasikan ke &lam hukum nasional? 

2. Apa wujud dan pertimbangan hukum dalam putusan ijtihad hakim Peradilan 

Agarna tentang pengembangan h u h  kewarisan &lam Kompilasi Hukum 

Islam? 

3. Bagaimana metode ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan 

hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukurn Islam? 

4. Bagaimana peran ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan 

hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mengantisipasi 

perkernbangan kehidupan keluarga muslim di Indonesia? 

5. Kaidah hukum apa yang dapat diambil dari ijtihad hakirn Peradilan Agama 

tentang pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukurn Islam dan 

kontribusinya terhadap hukum nasional? 



13 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latarbelakang masalah dan identifikasi masalah 

di atas, serta lebih terarahnya penelitian dalam disertasi ini, penulis membatasi 

lingkup penelitian ini, hanya menyangkut transformasi hukum Islam terhadap 

hukum nasional, khususnya tentang ijtihad hakim Peradilan Agama tentang 

pengembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) dan 

kontribusinya terhadap hukum nasional. Peradilan Agama mempunyai wewenang 

absolut di bidang hukum perdata Islam tertentu mengenai (1) hukum perkawinan, 

(2) hukum kewarisan, (3) hukum perwakafsn. Undang-undang No. 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agarna telah diamandemen dalam Undang-undang Nomor 3 

tahun 2006 untuk menambah wewenang absolud, yaitu (4) ekonomi syari'ah. 

Sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1989, 

Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, 

yang memberikan kepada Peradilan Agama untuk merneriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara bidang tersebut. 

Hukum materiil yang menjadi wewenang Peradilan Agama tersebut di 

atas telah dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu Inpres R1 No. 1 

Tahun 1991 melalui Keputusan ~ e n k r i  Agama Republiik Indonesia No. 154 

Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Di samping itu, dalarn kumpulan lain, yaitu 

Fib-kitab fikih Islam, khususnya ketiga belas kitab fikih yang ditentukan oleh 

Bin> Peradilan Agama (dulunya disebut Di~ktorat  Pembinaan Badan Peradilan 

Agama) seperti Albajuri, Fath al-Mu 'in, Syarqawi 'ala al-Tahrir, al-Mahali, Fath 



al-Wahhab, Tuhfat, .Turghib al-Mustaq, Qawanin al-Syar'iyyah Ushnan ibn 

Yahya, Qawanin al-Syar'wah S-ah Dahlan, Syamsun' Ji al-faraidh, Bughat 

al-Mustursidin, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba 'ah, dan Mughni a l - ~ u h t a j . ~ ~  

Adapun yang menjadi kajian dalam penelitian disertasi ini hanya pada 

buku I1 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan, dengan meneliti 

antara bagaimana hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (law in books) 

dengan hukurn waris yang telah diputuskan melalui Pengadilan Agama flaw in 

action) yang merupakan pengembangan dari tekr undang-undang (tahrij al-ahkam 

'ala nashil qamm). Pengumpulan data diambil melalui putusan (yurisprudens~ 

Mahkamah Agung lingkungan Peradilan Agarna atau putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hukum perdata Islam yang 

menjadi wewenangnya khususnya "Hukurn Kewarisan" sejak disahkannya (KHI) 

Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No. 1 Tahun 1991 sampai sekarang terdiri dua 

kasus yang dipandang aktual, mengingat kuantitas putusan Peradilan Agama 

tentang hukum kewarisan lebii kecil dibanding putusan bidang hukum yang 

lain.45 

1.4 Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai &lam penelitian ini adalah: Secara 

mum untuk menemukan originalitas atau mengembangan hukum yang 

" Muhammad Daud Ali, "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia (Selayang Pandang)," 
Makalah untuk Pertemuan TokohIPemuka Agama se DKI Jakarta, 21 Agustus 1993, hal. 17. 

45 Wawancara dengan Abdurrahman, Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, pada tanggal 15 Januari 2010. 



ditemukan dalam putusan hakim dan untuk menemukan kontribusi putusan hakim 

dalam usaha transformasi hukurn Islam terhadap hukum nasional. Adapun tujuan 

secara khusus adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengkaji hukum Islam yang dapat ditransformasikan ke dalam 

hukum nasional; 

2. Untuk mengetahui wujud dan pertimbangan ijtihad hakim Peradilan Agama 

tentang pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam; 

3. Untuk mengetahui metode ijtihad hakim Peradilan Agama tentang 

pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Huukum Islam; 

4. Untuk mengetahui peran ijtihad hakim Peradilan Agama tentang 

pengembangan hukurn kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk 

mengantisipasi perkembangan kedidupan keluarga muslirn di Indonesia; 

5. Untuk mengetahui kaidah hukum yang dapat diambil dari ijtihad hakim 

Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi 

Hukum Islam dan kontribusinya terhadap hukum Nasional. 

Adapun kontribusi (kegunaan atau manfaat) yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam, terutama ilmu pengetahuan 

hukum perdata Islam mengenai hukum kewarisan, diliiat dari sudut penerapan 

hukum waris Islam di Pengadilan Agarna dengan melihat falcta dan peristiwa yang 

melatarbelakangi perkara (sengketa) yang hams dibuktikan di Pengadilan Agama 

sampai pada putusan (yurisprudensi) Peradilan Agama. Dengan demikian yang 



digunakan dalam memahami studi ijtihad hakirn Peradilan Agama tentang 

pengembangan hukum kewarisan &lam Kompilasi Hukurn Islam dan 

kontribusinya terhadap hukum nasional adalah "hukum kasus", bukan dalam 

pemahaman pendekatan "hukum hngsi mengatur" (pemdang-undangan) yang 

bersifttt netral, lepas dari konteks, dan peristiwa. Di samping itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat d i j a d i i  bahan masukan bagi hakim Peradilan Agama 

khususnya, penegak hukum lain pada umurnnya dalarn melaksanakan tugas 

menegakkan kebenaran clan keadilan, para ulama', para peminat pecinta pengkaji 

h u h  Islam dalarn melakukan pembaharuan (tajdiid) hukum Islam. 

Secara pribadi penelitian ini diiarapkan juga akan h a n f a a t  bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata Islam bagi penulis, dalam 

rangka melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pengajar hukum Islam pada 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. 

1.5 Signifikansi Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dengan 

menggunakan p e m h a n  secara konstruktif dalam memahami secara urnum 

konsep transformasi hukum Islam ke dalam h u h  nasional khususnya ijtihad 

hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam 

Kompilasi Hukum Islam dan kontribunsinya terhadap hukum nasional. 

Signifikansi penelitian ini dikemukakan beberapa alasan sebagai berikut: (1) 

karena hukum Islam sebagai sumber hukum positf dalam reformasi hukurn 

nasional, sehingga hukum Islam hams mampu bersifat empiris dan realistis, (2) 



hukurn Islam memiliki arti yang besar bagi pemeinkrrya dengan dasar antara lain, 

ia turut menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan muslim dan 

keseluruhhan pandangan hidup urnat Islam ditentukan oleh nilai-nilai tersebut, (3) 

hukum Islam dapat ditransfomasikan ke dalam hukurn nasional, maka 

pembaharuan bukurn Islam mutlak dilakukan dengan cara mengembangkan 

prinsip-prinsip hukum Islam, (4) hukum Islam didukung oleh mayoritas penduduk 

Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan secara 

historis dan sosiologis hukurn Islam telah mengalcar dalam praktek, ini berarti 

hukurn nasional yang dikehendaki negara Republik Indonesia adalah hukum yang 

menampung dan memasukkan hukum agama (Islam) dan hukum yang bersurnber 

dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral clan keagamaan, (5) perlu penelitian 

hukum Islam yang bersifat qadha 'i, yaitu hukurn Islam yang berhubungan dengan 

permasalahan yuridis yang menyentuh kepentingan sosial masyarakat muslim 

pada umumnya. 

Secara praktis, signifikansi penetitian ini penting dengan alasan- 

alasan sebagai berikut: (1) pembaharuan dan pembentukan hukum tidak saja 

dilakukan melalui kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang tertentu, tetapi dapat 

dilakukan melalui putusan (yurisprudensi) hakim berhubung banyaknya persoalan 

hukurn yang belurn diatur oleh hukurn tertulis sebagai pengembangan teks 

mdang-undang (tahrij ahkam 'ala nashil qamm), (2) hukum yang telah 

dikodifikasii  dalam bentuk undang-undang akan selalu ketinggalan zamaa 

karena nilai-nilai kesadaran tern berubah, perubahan dan pergeseran kesadaran 

masyarakat (social change) tidak pemah berhenti, (3) pada putusan 



(yutispmdensi) dapat ditemukan kaidah hukum ymg .kongkrit seperti s a u h  

kandung pewaris terdinding oleh anak perempuan pewaris dan anak yang non 

muslirn mendapat bagian peninggalan pewaris yang muslim dengan jalan wasiat 

wajibah yang bagiannya tidak boleh melebihi sepertiga dan berperan pula mengisi 

kekosongan peratwan perundang-undangan, (4) hakim melalui putusan 

(yurisprudensi) akan menciptakan kaidah baru &lam situasi yang kongkrit 

disamping akan mengubah wajah politik suatu pemturan pemndang-undangan 

menjadi wajah hukum secara murni, (5) Peran putusan (jwisprudensi) Peradilan 

Agama sebagai "media transformas?' kaidah-kaidah hukum yang bersurnber dari 

ajaran clan hukurn Islam menjadi bagian dari sistem hukurn nasional, atau dengan 

kata lain putusan (yurisprudensi) Peradilan Agama dapat mentransformasikan, 

melahirkan atau mengadaptasi ajaran (doktrin) hukurn menurut ajaran Islam 

menjadi ajaran (doktrin) dalarn sistem hukum nasional, dan (6) melihat keadaan 

muslim Indonesia dan pengalaman pengembangan hukum Islam melalui ijtihad 

bersama di lembaga perwakilan rakyat selama Indonesia merdeka mengalami 

kesulitan, jalan yang paling baik untuk ditempuh dalarn pengembangan hukurn 

Islam adalah jalan ijtihad melalui putusan (ywisprudensi) Peradilan Agama. 

1.6 Kajian Pustaka 

Disertasi ini mengangkat transformasi hukum Islam ke &lam hukum 

nasional, khususnya berkaitan dengan ijtihad hakim Peradilan Agama tentang 

pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam @CHI} dan 

kontribusinya terhadap hukurn nasional. Dalam kajian pustaka yang diteliti oleh 



penulis belum menemukan tulisan yang sama atau yang 'serupa dengannya. 

Kebanyakan para penulis mengkaji secara mum, misal menurut ilmu hukum 

untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional diperlukan tiga 

kegiatan. Pertama, menggali nilai-nilai Islam dari al-Qur'an dan as-Sumah. 

Kedua, mensarikan asas-asas hukum Islam dan penuangannya ke dalam hukurn 

nasional. Ketiga, p e n e r a p y a  ke &lam hukum p i t i f  serta penegakannya.46 

Di sisi lain ada yang mengernukan tentang usaha mentransformasikan hukum 

Islam ke &lam h u b  nasional, karena menghadapi kenyataan bahwa sebagian 

hukum yang berlaku berasal dari hukum Barat yang dibawah oleh pemerintah 

koh i a l  dan perubahan m i d ,  m a .  b.ansfonnasi tersebut menggunakan teknik- 

teknik takhshish al-qadla, takhayyr, reinterpretasi dun siyasah syur'iyyahP7 

Belum ada yang meneliti, mengkaji serta menulis tentang putusan (yurisprudensi) 

Peradilan Agama yang wujudnya dapat disumbangkan kepada hukum nasional. 

Putusan tersebut dari ajaran Islam yang biasanya hanya berlaku bagi umat Islam 

ditrasfomasikan menjadi hukum nasional, tidak hanya milk umat Islam tetapi 

milk seluruh bangsa Indonesia. 

Dalam kajian tentang ijtihad banyak ahlinya yang mengemukakan seperti 

oleh Arnir Mu'allim tentang: "Metode Ijtihad Hukum Islam di Indonesia: Upaya 

Mempertemukan Pesan-pesan Teks dengan Realitas sosial" yang mengemukakan 

metode ijtihad responsif untuk menjawab problematika kontemporer yang 

Taufiq, 'Xebijakan-kebijakan politik Pemerintah Orde Baru mengenai H u h  Islam 
(Sejarah clan Perkembangannya," dalam MZmbrr Huhm No. 32 Tahun KIII 1997, hal. 2 1. 

47 Tarrfiq, ''Transfimasi H u b  Islam ke dalam Hukum Nasional," dalam Mimbm Hukum 
No. 49 Thn XI 2000, hal. 10. 



muncul di manapun dan kapanpun.@ Metode ijtihad yang dikemukakannya secara 

mum, beda dengan ijtihad yang ctilakuka-n oleh hakim Peradilan Agama yang 

sifatnya khusus, kasuistik mungkin masalahnya sarna tetapi nuansa yang melatar 

belakangi bisa berbeda-beda karena illat hukumnya berbeda sehingga putusamya 

a h  berbeda pula. 

Tugas pokok seorang hakim dalah memutuskan atau menetapkan hukum 

syara' pada suatu perkara untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan 

kepadanya. Ini mempakan ijtihad khusus yang ada pada diri seorang hakim 

(Peradilan Agama), karena ia dituntut menguasai dua kemampuan, yaitu: Pertama, 

kemampuan untuk menguasai hukurn yang berkaitan dengan *had istinbati. 

Kedua, kemampuan untuk mewapkannya, yang disebut ijtihad tatbiqi. 

.Pa& ijtihud istinbuti, seorang hakim dituntut adanya penguasaan hukum 

yang meliputi penguasaan tehadap h b  Islam yang secara eksplisit tercantum 

dalarn a l - w a n  dan as-Sunnah dan kemampuan untuk berijtihad dari 

menyimpulh hukum dari kedua sumber tersebut. Pada ijtihad tatbiqi 

menyangkut penerapan hukum. Di sini yang diperlukan adalah kemampuan 

seorang hakim dalam melihat kasus &dam ha1 bentuk h u b  yang bagaimana 

yang cocok untuk diterapkan. Hakim dalam menghadapi kasus yang diajukan 

kepada padanya harus menguasai hukum dan ketajaman pandangan &lam 

melihat suatu kasus dan latar belakangnya sehiigga pada diri seorang hakim 

dalam menangani proses peradilan itu mengangkut ilmu dan seni. Artinya, bahwa 

" Amir Mu'allim, Metode ljtihad Hukum Islam a5 Indonesia: Upaya Mempertemukan 
Pesan-@st TeRs dengon Realitos Sosial, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Bidang 
Ilmu Fiqh, Disampaikan di Depan Sidang Senat Terbuka Universitas Indonesia Tanggal 17 Juni 
,2006, hal. 30. 



tugas seorang hakim harus menguasai ilmu dan seni. Narnun penguasaan ilmunya 

l e b i  mudah untuk dipelajari d i W i n g  &ngan penguasan ~ e n i n y a ~ ~  

Di samping itu terdapat pengakajian pula yang sifatnya umum tentang 

Pengembangan Hukum Islam clan yurisprudensi (putusan) Peradilan Agarna 

khususnya Pengembangan Hukum dan yurisprudensi yang d i i u k a n a  bahwa 

pengembangan hulcum Islam dapat dipakai sebagai sumber bahan baku 

pembangunan hukum di Indonesia, slain dengan ijtihad bersarna melalui 

pemtumn perundang-mdmgan, juga dapat dilakukan melalui yurispr~densi?~ 

Melihat keadaan obyektif masyarakat muslim Indonesia dan pengalaman 

mengembangkan hukum Islam melalui 'ijtihad bersama' di lembaga Dewan 

Perwakilan Rakyat yang selarnanya tidak mulus, jalan yang paling baik untuk 

rnenempuh dalam pengembangan hukum Islam salah satunya adalah jalur 

yurisprudensi Peradilan Agarna Pengalaman menggali asasmasas dan kaidah- 

kaidah h u h  Islam untuk dijadikan bahan baku penyusunan dan pembangunan 

hukum nasional melalui yurisprudensi terbukti berhasil dengan baik pada waktu 

pembuatan Kompilasi Hukum Islam (IGQ yang kini berlaku secara nasional dan 

karena itu merupakan bagian dari hukum nasional Indonesia 

Demikianpun dalam kajian kepstakaan belum ditemukan suatu kajian secara 

khusus tentang pengembangan hukum Islam melalui putusan (yurisprudensi) yang 

&pat disurnbangkan terhadap hukurn nasional. Kebanyakan penulis mengkaji 

49 Satria Effendi M. Zein, "Ijtihad dan Haldm Peradilan Agama," &lam Mimbar H u h m  No. 
10 Thn 1 V 1993, hal. 53. 

Mohammad Daud Ali, "Pengembangan Hukum Islam dan Yurisprudensi Pendilan 
Agama," &lam Mimbm Hukum No. 12 Thn V 1994, hal. 18. 



asas, prinsip hulcwn dan kaidah huIcum Islam yang dapat disumbangkan terhadap 

pembentukan perundang-undangan (siyasah syar 'iyah). 

Peranan putusan (yurisprudensi) Peradilan Agama dalam pembinaan hukurn 

Islam sangat urgen. Ada dua cara yang lazim ditempuh dalam pembinaan h u h  

nasional, yaitu meldui pembtukan paundang-undangan dan melalui putusan- 

putusan hakim (ywispmdensi). Dalam kajian pemb'iaan hukum Islam melalui 

yurisprudensi dalam kajian pustaka tidak dikaji secara dalam. Yang disarnpaikan 

hanya seem umum seperti hanya mengemukakan sebagai berikut, dalam 

yurisprudensi orang dapat menernukan kaidah hukum yang kongkret 

Yurisprudensi berperan pula dalam mengisi kekosongan hulrum. Yurisprudensi 

akan memelihara keadilan, ketertiban dan kepastian melalui prinsip-prinsip kaidah 

baru dalam suatu situasi yang kongkret. Yurisprudensi akan mengubah "wajah 

politik" suatu peraturan penmdang-undangan menjadi wajah hukum secara murni. 

Hakim tidak lagi temtama bapedoman pa& keinginan pernbentuk pmtwan 

perundang-undangan. Hakim terutama berpedoman pada tujuan hukum pada 

tujuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut?' 

Dalam disertasi ini dikaji tentang wujud dan pextimbangan hukum dalam 

putwan (yurisptudensi) hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hEdcum 

kewarisan dalam Kompilasi Hukurn Islam (KkII), metode ijtihad hakim Peradila 

Agama tentang pengembangan hukurn kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHl), peran ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum 

kewarim &lam Kompilasi Hukum Islam (KHI) unhk mengantisipasi 

51 Bagir Manan, "Peranan P e d l a n  Agama dalam Pernbinaan Hukum Nasional," dalam (ed) 
Eddi Rudiana Arief, H u h m  Islam di Indonesia: PemiRiran dun PraRtek, Cet. 1 (Bandung: Remaja 
Rosdakarya Offset, 1991), hal. 150- 151. 



petkernbangan kehidupan keluarga muslim Indonesia, serta kaidah hukum yang 

&pat diambil dsvi ijtihad hakim Petadilan Agama tentang pengembangan hukum 

kewarisan dalam Kompilasi Hukurn Islam (KHI) dan kontribusinya terhadap 

hukum nasional. 

Kajian dalam disertasi ini belum pernah dilakukan sepengetahuan penulis 

baik Warn kajian pustab maupun dalam hasil penelitian. Penelitian &lam hen* 

disertasi ini dengan rnengangkat judul dan permasalahan di atas dari putusan 

(yurisprudendi) Peradilan Agma &lam pembinaan hukum nasiml  &pat 

ditransformasikan dan dikontribusikan dalam bentuk atau wujud putusan 

(prisprudensi) Peradilan Agama yang digali dari ajaran atau hdcum Islam ahu 

penerapan a j m  atau hukum Islam akan menjelma &lam bentuk: Pertama, 

menemukan asas dm @sip hukum. Kedua, pernbentukan kaidah hukum, dan 

Ketiga, bahwa yurisprudensi (putusan) Peradilan Agama dapat 

mentrmsfonnasikaF1, m e l a h i  atau mengadaptasi ajm (doktrin) h u b  

menurut ajaran Islam menjadi ajaran (doktrin) dalam sistem hukum nasionaLS2 

1.7 Kerangkil Teoritik 

Hukum Islam adalah huhm yang bersumber dan menjadi bagian dari 

agama disamping akidah dan akhlak. Sumber-sumber Islam itu adalah (1) 

al-Qur'an, dan (2) as-Sumah, serta (3) a]-ra'yu (akal pikiran m m s i a  yang 

memenuhi syarat untuk berijtihad). 

5Z Ibid., hal. 152 - 153. 
53 Mohammad Daud Ali, Hukum Islmn: Pengantat llmu Hukum dan Tata Huhum m! 

Indonesiu, Cet. 5, ( J a b  PT. Radja Grafindo Persada, 19931, hat 38. 



.Sebagai lembaga hukum, hukum Islam mempunyai corak tersendiri 

yang bersifkt sui generis (berbeda dalam jenisnya). Adapun cirriciri hukum Islam 

salah satunya adalah mernpunyai dua istilah kunci yakni (a) syari'ah dan (b) f a .  

Syari" terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad dan f a  adalah 

pemahaman dari hasil pemahaman rnan~sia.'~ 

Berkaitan dengan dua istilah kunci hukum Islam di atas, dapat diketahui 

hukurn Islam mana yang bersifat rnurni sebagai wahyu Allah dan Sunnah Nabi 

Muhammad, dan hukum Islam mana yang telah dicampuri daya nalar manusia. 

Untuk itu, bila ditinjau dari proses pembentukan hukum Islam, ahli ushuifikih 

membuat batasan, bahwa "syari'ah" adalah "al-nushush al-mugaddasah" (ajaran 

Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia) dalam al-QurYan 

maupun as- Sunnah al-mutawatirah. Adapun frkih dalam istilah ushulfikih ialah 

"pemahaman" atau apa yang dipahami dari al-nwhush al- rn~qaddasah .~~  

Syari'ah bersifat stabil (rsabat) sedangkan fikih bersifat diiamis ( t a t h a w w ~ ) . ~ ~  

Untuk itu dapat disimpulkkan bahwa syari'ah bersifat stabil dan tidak 

berubah, sedangkan flkih dapat berkembang dan bewariasi, sesuai dengan tingkat 

kemampuan daya nalar para mujtahid, ia berkembang tetapi tetap hukurn yang 

Qur'ani. Dalam praktek sering kali, kedua istilah itu dirangkum dalam kata 

"hukum Islam'', tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami 

karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan, tetapi tidak 

- 

" Ibid, hal. 52. 
55 Sahia Effendi M. Zein, "Penejian dan Pengembangan Metodologi Hukum Fikih 

Islam, " Makalah dalam Seminar ~asional Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Semarang, 16 - 18 
Oktober 1990, hal. 2. 

% Ibid, ha!. 3. 



mungkin diceraipisahkan. Syari'ah adalah landasan f ik i i  fikih adalah 

pemahaman tentang sYari'ahs7 

Seperti diketahui dari penjelasan di atas, hukurn Islam mempunyai dua 

sifat, yaitu pertama bersifat al-tsabat (stabil) dan kedua bersifat al-tathawwur 

(berkembang). Untuk itu, dapat diterka aspek mana yang dapat dikembangkan 

untuk menjawab pennasalahan hukum sesuai dengan dinarnika perkembangan 

masyarakat, jawabnya adalah hukurn Islam dalam bidang "mu'amalah ". Norma 

hukum dalam bidang mu'amalah, hanya sebagian kecil yang secara tegas dan 

terinci, sedangkan pada umumnya h p a  prinsipprinsip dasar secara singkat 

yang &lam pelaksanaannya memerlukan aturan tarnbahan. Maka, justru pada 

watak sumber hukum yang singkat dan terbuka tetapi cukup memuat pokok- 

pokok pikiran yang mengandung makna yang mendalam itulah terletaknya 

dinamika hukum Islam?' 

Perlu diietahui bahwa di Indonesia hukum Islam berlaku (a) secara 

normatit; yaitu (bagian) dari hukurn Islam yang mernpunyai sanksi , - .  

kemasyarakatan, apabila norma-normanya dilanggar dan (b) secara formal yuridis, 

yaitu (bagian) dari hukurn Islam yang mengatur hubungan manusia dengan 

manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi 

hukurn positif b e r w  atau karena ditunjuk oleh per~ndan~-undan~an.~ 

Mentaati hukurn Islam baik secara normatif maupub secara formal 

yuridis adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim karena merupakan bagian 

'' Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di 
Indonesia, op. cit., hal. 42. 

58 Satria Effendi M. Zein, op. cU., hal. 5. 
Mohammmad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum clan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, op. ci&, hal. 5 - 6. 



mutlak ajaran Islam. Salah satu bentuk hukum Islam yang berlaku secara yuridis 

formal di Indonesia adalah keputusan Peradilan Agama. 

Di lingkungan masyarakat muslim berlaku tiga kategori hukum 

dalam pandangan Islam, yaitu (I) Syari'ah, (2) Fikih, dan (3) Sijasah 

~'ar'~ah.~~ Syari'ah dan fikih telah dijelaskan di atas, sedangkan siyasah 

sar'jyah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang 

dikehendaki kernaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agarna, 

meskipun tidak ada dalil tertentu, atau dengan kata lain siyasah sar'iyah adalah 

al-qawanin, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lernbaga yang 

berwenang dalarn negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syari'at 

(agama). 

Sjasah dilihat dari dasar sumbemya &pat dibagi dua, yaitu siyasah 

sar 'ijyah dan siyasah ~ad ' i yah .~~  Dasar pokok siyasah sar '@ah adalah wahyu 

atau agama. Nilai dan norma transendendal merupakan dasar bagi pembentukan 

peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. 

Syari'ah adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur 

berbagai macam urusan umum &lam kehidupan bermasyarakat dan bemegara. 

Sjasah wad'iyah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat 

manusia yang bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti 

pandangan para ahli atau pakar, adat kebiasaan, pengalaman-pengalaman. Dengan 

demikian llmu siyasah sar'iyyah menempatkan hasil temuan manusia dalam segi 

60 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah a h  U h g - u h n g  D m  1945, Kajian 
Perbandingan fenfang Dasar Hidup Bersama h l a m  Mwarakaf yang Mojmuk, Cet. 1, (Jakarta: 
UI Press, 1995), hal. 9. 

61 Ibid., hal. 1 1 .  



hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Dan tiap peraturan yang 

secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan agama itu 

wajib dipatuhi sepenuh hati.62 

Adapun kriteria siyasah wad'iyah yang Islami apabila isi dan prosedur 

pembentukkannya memenuhi syarat-syarat, yaitu isi p e r a m  itu sesuai, atau 

sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syari'at Islam. Peraturan itu 

meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukurn dan pemerintahan, 

tidak memberatkan masyarakat, untuk menegakkan keadilan, dapat mewujudkan 

kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratan serta prosedur 

pembentukannya melalui m u ~ ~ a w a r a h . ~ ~  

Transformasi dan metodologi hukum Islam dalarn pembinaan sistem 

hulcum nasional bahwa hukurn Islam dapat d i j a d i i  hukum positif atau sistem 

hukurn nasional. Perkembangan filsafat dan metodologi hukum Islam yang 

berkembang di Indonesia amat nyata dan dipralctekkm dalam proses pembentukan 

hukurn Islam dari bentuk yang berserakan dalam kitab-kitab kuning menjadi 

hukurn positif. Hukum positif tersebut meliputi atumn-atumn yang berkenaan 

dengan: (1) lembaga pemerintah dalam bidang keagarnmaan: Departemen Agama 

RI, (2) lembaga Peradilan Agama, (3) hukum keluarga dan perkawinan, (4) 

hukum kewarisan, (5) hukum perwakafan, (6) Kompilasi Hukurn Islam, (7) 

Hukum dan Tata Laksana Haji dan Umroh, (8) hulcum Zakat, (9) Perbankan 

Syari'ah, dan (10) Undang-undang Nangroe Aceh Darussalam. Pembentukan 

hukum Islam melalui proses syari'ah, tasyri' hiigga taqnin dan melahirkkan 

62 Ibid., hal. 12. 
Ibid, hal. 12. 



q m n  dalam pengertian hukurn psitifYa yang merupakan refleksi transformasi 

hukum Islam ke dalam hukum nasional. 

Kerangka epistemologis atau metodologis hukum Islam yang 

berkembang di Indonesia dan mengambil bentuk hukum positif sebagaimana 

diutarakan di atas dapat dijelaskan secara kritis berikut di bawah iniY6' Metodologi 

hukum Islam yang digunakan dalam proses W n i n  dan materi hukum positif 

nampaknya mengikuti aliran konvergensi atau al-jami'. Hal ini menandai 

dominasi pemikiran hukum Islam paruh pertama Abad kedua puluh yang ditandai 

dengan semangat al-mju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah dan ''membuka pintu 

ijtihad" melalui studi perbandingan madzhab. Terdapat senergi antara 

penggabungan metode ahnaf dan Kalam dalam ilmu ushul al-fiqh dengan ilmu 

perbandingan madzhab dan hukurn serta penalam induktif dan penelitian empirik 

yang disumbangkan oleh para pakar dan saintis untuk menarik kesimpulan hukum 

atau istinbarh al-ahkam. Dari penalaran induktif dan penelitian empirik ini 

penerapannya digeneralisasikan menjadi norma hukum yang berlaku secara 

H u b  I s lm senantiasa a& dalarn hukum nasional baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis berupa nilai-nilai hukum yang Islami dalam berbagai 

lapangan kehidupan hukum dan praktek hukum. Transformasi yang sudah 

diberikan hukum Islam terhadap hukum nasional berupa Undang-undang, 

Peraturan Pemerintah dan Intruksi Presiden seperti telah diiemukakan, 

Juhaya S Praja, Filsqffar dmr Merodologi hukum Islam dalm Pembinaan Sisiem Hukum 
NasionaI, Disampaikan dalam Kuliah Umum Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas 
Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 20 September 2003, hal. 3-4. 

Ibid, hal. 14-15. 



membuktikan bahwa hukurn Islam punya kekuatan dan kemarnpuan dalam 

berintegrasi dengan hukum nasional. 

Aspek kekuatan ini menjadi semakin kokoh karena didukung oleh 

Pancasila, yang sila-silanya merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi 

berlakunya semua norma hukum dasar negara dan telah mendudukkan agama 

pa& posisi yang fundamental, serta memasukkan ajaran agama dan hukumnya 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, hukum Islam yang 

merupakan bagian dari ajaran agama anutan mayoritas penduduk Indonesia 

menempati dan memiliki peluang besar untuk mewarnai hukum nasional. 

Melihat kemajernukan Indonesia, dan juga tercermin dalam 

kemajernukan masyarakat Islam Indonesia, baik etnis, budaya dan lainnya. 

Akibatnya tidak semua masalah hukum Islam bisa diunifikasi, melainkan hams 

lebih dulu dipilah, mana yang sudah dapat diunifikasi dan mana yang belurn. 

Keberatan masyarakat non Islam atas pemberlakuan Wnjiwaan) hukum Islam 

pada hukum nasional. Dampaknya, secara politis belum pemah terjadi adanya 

political will yang kuat dari penguasa untuk memperlakukan hukum Islam 

(terutama dalam bidang hukurn pidana)M secara nasional. 

Melihat dan kemudian mempertirnbangkan ha1 seperti tersebut di atas, 

maka dihadapkan kepada persoalan " hukum Islam dalam perspektif pembentukan 

budaya hukum di masa datang". Memasalahkan budaya hukum Islam, maka kita 

dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu: (a) mengenai hukum positif Islam, 

sehingga kita terbatas memasalahkan hukum yang berlaku bagi mereka yang 

Abd. Salam, "'Hukum Islam di Indonesia: Pelernbagam, Pernbaharuan dan Prospek 
Transformasinya," Mimbar Hukum No. 64 i'71nXV2004, hal. 13. 



beragama Islam, atau (b) mengenai nilai-nilai hukurn Islam, yang akan dapat 

berlaku bagi seluruh warga negara bahkan mungkin seluruh penduduk termasuk 

yang bukan warga negara. Kedua alternatif ini dapat mempengaruhi pembentukan 

hukum nasional di masa yang akan datangP7 

Altematiif pertama ialah hukum positif Islam (dalam arti tertulis) yang 

terlegalitas dalam Kompilasi hukum Islam dan atau di peraturan perundang- 

undangan yang lain. Kelembagaan yang digunakan ialah lembaga Pengadilan 

Agama untuk menegakkan hukurn positif Islam yang menjadi hukum materiil atau 

hukum terapan Peradilan Agarna. Bekejanya h u h  positif Islam ini melalui 

proses dan tahapan yang merupakan satu kesatuan dan direncanakan secara 

rasional dan sistematis melalui tahap formulasi (pembuatan perundang-undangan 

oleh lembaga legislatif), tahap aplikasi (penerapan pemndang-undangan melalui 

putusan oleh hakim pengadilan), dan tahap eksekusi (pelaksanaan putusan 

pengadilan oleh aparat eksekusi). 

Sebagai alternatif kedua ialah dari hukurn positif Islam yang bersumber 

dari nilai-nilai agama Islam, kita tarik asas-asas yang kemudian dituangkan ke 

&lam hukurn nasional. Dengan cara demikian maka pembudayaan hukurn Islam 

tidak saja terjadi di bidang h u h  perdata khususnya hukum kelwga, melainkan 

dapat juga di bidang-bidang lain dari pa& hukum perdata, bahkan juga hukum 

pidana, hukum tata negara, hukurn admmistrasi negara dan seterusnya. Dengan 

'' Padm Wahjono, "Budaya Hukurn Islam ddarn Perspektif Pembentukan Hukum di Masa 
datang," Mimbar Hukum No. 3 Thn 11 1991, hal. 1. 



orientasi ini, maka hukum Islam akan benar-benar menjadi surnber hukum 

nasiona1.6~ 

Alternatif kedua akan lebih ideal kerena menarik nilai-nilai (values) dari 

suatu peraturan (hukwn positif) masa yang lampau untuk mendapatkan asas-asas 

yang kemudian dirumuskan sebagai peratwin (mduktif) bagi semua warga 

negara, atau d i i  langsung nilai-nilai kehidupan dari al-Qur'an, kemudian 

dijabarkan dalam asas dan peraturan dagi semua warga negara (deduktif). Apabila 

ditinjau masalah pembudayaan hukum Islam dalam kaitannya dengan 

pembentukan hukurn di masa yang akan datang serta ragam politik hukum yang 

akan mendasarinya serta suatu kerangka teori, dan apabila ha1 ini dikaitkkan 

dengan "struktur" suatu sitem hukum, maka menjadi relevan dipaharninya teori 

tentang pertingkatan hukum (stufenbba des rechts hierarchic hukum). Hukum 

hams &pat d i i ba l i kan  kepada hukurn yang lebih tinggi kedudukannya. 

Dengan demikian akan didapatkan pertingkatan sebagai berikut (1) adanya cita 

hukum (rechrsidee) yang merupakan norma yang abtrak; (2) ada norma antara 

(tussen norm, generelle norm, Icnv in books) yang dipakai sebagai v t a r a  mtuk 

mencapai cita-cita hukum; dan (3) ada nonna kongktrit (comete nonn) yang 

diiikmati orang sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di 

penggadilan.69 

Apabila teori pertingkatan hukum ini diterapkan pada permasalahan 

hukurn Islam sebagai surnber hukurn nasional di masa yang akan datang, maka 

gambaran pertingkatan hukumnya adalah sebagai berikut: (a) norma abstrak, 

68 Ibid, hal. 5.  
69 Ibid., hal. 8 .  



berupa nilai-nilai di dalam kitab suci al-Qur'an (universal dan abadi serat tidak 

boleh diubah manusia), (b) nonna antara, berupa asasasas (principles) serta 

pengatwan, hasil kreasi manusia sesuai situasi, kondisi, budaya dan kurun walctu, 

muncul sebagai peraturan negara, pendapat ulama, pakar/ilmuwan, kebiasaan, dan 

(c) norma kongkrit, berupa semua (hasil) penerapan dan pelayanan hukum kreasi 

manusia bukan Nabi, serta hasil penegakan hukurn di pengadilan (hukum positif, 

living law). Secara ringkas dapat d i u s k a n  sebagai berikut: (1) nilai-nilai Islam; 

(2) asas-asas dan penuangannya ke dalam hukum nasional; dan (3) terapannya di 

dalam hukurn positif serta penegakannya. 

Transformasi hukum Islam sebagai ius constituendum dalam hukum 

nasional sebagai ius constitutum telah lama diperjuangkan oleh para ulama 

sebelum abad ke XX?' yaitu menstranformasikan hukum lslam ke dalam hukum 

Adat, melalui dua cara: (1) membiarkan tetap berlakunya hukurn Adat sepanjang 

tidak krtentangan dengan hukum Islam, dengan disertai mengganti bahasa 

hukum adat dengan hukum Islam, dan (2) dengan mengganti lembaga hukum 

Adat yang bersangkutan dengan hukum Islam dengan lembaga hukum Islam yang 

sejenis, atau menggantinya dengan lembaga hukurn Islam lain melalui teknii 

hilah. Para ulama Indonesia sesudah abad ke XX mentransformasikan hukum 

Islam ke dalam legislasi hukurn nasional, dengan menggunakan teknik: (1) 

takhshishu al-qadha, (2) takhayyur atau talJq, (3) reinterpretasi, (4) siyasah 

~yar  '&ah, dan ( 5 )  keputusan pgadilan.71 

70 Taufiq, " T ~ f o r m a s i  Hukum Islam ke dalam Legislasi Nasional," Mimbclr Hukum No. 49 
Thn XI 2000, hal. 24. 

7' Ibid., hal. 25. 



Takhshis alqadZa, yaitu menentukan hak negara untuk memberikan 

kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yurisdiksinya, dan hukum 

acara yang diterapkan. Negara dapat mengarnbii kebijaksanaan prosedural untuk 

memberikan kepada peradilan agar tidak menerapkan ketentuan hukum keluarga 

dalarn situasi tertentu, tanpa berusaha untuk merubah substansi hukum Islam 

tersebut. Takha)3tur, yaitu memilih ajaran-ajaran fikih selain dari madzhab 

mayoritas masyankat, apabila pendapat tersebut lebih sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dari pada ajaran madzhab yang dianut mayoritas 

masyarakat tersebut. Teknii ini diienal juga teknik talfq, yaitu menggabungkan 

beberapa ajaran madzhab yang berbeda. Reintergretasi, yaitu melakukan 

interpretasi baru terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis berkenaan dengan 

perubahan sosial. Siyasah ~yar  'ijyah, yaitu kebijakan penguasa untuk menerapkan 

peratwan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syari'ah. 

Sampai saat ini dapat dilihat, bahwa politik hukum pemerintah terhadap 

hukurn Islam tampak lebih jelas, sebab salah satu asas dalarn pembangunan, 

termasuk pembangunan hukum adalah keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. Bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional, 

dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral 

dan etik dalarn rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 

Disarnping itu dalam pembentukan hukum perlu diindahkkan ketentuan yang 

memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai 

sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan 



nilai yuriidis yang sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Maka dalam pembentukan h u h  di masa mendatang, syari'ah 

merupakan pengendali, dan sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, 

mod ,  dan e t i l ~ . ~ ~  

Dari penjelasan di atas telah dikemukakan bahwa dalam pembangunan 

hukurn masa datang, syari'ah merupakan pengendali dan landasan spiritual, moral 

dan etik Dengan demikian secara konstitusional urnat Islam mernpunyai peluang 

untuk mentransfbrmasikan syari'ah (hukum Islam) menjadi hukum nasional 

(hukum positif) melalui lembaga legislatic serta melalui lembaga yudikatif. 

Menurut ilmu hukum untuk mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum 

nasional, diperlukan tiga kegiatan. Pertama, menggali nilai-nilai Islam dari al- 

Qur'an clan Sunnah. Kedua, mensarikan asass-asas hukum Islam clan 

penuangannya ke dalam hukum nasional, dan ketiga, penerapannya ke dalam 

hukum positif dan p e ~ ~ e ~ a k a n n ~ a ? ~  

Di Indonesia kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 

1945 Pasal 24 dan Pasal25. Pasal 24 ayat (I) berbunyi "Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung da lain-lain badan kehakiman menurut 

undang-undang. Dan, pada ayat (2) dinyatakan, "susunan dan kekuasaan badan- 

badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang". Undang-undang organik 

selanjutnya yang menjabarkan Pasal24 dan Pasal25 Undang-undang Dassar 1945 

tersebut adalah Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 4 

" Taufiq, "Kebijakan-kebijakan Politik Pemerintah Orde Baru mengenai Hukum Islam 
(Sejarah dan Perkembangannya)," Mjmbar Hukum No. 32 Thn VIII 1997, hal. 21. 

73 aid., hal. 21. 



tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman dan diperbaharui dengan Undang- 

undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan adanya 

empat lingkungan peradilan termasuk di dalamnya Peradilan Agama, yang diatur 

dalam Undang-undang IU No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya dalam Undang- 

undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahannya dalam Undang-undang No. 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1984 dan 

perubahan atas Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 

Adapun ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama (UU. No. 7 Tahun 

1989) adalah sebagai berikut: 

I. Peradilan Agama addah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam 

(Pasal 1 ayat (I). Ketentuan ini d i u s k a n  selengkapnya dalam Pasal 2, 

yaitu "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan bagi 

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang 

diatur &lam undang-undang in?'. Dengan dernikian, kewenangan absolut dari 

Peradilan Agama memiliki dua ukuran, yaitu asas personalitas @encari 

keadilan yang beragama Idam) dan asas bidang hukum perdata tertentu yang 

diatur pasal49 sampai dengan Pasal53. 

2. pasal49 adalah pasal yang menentukan kewenangan Peradilan Agama secara 

mutlak, yang berarti bidang-bidang hukum perdata yang tercantum dalam 

pasal tersebut menjadi wewenang mutlak (kompetensi absolut) Peradilan 

Agama. Pasal49 ayat (I) berbunyi: Peradilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertarna 

antara orang-orang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, 



wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, clan (c) wakaf 

dan shadaqah. Ayat (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-ha1 yang diatur dalam atau berdasarkan 

Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Ayat (3) Bidang 

kewarisan sebagaimana yang dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa- 

siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, 

penentuan bagian-masing-masing ahli waris, clan melaksanakan pembagian 

harta peninggalan tersebut, disamping penambahan wewenanng absolud 

tentang sengketa ekonomi syari'ah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 

3 Tahun 2006. 

Adapun hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal sebagai 

pegangan hakim Peradilan Agama adalab Kompilasi Hukum Islam (Instruksi 

Presiden No. 1 tahun 1991) tanggal 10 Juni 1991 yang ditujukan kepada Menteri 

Agama untuk menyebarluaskannya Adapun Kompilasi Hukurn Islam terdiri dari 

(a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, 

(c) Buku III tentang Hukum Perwakafan. 

Berdasarkan Instsuksi Presidden No. 1 Tahun 1991, Menteri Agama 

pada tanggal 22 Juni 199 1 telah menetapkan Keputusan Menteri Agama No. 154 

Tahun 1 99 1 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1 99 1 tanggal 10 

juni 1991 di atas. 

Pengembangan hukum Islam yang menjadi wewenang Peradilan Agama 

khususnya hukum kewarisan sangat d i m u n g k i i  dalam Kompilasi Hukum 

Islam (Inpres RI No. 1 Tahun 1991). Intruksi Presiden dirnaksud bersifat terbuka 



untuk dikembangkan, sesuai dengan perkembangan zaman dan pemenuhan 

kebutuhan m a t  Islam Indonesia. Dorongan pengembangan hukum Islam itu dapat 

dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (Inprs RI No. 1 Tahun 1991) Pasal 229 

yang dinyatakan: "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan 

kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan." 

Pengembangan hukurn materiil Peradilan Agama itu sangat penting. Ini 

berarti melengkapi apa yang belum ada dalarn kompilasi itu dan menyempwnakan 

apa yang sudah ada di dalamnya, disamping pembaharuan dengan peningkatan 

kualitas pembentukan hukum melalui yurisprudensi tetap Peradilan Agama. Yang 

tetap terjadi karena rentetan keputusan atau beberapa keputusan yang sama, 

disebut (dalam bahasa Belanda) stanahrdarresten, yaitu keputusan yang 

dijadikan ulruran dan dasar bagi peradilan untuk memutus perkara yang 

Peraturan perundang-undangan, biasanya hanya menentukan yang 

bersifat urnurn saja, sectang pertimbangan hat-ha1 yang kongiuit diserahkan 

kepada hakim. Ini berarti bahan dalam hukum dan atau peraturan perundang- 

undangm ada ruang kosong yang dapat diisi oleh hakim. Cara mengisinya dapat 

dilakukan dengan konstruksi, yakni pembuatan pengertian hukurn (baru) yang 

sesuai dengan hukurn yang ber~an~kutan?~ Untuk itu dibutuhkan suatu 

metodologi (cara) yang dipergunakan dalarn pengembangan hukum untuk 

mengisi kekosongan hukurn itu dengan melakukan konstruksi, yaitu 

mempergunakan aka1 secara logis dan sistematis, dan konsbuksi itu biasanya 

" Mohammad Daud Ali, 'Tengembangan Hukum Materiil Peradilq" op. ci&, hal. 41. 
'' Ibid, hal. 41. 



dilakukan oleh h a k i  kalau ia harus menjalankan hukurn atau perundang- 

undangan secara b e r i k ~ t : ~ ~  (1) analogi (qiyas), menyamakan hukumnya sesuatu 

yang belum ada hukurnnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan 

persamaan iflah (alasan) hukum. Perlu diingat bahwa tidak semua bidang hukurn 

dapat dilaksanakan dengan analogi, (2) penghalusan hukurn (rechtsvelpijning). 

Untuk mencapai keadilan, kadangkata hakim tidak menjalankan suatu ketentuan 

walaupun ketentuan itu menyebut dengan jelas soal yang hams diselesaikan. 

Untuk itu, ia mernbuat aturan sendiri sebab kalau peraturan yang ada itu 

dijalankan, keadilan tidak akan terwujud, (3) argumenturn a contrario, metode ini 

mengatakan bahwa kalau undang-undang memuat ketentuan khusus untuk hat-ha1 

yang dengan tegas disebut di dalamnya, ketentuan itu hanya berlaku untuk hal-ha1 

itu saja, untuk hal-hal lain berlaku sebaliknya. 

Studi tentang ijtihad hakim Peradilan Agarna dalam pengembangan 

Kompilasi Hukum Islam khususnya "bidang hukum kewarisan" sangat signifhn 

karena berkaitan dengan "hukum kasus" yang dihadapi para hakim agarna. Maka 

berkaitan dengan penelitian disertasi ini saya nam-. "Ted Hukum Kasus". 

Hukurn yang akan diputus 1 ditetapkan oleh hakim masih dalam proses 

pembuatan, masih d i d .  Pencarian tersebut melalui fakta-fakta dan peristiwa- 

peristiwa, yang setelah terbukti dengan alat bukti yang sah barulah ditemukan 

datarn bentuk putusan / penetapan itu send i  untuk kekuatan pastinya masih harus 

menunggu sampai ia mempunyai kekuatan hukum yang tepat (inkracht). 

l6 Ibid, hal. 4 1 - 42. 



Fakta clan peristiwa yang melatarbelakangi sengketdperkara, yang hams 

dibuktkan di pengadilan Agama, adalah suatu yang telah terjadi, lalu hakim, 

setelah mernperhatikan segala keterkaitan hubungannya mencarikan hukurn yang 

piing tepat untuk kasus tersebut. Jadi tegasnya, hukum yang berlaku di 

pengadilan adalah hukum kasus, bukan hukum dalarn b g s i  mengatur. "Hukum 

Kasus" dibedakan dengan "Hukum dalam Fungsi Mengatur", karena hukum 

dalam b g s i  mengatur bersifat netral, lepas dari konteks fakta clan peristiwa 

Hukum kasus diistilahkan dengan ahkam nafs at-wqi' atau ahkam 

da 'wa al-waqi', sedangkan hukurn dalam b g s i  mengatur diistilahkan dengan 

a k  hi$ ai-huquq. Hukum kasus adaiab untuk sengketa 1 perkara, sedangkan 

hukurn dalam fungsi mengatur adalah hukum di luar sengketa. Adapun cara 

menemukan hukum material atas kasus di pengadilan, yakni melalui hukum acara 

atau pembuktian, dinarnakan hrnrq al-hukm, sedangkan cara menemukan h u b  

material di iuar kasus perkara di pengadilan dinarnakan hi& a i - h ~ ~ u ~ . ~ ~  

Dalam praktek Peradilan Agama, dalam melihat kasus yang beragam, 

febih-lebih yang bersifat komulasi (ha1 mana sesuai dengan gugatan atau 

permohonan yang diajukan oleh pencari keadilan), maka pertama-tama hakim 

akan mendudukkan dahulu pokok perkaranya atau kasusnya (case position atau 

nafs al-waqi' atau da'wa al-wuqi?. Setelah itu hakim akan melihat bagaimana 

hukum materiilnya (Seperti Kompilasi H u b  Islam dalam bidang hukurn 

kewarisan) yang relevan, yang bersifat mum atau khusus, baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis, untuk diukur kepada kasus tersebut. Kemudian hakim 

77 Roihan A. Rasyid, " hukum Kasus dan Hukum dalam Fungsi Mengatur (Terapannya di 
Pengadilan Agama)," Mmbar Hukum No. 19 77m. Yl1995, hal. 15. 



akan menarik kesirnpulan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dan cocok 

dengan kasus tersebut. Akan tetapi dalam kasus yang bersifat komulasi hukum 

yang persis sesuai dengan kasus itu " jarang ditemukan ", yang dengan sendirinya 

membawa konsekuensi pula di segi pembuktiannya. Di sini letak kesulitan dan 

tanggung jawab hakirn dalam menghubungkan fakta-fakta atau peristiwa, 

mendudukkan h u s n y a  serta mempergunakan pembuktian dan hukum yang 

relevan. Untuk itu dapat dikatakan bahwa hakim itu: " 'am an-nazari w a  khas al- 

' umai~ '?~ Dari s i ~  dapat dinyatakan bahwa penerapan hukurn kasus di 

Pengadilan Agama ternyata mernerlukan wawasan hukum Islam yang sangat luas, 

tidak dan belum mencukupi dengan hanya menguasai hukum materiil Islam dalam 

perundang-undangan. Tanpa itu, menemukan hukum materiil dalam kasus besar 

kemungkinan tidak mencerminkan keadilan hukum menurut  slam.^' 

Pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum yang 

dalam istilah usul fikih disebut ijtihad berkaitan erat dengan perubahan-perubahan 

sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara umum ijtihad itu 

dapat dikatakan suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum 

Islam dari surnbemya untuk memperoleh jawaban terhadap pennasalahan hukum 

yang muncul ddam masyarakat80 

Islam adalah agarna terakhir bagi umat manusia, setelah Nabi 

Muhammad SAW. tidak ada lagi rasul yang diutus dan tidak ada pula ada wahyu 

yang diturunkan untuk mengatur manusia. Allah Maha Bijaksana dan Maha 

[bid, hal. 17. 
'' Zbid, hal. 25. 

Asfri Jaya Bakti, Kottsep Magarid af-?vartlafr memrrnt At-Syatibi dm RetemmLnp 
dengan &tihad Hukum Dewasa ini, (Jakarta: Program Pdana iAiN Syarif Hidayatullah, 
1994), hal. I. 



Mengetahui watak dan kebuhan manusia ciptaan-Nya yang bersifat dinamis, 

realistis dan berkembang. Hal h i  mengandung pengerti'an bahwa Islam yang telah 

dinyatakan sempurna di akhir hayat Rasulullah itu , benar-benar agama yang 

memiliki dinarnika yang amat tinggi, yang marnpu menampung segala macam 

persoalan yang ditirnbulkan oleh perubahan dan perkembangan zaman. Dengan 

itu ajaran Islam dapat berlaku sepanjang masa dan perkembangan sosia~,~' di 

sinilah terletak posisi penting dan relevansinya hakikat ijtihad. 

Sejalan dengan itu, seorang ulama besar pendin mazhab, Imam Syafi'i 

r.a pernah mengumandangkan prinsip tersebut &lam karyanya yang terkenal Ar- 

risalah, bahwa tiaptiap peristiwa yang terjadi pada diri seorang muslim pasti 

akan didapati hukumnya dalam wahyu ~ l l a h . ~ ~  Persoalannya adalah, bahwa 

wahyu sebagai sumber hukurn itu, baik yang termaktub &lam al-Qur'an, maupun 

yang berupa at-Hadts saugat terbatas jumlahnya. Dari jumlah yang terbatas itu, 

khususnya yang menyangkut bidang ibadah hanyalah pokok-pokoknya saja, 

namun ielah dirinci oleh Rasulullah daiam Sunnah-Nya. Adapun bidang 

mu'arnalah hanya sebagian kecil yang disebutkan secara tegas dan rinci, 

kebanyakan berupa prinsip-prinsip dasar secara singkat yang dalam 

pelaksanaannya memerlukan aturan tambahan dan ada pula yang dalam bentuk 

teks-teks yang tidak jelas 

Andaikata al-qur'an dan Sunnah secara tegas dan rinci mencakup 

seiuruh pernasalahan, disarnping sulit digambarkan adanya, juga akan membuat 

hukum Islam menjadi kaku dan mudah ketinggalan zaman. Oleh karena i t -  

%' Satria Effendi M. Zein, "Ijtihad dan Hakirn Peradilan Agama," Mimbm Hukum No. 10 
Tha IY 1993, hal. 41. 
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kondisi sumber hukurn seperti demikian adalah suatu karunia yang sangat 

menguntungkan umat manusia. Yang periu disadari adalah, bahwa tugas untuk 

menggali dan mengembangkannya selanjutnya adalah terletak pada diri manusia 

pemeluknya. Pelimpahan wewenang itu, merupakan suatu pemberian yang amat 

berharga, karena dengan itu berarti m a t  manusia lewat kerja sungguh-sungguh 

atau ijtihadnya dilibatkan dalam menentukan tatanan hidupnya. Dad shii& 

terlihat dengan jelas urgensi ijtihad dalam hukum  slam.'^ 

Relevansi pengkajian studi ijtihad hakim- Peradilan Agama tentang 

pengembangan hukurn Islam h i  menjadi urgen, karena permasalahan hukum / 

perkara yang diajukan kepada hakim selalu berkembang, walaupun perkaranya 

sama, tetapi nuansanya berbeda, alasan h u b  dan perubahan waktu dan tempat 

berbeda pula. Seomng hakim dalam menghadapi persoalan hukurn yang demikian 

itu ia harus menguasai dua bentuk ij'tihad, yaitu: (1) ijtihad menyimpulkan hukurn 

dari sumbemya, yang disebut "ijtihad istinbati", dan (2)  ijtihad dalam penerapan 

hukum, yang disebut "ijtiihad tatbiqi". 

Dengan ijrihad istinbati seomng mujahid mampu menarik nunusan 

fikih, baik dari ayat al-Qur'an maupun Hadis yang pada kenyataannya 

memerlukan daya pikimn (ijtihad) untuk memahaminya, maupun dari prinsip- 

prhsip atau tujuan umum syariJat Islam. Lapangan ijtihad bentuk ini meliputi 

masalah-masalah yang secara khusus tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, 

dan masalah-masalah yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, namun 

memahaminya mernbutuhkan alat Bantu untuk pernikiran. ljtihad seperti inilah 

83 Ibid, hal. 42. 



yang pemah dilakukan oleh para mujtahid dimasa silam. Terbentuknya mazhab 

f'lkih adalah hail  ijtihad bentuk hi. ~emudian, rumusan hukurn fikih yang 

dihasilkan ijtihad itu, pada gilirannya diterapkan kepada suatu masalah secara 

kongkrit. Usaha penerapan hukum in< perlu pula kepada satu bentuk ijtihad, yaitu 

ijtihad tatbiqi. 

& t i M  tatbiqi berkaitan dengan bentuk penelitian secara cermat tahadap 

suatu masalah di mana hukum hendak diterapkan. Ijtihad bentuk ini diperlukan, 

untuk menghindari kekeliruan dalarn penerapan hukum. Tegasnya, untuk 

menerapkan hukum pada suatu masalah, lebih dahulu lewat ijtihad istinbati. 

Kandungan ayat atau hadis perlu dipahami secara teliti, baik mengenai bentuk 

hukum, maupun mengenai tujuan, setelah itu melalui ijtihad tatbiqi, perlu pula 

secara teliti mengetahui permasalahan di mana hukum hendak diterapkan. 

Mengenai ijtihad tatbiqi tidak pemah terputus sepanjang masa, selama urnat Islam 

masih bertekat baik untuk menerapkan ajaran Islam ke dalam kehidupan. Adapun 

yang menjadi bahan penelitian pada ijrhad tatbiqi adalah ternpat penerapan 

hukum, yaitu manusia dengan segala ihwalnya yang notabene selalu berubah dan 

berke~nban~ .~~  

Tugas pokok seorang hakim adalah memutus / menetapkan h b  pada 

suatu perkara secara mengikat untuk menyelesaikan sengketa. Untuk itu dapat 

dipahami bahwa pada diri seorang hakim harus terdapat pada dua kemampuan, 

yaitu kemampuan untuk menguasai hukurn yang berkaitan dengan ijtihad 

istinbati, dan kemampuan untuk menerapkannya (ijtihad tatbiqi). Penguasaan 

84 Ibid, hal. 43. 



hukum bagi seorang hakim merupakan syarat mutlak yang hams dibuktikan. 

Adapun yang dimaksud dengan penguasaan hukum, adalah meliputi penguasaan 

terhadap hukum Islam yang secara eksplisit tercantum dalam Kompilasi Hukum 

Islam dan kemampuan berijtihad untuk mengembangkannya terhadap suatu kasus 

yang diajukamya, walaupun kasus sama d i g k i n k a n  nuansanya berbeda 

Walaupun para hakim alah dibekali undang-undang, atau Kompilasi 

Hukurn Islam sebagai pedoman, kemampuan ijtihad tetap menjadi kebutuhan 

baginya. Nampaknya para ahli hukum yang membuat persyaratan hi menyadari, 

bahwa bagaimanapun diangggap lengkapnya sebuah buku undang-undang, narnun 

tetap dianggap tidak bisa mengakomdi secara ekplisit segala persoalan yang 

dihadapi seorang hakim. Seorang hakim hams mampu menyelesaikan segala 

persoalan yang diangkat kepadanya. Artinya seorang hakim tidak boleh menolak 

suatu perkara dengan alasan tidak didapati hukumnya. 

Bila merujuk kepada karya Abu zahrah (Ushul Fiqh), ijtihad terbagi 

empat macam, yaitu (I) ijtihad mustaqil, yaitu ijtihad yang dilakukan seseorang 

yang mempunyai metodologi tersendiri dan mandiri dalam memproduk hukurn, 

seperti h a m  Abu Hanifbh, Imam Malik, Imamm Syafi'i, dan Ahrnad bin 

Hambal, (2) ijtihad mtmtasib, y a h  mujtahid yang dalam berijtihad mengacu 

kepada metode Imam mazhab tertentu, kendatipun dalam produk hukum tidak 

mesti sama, (3) ijtiihad taijih, yaitu berijtihad dalam bentuk membandingkan 

mazhab-mazhab yang telah ada, pendapat mana yang dinilai paling kuat dalilnya 

dan dapat dipakai, (4) ijtihadf;I mazhhab, yaitu berijtihad dalam masalah-masalah 

baru yang hukumnya tidak terdapat dalam f~~a-farwa mazhab yang telah 



tersedia. Artinya, ia tetap terikat dengan fatwa-fia mazhab, narnun dengan 

kemampuan ijtihadnya ia juga mampu memecahkan masalah-masalah baru yang 

hukumnya belum terdapat dalam fatwa-fatwa m a ~ h a b . ~ ~  

Dari keempat tingkatan ijtihad tersebut, yang relevan dengan tugas 

hakim Peradilan Agama dalam kondisi sekarang ini adalah ijtihad dalam bentuk 

ketiga dan keempat. Ijtihad dalam bentuk ketiga, yaitu ijtihad turjih, diperlukan 

pada pengadilan yang belum mempunyai kit& undang-undang dalam arti mash 

berpedoman kepada berbagai macam kitab fikih, seperti di Pengadilan Agama di 

Indonesia sebelum tersusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim pada 

pengadilan dalam kondisi tersebut dituntut kemampuannya untuk ment@ih 

pendapat mana di antara pendapat-pendapat yang tersedia untuk ditempkan. 

Menturjih atau memilih suatu pendapat, bukan saja didasarkan atas kuatnya dalil, 

tetapi yang paiing diutamakan adalah pendapat mana yang febih cocok dan iebih 

mendatangkan maslahut dalam menyelesaikan suatu perkara. 

Adapun $tihad dalam bentuk keempat, yaitu WM$l mazhab, seperti 

halnya diperlukan pada pengadilan di mana hakim telah dibekali dengan buku 

pedoman khusus, seperti Kompilasi Hukurn Islam di Indonesia. Inti ijtihad dalarn 

bentuk ini adalah kemampuan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukurn 

yang sudah tersedia. Dengan kemampuan ijtihad seperti ini diharapkan seorang 

hakirn tidak akan kehilangan akal dalam menghadapi berbagai perkara, yang bisa 

jadi pada suatu kasus secara ekplisit hukumnya tidak tersebut dalam Kompilasi 

Hukum Islam. 

Ibid., ha1 47. 



Usaha pengembangan hukum dalarn undang-undang bisa disebut 

dengan: "tahrgui a h  'aia nashshii qanun", yakni pengembangan hukurn 

berdasarkan teks ~ndan~-undan~ .*~  Metode yang digunakan antara lain dengan 

analogi (qiyas) dalam arti, bilarnana permasalahannya sama, maka hukumnya 

dapat disamakan pula. Pada analogi bentuk inii yang akan dijadikan maqis 'alaih 

(asal tempat mengiyaskan) bukan hanya teks al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga teks 

hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada hakikatnya juga 

disimpulkan dari al-Qw9an dan Sunnah. Untuk mencapai kernampuan ini, perlu 

pengumem tehadap metodologi hukum Islam, seperti mhl fiqh dan qawa'id 

Jiqhiyah. Dengan penguasaan bidang ini, hakim akan menemukan berbagai 

metode lain untuk penafsiran mengembangan prinsip hukurn. 

Setidaknya dengan demikian para hakim akan mendapat gambaran jalan 

pikiran bagaimana menafsirkan dan mengembangkan suatu prinsip hukum, 

disamping tidak tertutup kemungkinan akan ditemukan nunusan hukum yang 

cocok dengan suatu perkara, yang belum tercantum dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHl). Yang perlu disadari adalah bahwa untuk menelusuri jalan pikiran 

para mujtahid dalam menafsirkan dan mengembangkan hukurn memedukan 

kemampuan intelektual yang terkait langsung dengan kernampuan berijtihad 

Ijtihad tatbiqi adalah menyangkut penerapan hukum. Mujtahid bidang 

ini, setelah betul-betul mengetahui hukum bentuk syar'i, selanjutnya hams 

mampu menerapkan secara benar pada suatu kasus yang dihadapi. Di sini yang 

diperlukan adalah, kernampuan seorang dalam melihat suatu kasus, bentuk 



hukum yang bagaimana yang cocok untuk ditempkan, sehingga luas jangkauan 

ijtihad bentuk ini, yang tentu saja berat atau ringannya ijtihad yang perlu 

dilakukan tergantung kepada berat dan ringannya kasus yang akan diselesaikan. 

Namun yang perlu digaris bawai adalah, bahwa $tihad bentuk ini menyangkut 

dengan "pengamalan syari'at Islam" ke &lam kehidupan kongkrit. Untuk itu 

ijtihad bentuk ini tetap relevan sepanjang waktu, selama umat Islam hendak 

mengamalkan agamanya. 

Dengan demikian, ijtiM tatbiqi berkaitan langsung dengan tugas 

seorang hakim, hakim sebagai penemp hukum, tidak cukup dengan penguasaan 

hukum belaka, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menempkannya secara 

benar, atau dengan kata lain penguasaan hukum dan ketajaman pandangan 

seorang hakim dalam melihat suatu kasus dan latar belakang kasus itu. 

Ijtihad hakim mengenai pengembangan hukum dari teks atau pedoman 

hukum yang ada perlu dilakukan, dan ini merupakan amanah Pasal229 Kompilasi 

Hukum Islam, yang dinyatakan: Hakim dalam menyelesaikan perkam-perkara 

yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan nilai-nilai h u h  yang hidup 

dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilanW.Ini 

merupakan dorongan kepada hakim agama untuk mengembangkan hukum Islam 

yang memjadi wewenang absolud Peradilan Agama dalam berijtihad, berupa: (1) 

meiengkapi hukum yang belurn ada dan menyempurnakan hukum (undang- 

undang) yang sudah ada, (2) undang-undang menentukan hal-ha1 yang urnum, 

sedangkan pertimbangan hal-ha1 yang kongkrit diserahkan kepada hakim untuk 



mengembangkan hukumnya, dan (3) ada kekosongan hukum yang harus diisi oleh 

hakim. 

Di atas sudah dijelaskan bahwa hakirn dalam menghadapi perkara yang 

diajukan kepadanya ditemukan perkara yang sama, tetapi nuansa maupun 

substansinya tidak sama, sebab berlainan subyek, kondisi maupun obyek dan 

subyek yang melatar belakangi tidak sama. Dari dua bentuk ijtihad hddm 

Peradilan Agama di atas secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa (1) ijtihad 

istinbati, itu berkenaan dengan (a) penguasaan hukum secara tekstual, (b) upaya 

untuk meneliti illah (alasan hukum) yang terkandung dalam nush atau hukurn 

tekstual itu, (c) ialu menggali apa ide yang terkandung daiam nash atau hukum 

tekstual itu, (d) obyek kajiannya adalah nash atau hukum tekstual itu, dan (e) 

penguasaan hukum Islam secara eksplisit. (2) Ijttihad Tatbiqi, itu berkenaan 

dengan (a) hukum hendak diterapkan sesuai dengan ide yang terkandung &lam 

nash atau hukum tekstual itu, (b) penyangkut persoalan penerapan hukurn dalam 

kasus yang kongkrit, (c) menerapkan ide yang terkandung dalam nash atau hukum 

tekstual itu, (d) obyek kajian dalam ijtihad ini adalah manusia dan d'mamikanya, 

dan (e) menyimpulkan semangat / spirit /rub nilai hukum dalam nash atau hukum 

tekstual i k s 7  

Kajian teoritis selanjutnya berkenaan dengan: Pengembangan Hukum 

Waris dalarn Kompilasi Hukum Islam (ISHI). Kompilasi Hukum Islam dalam 

Buku I1 tentang Hukum Kewarisan. H u b  Kewarisan dalam Kompilasi hukum 

Islam (KHI) itu bersifat mengatur yang sifatnya deduktif, tekstual dan normatif. 

Asfari Jaya Bakti, op. cit., ha]. 74. 



Sedangkan "perkara kewarisan" yang diajukan kepada hakim agarna bersifat 

"kasuistis", induktif, kontekstual dan empiris, yang disebut: "Hukum Kasus". 

Berkaitan dengan hukum kasus di atas Pasal 229 KHI mengamanatkan bahwa, " 

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib 

memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan". 

Hukum &s secara tekstual dipahami qath'joh (ta'abbudy / ghair 

ma 'qulat al-ma 'na), tetapi secara aplikatif atau penerapan hukum waris "secara 

kasuistik" bersifat ijtihadiyah berarti dhmnjah, (ta'aqquly, mama'qulat al-makna). 

Dalam kerangka umum pemikiran disertasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Hukum waris &lam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hakim 

Peradilan Agama untuk memutus perkara kewarisan yang diajukan kepadanya. 

Kapasitas hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukurn Islam berfimgsi mengatur 

yang bersifat normatic adapun yang dihadapi hakim Peradilan Agama adalah 

hukum yang bersifat empiris, kasuistik, sehingga d i g k i n k a n  adanya 

kesenjangan antara law in boob dengan law in action. Untuk menjawab ha1 yang 

demikian apabila hukum dalam buku itu tidak cocok dengan hukurn dalam kasus 

yang te rjadi, mau tidak mau hakim harus menemukan hukum yang m o k  dengan 

kasus yang diajukan itu, sehingga putusan hakim dalam penemuan hukum yang 

cocok itu merupakan pengembangan hukurn (tab@ al-ahkam 'ala naci.Mil 

qanun) kewarisan yang dapat diiontribusikan terhadap pernbangunan hukurn 

waris nasional. Dalam pertimbangan putusan yang merupakan perkembangan 

hukum kewarisan tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan dan 



pendekatan sosiologis, historis, filosofis dan pendekatan kritis dan terakumulasi 

sehingga mewujudkan "kontruksi Hukum" yang dapat disurnbangkan terhadap 

"Pembangunan Hukurn Waris Nasional". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat &lam 

ragaan 3. 

Hukum keluarga dan kewarisan Islam adalah dua sub sistem hukum 

yang merupakan bagian dari hukurn Islam yang bersifat komprehensif Orang 

yang ingin menjadi ahli dalam hukum Islam tidak rnungkin mengabaikan hukum 

keiuarga dan kewarisan Islam, yang boleh dikatakan sebagai "central core" 

dalam hukum Islam itu. Kedua macam sub sistem hukum Islam itu secara 

langsung mengatur hak-hak individu agar terwujud suatu kehidupan masyarakat 

yang mapan (stabil), sejahtera dan tenteram. Meskipun usianya sudah lebih dari 

empat belas abad, namun baik hukum keluarga Islam maupun hukum kewarisan 

Islam tetap dinamis, dalam makna pengembangan pemikiran melalui ijtihad 

terhadap berbagai macam pennasalahan atau kasus dalam kedua macam sub 

sistem hukum Islam itu selalu dapat dilakukan, sepanjang ha1 itu tidak 

bertentangan dengan al-qur'an dan Sunnah ~ a s u 1 . ~ ~  

Berbicara masalah boleh tidaknya berijtihad dalam memecahkan sesuatu 

dalam hukum Islam, senantiasa dipertanyakan lebih dulu, apakah masalah tersebut 

masuk dalam ubudjah atau akidah atau masuk dalam bidang mu'amalat. Para 

ulama sepakat bahwa hanya bidang mu'amalah yang boleh disentuh ijtihad. 

Demikian pula halnya berbicara, boleh tidaknya berijtihad dalam menyelesaikan 

kasus-kasus dalam bidang hukum waris Islam. Maka untuk menetapkan boleh 

88 Tahir Azhary, "Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalarn Masyarakat Modem 
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tidaknya hukum waris Islam memasuki kegiatan ijtihad harus dapat dipastikan 

leb'i dahulu hukurn waris Islam masuk bidang mana. Sebeium dipastikan untuk 

sementara dianggap bahwa bidang hukurn waris adalah tmnasuk bidang 

mu 'amalat. 

r i a  kita buka literatur ilmu fmaid atau hukurn Islam, di sana akan 

dijumpai tidak sedikit masalah ijthadiyah. Tentu saja yang menjadi obyek ijtihad 

di sana kebanyakan adalah masalah-masalah yang belum ada nashnya yang qath 'i. 

Namun tidak berarti bahwa ijtihad para ularna dahulu itu tidak ada yang berani 

menyentuh hal-ha1 yang telah ada nashnya yang sharih dan qath'i. Maka perlu 

dibuktikan kernbali apakah para ulama ahli ilmu faraid benar-benar merasa tabu 

untuk menyentuh dengan ijtihad dalam bagian-bagian yang telah ada daIiI sharih 

maupun qath'i. Nampaknya masalab ijtihad dalam hukum waris Islam sangat 

menarik untuk dikajiS9 

Masalah aul, rad, ghamawain, musytarakah d m  lain-lainnya, ini 

menyangkut masalah ijtihadiyah dalam pelaksanaan pembagian hukum waris 

Islam. h i  terlihat bahwa hukum waris Islam banyak sekali disentuh oleh kegiatan 

ijtihad. Tujuan ijtihad tidak lain adalah usaha menyesuaikan nash kepada 

kenyataan dalam praktik agar nash tersebut dapat diimplementasikan dalam 

kenyataan. Maka tidaklah terlalu salah jika h u h  waris Islam yang telah tertulis 

dalam kitab-kitab fmaidh atau terkodifbsikan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) itu mash dapat menerima perubahan dan perkembangan sesuai dengan 

perkembangan zaman secara substantif walaupun sistem tetap hams 

89 Yusuf Ilyas, "Uasalah Ijtihadiyah dalam Hukum Waris Islam (Sebuah Kajian Singkat)," 
Mimbur Hukum No. 21 Thn. VI 1995, hal. 62-65. 



dipertahankan. Maka muncullah masalah-masalah baru dalam hukum waris Islam 

di Indonesia, seperti masalah wmiat wajibah, masalah waris pengganti, masalah 

menyamakan hak untuk menerima warisan antara cucu keturunan anak laki-laki 

dengan cucu keturunan anak perempuan, masaiah anak perempuan dapat menjadi 

hujib terhadap saudara pewaris dan sebagainya. 

Pengembangan hukum kewarisan Islam tidak dapat dilepaskan dari 

aspek sosiologis dimana hukum kewarisan Islam itu berlaku (operasionat). Yang 

dimaksud kata "pengembangan" di sini bukanlah dari titik nol, melainkan 

menggambrtkan sesuatu yang sudah mengalami proses pengembangan. 

Pengembangan hukum Islam (fikih) dalam ha1 ini hukum kewarisan Islam adalah 

pengembangan sebuah gugusan hukum agama yang tidak pernah berhenti 

berkembang. Hal ini temyta dari butir-butir hukum yang Eta jurnpai dalam karya- 

karya ulama besar masa lampau hingga saat ini, yaitu menunjukkan adanya 

kecenderungan amat kuat untuk melakukan proses penyesuaian dengan keadaan 

seternpat tanpa mengorbankan prinsip umurn dari hukum agama itu ~ e n d i i . ~  

Memprhitungkan faktor lokalitas atau aspek sosiologis didalam 

pengambilan keputusan atau ijtihad dalam hukum Islam merupakan kenescayaan. 

Contoh yang dapat disebutkan dalam ha1 ini adalah sebuah diktum dalarn karya 

utama Syekh ~ r s y a ~  Banjar yang berjudul Sabiil al-Muhtadin, dalam corpus 

mana beliau menyatakan bahwa pembagian waris berdasarkan adat berpantangan. 

Harta dibagi dahulu antara suami dan isteri dan barulah hasil parohan itu yang 

dibagikan kepada ahli waris. Ini jelas merupakan pengembangan yang radekal dari 

Abdurrahman Wahid, "Pengembangan Fiqh yang Kontekstual," Pesaniren No. 2Nol. 
IV1985, hal. 4. 



konsep semula yang ada dalam al-Qur'an, yaitu bahwa keseluruhan harta 

peninggaian seseorang yang meninggal dunia dibagi antara ahii waris. 

Memasukkan adat perpantangan di dalam kitab standar fkih adalah nyata sekali 

merupakan sebuah hasii pemikiran kontekstual yang memperhitungkan 

masyardcat Banjar yang harus hidup dari kerja di atas sungai, baik berdagang 

maupun mengail ikan. Pekerjaan demikian ti& bisa hanya dilakukan oleh suami 

saja, seperti menyangkul di sawah, melainkan hams dilakukan oleh suami dan 

isteri bersarna-sama dengan jafan membagi keja antara mendayung perahu dan 

berdagang atau mengail ikan. 

Dengan demikian jelas sekali konteks lokal atau sosial masyarakat yang 

sangat kuat mempengaruhi proses pengambilan putusan hukum Islam melalui 

perumusan kembali arti pemilikan harta yang diperoleh dari usaha bersama, 

walaupun ketentuan tentang perolehan bersama yang ada di daerah Banjar agak 

- d i t  berbeda dari kasus-kasus kepemilikan bersama atas harta di negeri-negeri 

Timur Tengah yang telah mengenal hukurn tersebut di masa larnpau. 

Kontekstualisasi kerena terpenuhinya berbagai persyaratan, seperti adanya 

pemilikan bersama atas harta dalam kasus yang disebutkan di atas, menunjuk 

dengan jeias betapa besamya peluang bagi perurnusan kembali 'hukum agarna 

dalam fikih (hukum Islam) sebuah situasi yang mau tidak mau hams diakui sangat 

kompleks dalam rumusannya, tetapi yang justeru mampu menjawab tantangan- 

tantangan m a n ? '  

91 Ibid, hal. 4-5. 



Dalam wilayah praksis persoalan waris termasuk historis - empiris yang 

tidak lepas dengan sintesa kreatif individual dalam rangka menangkap pesan- 

pesan universal al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn al- 

Khaththab. Selama h i  para ulama melihat perbandingan yang ada dalam 

kewarisan lebih bersifat bayani. Hal ini didasarkan pada pemahaman terhadap 

lafadz z a b  dan unsa yang terdapat dalam Surat an-Nisa' ayat 11 yang mana 

lafadz tersebut diartikan jenis dan an&. Oleh karenanya, jika pemikiran tersebut 

diaplikasikan ke dalam kewarisan akan muncul persoalan tentang konsep 2:l 

antara zakar dm unsa. Artinya jika mkar dan unsa berarti jenis. Konsekuensinya 

setiap ada jenis laki-laki dan perempuan harus 231 dan jika zakar dan unsa berarti 

anak, maka setiap ada anak laki-laki dan perempuan harus 2:l. yang disebut 

terakhir ini hanya mernperlakukan 2: 1 bagi an&.* 

Masalah gender krmasuk wilayah law tradition yang sangat dipengaruhi 

oleh wacana epistema yang mengitarinya, maka ketika persoalan kewarisan 

dikaitkan dengan petsoalan gender seyogianya dipotret dengan keuniversalan al- 

Qur'an. Hal tersebut bisa diperhatikan pada pesan-pesan moral yang disyaratkan 

al-qur'an. Banyak ayat yang mengajak kita untuk berbuat adil. Oleh karenanya 

jika pemahaman kita terhadap nash tidak terpaku pada sub tema (tiap ayat berdiri 

sendiri), maka persoalan-persoalan yang selama ini dianggap sakral (qath'i) 

tidaklah perlu dikhawatirkan untuk berubah &lam rangka menangkap perubahan 

m a n .  Sebagairnana diisyaratkan oleh al-Qur'an Surat al-Zumar ayat 17 dan 1 8 

yang artinya: " Sampaikan berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang 

92 Susilcnan Azhari, "Pemikiran Riffat Hassan ( Studi tentang Isu Kesetaraan dan 
lmplikasinya dalarn Kewarisan)," Mimbar Hukum No. 39 Thn IX 1998, hal. 82-83. 



mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya ...". 
Ayat tersebut dengan jelas mengisyaratkan agar umat Muhammad bersikap 

kreatif dan dinamis. Selma ini pernahaman terhadap teks-teks al-Qur'an bersifat 

parsial, Sehingga sering m e n h b u h  kontradiif termasuk persoalan-persoalan 

kewarisan. Sebagaimana memahami ayat-ayat kewarisan berdiri sendiri atau 

bersiht qath'i, seh'igga tidak memungkinkan adanya perubahan daiam 

menangkap pesanApesan universal al-Qur'an. Di sisi lain dalam wilayah 

empiriknya ternyata berbeda. Hal ini bisa diperhatikan dalam kasus kewarisan 

yang terdiri: Suami, ayah dan ibu. Bagian suami adalah setengah harta warisan 

(karena tidak ada anak), bagian ibu adalah sepertiga harta warisan dan sisanya 

untuk ayah. Maka suami akan mendapat 3/6, ibu 2/6 dan ayah hanya menerima 

1/6. Di sini perbandingan bagian ayah dan ibu menjadi terbalik, yaitu 1:2?~ 

Dalam ha1 kasus kewarisan di atas, Ahrnad Azhar Basyir berkomentar 

bahwa ijtihad Umar bin Khaththab datam masalah warisan, bukan mengubah 

ketentuan w h ,  tetapi justeru untuk tmapainya penerapan rta~h.'~ Karena dalam 

kasus tersebut khalifah Umar menetapkan bagian ibu 1/3 sisa setelah diambil 

bagian suami dan ayah mendapat sisanya. Dengan demikian perbandingan 

perolehan ayah dan ibu adalah tetap 2:l. J i i  perbandingan itu yang menjadi 

persoalan dalam persoaim warisan tanpa melihat ayat-ayat lain, maka yang 

muncul adalah persoalan-persoalan klasik. Sesungguhnya ayat-ayat alqur'an 

merupakan satu kesatuan yang diturunkan untuk dikaji dan diamalkan, tanpa 

terikat dengan kreatifitas - subyektif individu. Dengan demikian ayat-ayat 

93 Ibid, hal. 82-83. 
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kewarisan sebaiknya dikaitkan dengan pesan-pesan universal al-Qur'an. Apakah 

kita tidak bisa mengatakan bahwa perbandingan yang disebut dalam al-Qur'an 

tersebut bersifat maksimal?, artinya bagian maksimal bagi zakar adalah 2 kali 

bagian unsa. Dengan demikian ada celahcelah untuk menguranginya tanpa 

meninggalkan pesan keadilan al-Qur'an sesuai dengan hist~risitas.~~ 

Pengembangan hukurn kewarisan Islam tidak dapat dilepaskan dari 

aspek filosofis (keadilan). Iiiterpretasi umat Islam terhadap hukum kewarisan 

Islam berubah, sesuai dengan perubahan kondisi sosio-historis, mobilitas sosial 

dan kemajuan zaman. Transformasi hukum Kewarisan Islam banyak mengalami 

dinamika dan perkembangan, karena hukurn Islam bertujuan untuk mengatur 

kepentingan manusia untuk mencapai kernaslahatan hidupnya, maka ia senantiasa 

berkernbang dan berjalan sesuai dengan situasi, kondisi, dan gerak laju 

perkembangan m a t  Isiam. 

Dalarn Islam seperti yang dirurnuskan dalam faraidh (hukurn waris), 

ternyata kid disada. adanya sebuah praktek diskrirninasi antara pihak laki-laki 

dan pihak perempuan. Kaum perernpuan sepertinya mendapatkan perlakuan 

marginalisasi karena dasar waris dalam Islam disebutkan 2: 1, yakni pihak laki-laki 

mendapatkan satu sementara pihak perempuan mendapatkan setengah dari bagian 

ielaki. Melihat kondisi umat Islam di negeri ini secara nyata dan transparan telah 

mengalami perubahan yang amat signifikan. Umat Islam telah mengenal adanya 

persamaan hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan. 

95 Susiknan Azhari, op. ciL, hal. 83. 



Peran wanita di era kehidupan keluarga dan sosial umat Islam modern 

sekarang ini telah mengalami perubahan yang dratis. Kaum wanita sudah 

memainkan peran besar dalam kehidupan rurnah tangga. Bukan hanya itu, mereka 

juga sudah berhasil meraih dan memperlihatkan peran positif dan peningkatan 

luar biasa sehingga tuntutan perlakuan sama kepada kaum wanita dengan lelaki 

sudah merupakan kebutuhan. Hal ini terjadi karena adanya pemberian ke,sempatan 

kepada b u m  wanita untuk berkiprah pula dalam bidang pendidikan. Kini, 

kesempatan dalam bidang pendidikan tidak ada lagi dikotomi, apalagi 

diskriminatif sehingga kaum wanita juga sudah dapat meraih tingkat kecerdasan 

dm intelektual seperti apa yang dicapai oleh kamdelaki. 

Peningkatan peran wanita dalam keluarga dan sosial tidak hanya dialami 

oieh mereka yang berpendidikan yang memadaii tetapi juga dialami oleh kaum 

wanita di pedesaan dengan keikutsertaan mereka dalam kepentingan keluarga dan 

masyarakat. Peran kaurn hawa ini sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang 

pemah dialami oleh masyarakat Arab pada waktu turunnya al-qur'an, yakni 

dominasi kaum lelaki sementara kaum perempuan hamper dapat dikatakan tidak 

memainkan peran dalam keluarga apalagi peran publik sama sekali tidak ada. 

Berkaitan dengan adanya rasa ketidak puasan terhadap apa yang dipegangi dalam 

soal warisan hi ,  maka timbul pemikiran baru untuk melakukan pembaharuan dan 

perombakan terhadap hukurn waris yang memakai perbandingan 2:l hi.  Ada 

keinginan untuk melakukan sebuah pembaharuan karena didasarkan . pada 

perubahan clan peningkatan peran kaum perempuan disamping hasrat untuk 



memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyamkt Islam di era modem 

ini.% 

Aspek filosofis dalam pengembangan hukum kewarisan Islam mengkaji 

tentang keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum kewarisan Islam itu, dan 

banyak dalam al-qur'an untuk menyuruh berbuat dan menegakkan keadilan. Sifat 

adil yang terka.it erat dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga dan hukum 

kewarisan, misalnya tercermin dalarn persarnaan kedudukan pria dan wanita 

sebagai ahli waris yang mengangkat kembali derajat kaum wanita yang 

sebelumnya tidak mungkin menjadi ahli waris (pada zarnan pra Islam). Berkaitan 

dengan ha1 ini, apabila dikaji mengenai hukum (waris) Islam dalam konstruksi 

pemikiran Fazlur Rahman, yaitu memahami ungkapan-ungkapan al-Qur'an untuk 

digenerdisasikan kepada prinsip-prinsip moral - sosid dengan cara mengaitkan 

ungkapan-ungkapan spesifrk al-Qur'an beserta latarbelakang sosio - historis dan 

dengan mempertimbangkan ratio - legis ('illat hukum) yang dinyatakan &lam 

ungkapan-ungkapan al-Qur'an, dan selanjutnya adalah dengan rnerumuskan 

prhsip-prinsip umum tersebut ke &lam konteks sosio-historis aktual sekarang 

hi?' 

Istilah-istilah teknis yang digunakan sebagai metodiknya, seperti 

"ungkapan legal spesi£ik al-Qur'an", "prinsip moral sosial", "latarbelakang sosio- 

historis", dan "ratio legis" ('ill& hukum), maka istilah-istilah teknis tersebut 

merupakan istilah-istilah kunci yang menggambarkan konsep hukum Islam dalam 

% Jalaluddin Ratunan, ''Perurnusan Ulang Hukum Waris Islam: Sebuah Pendekatan 
Pembaruan dalam Islam," Mimbar Hukwn No. 63 Thn. XV22004, hal. 85. 
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konstruksi pemikiran sebagai aturan-aturan hukum k h ~ d a l a r n  aspek hubungan 

kehidupan bermasyaraicat. Hukurn Islam dalam aspek h i  dapat untuk 

dikembangkan dan diperbaharui?' 

Kemungkinan adanya bahaya subyektivitas penafsir, untuk 

menghindarkan atau setidaknya untuk meminimakin bahaya subyektivitas 

tersebut, Rahman mengajukan sebuah metodologis yang terdiri dari tiga 

pendekatan: Pertama, pendekatan historis untuk menemukan makna teks, kedua, 

pendekatan kontentual untuk menemukan sasaran dan tujuan yang terkandung 

daiam ungkapan legal-spesifik, dan ketiga, pendekatan latarbelakang sosiologis 

untuk menguatkan hasil temuan pendekatan kontentual untuk menemukan sasaran 

dan tujuan yang tidak dapat diungkapkan oleh pendekatan kontentual, atau 

disingkat dengan rentetan pendekatan: "historis, kontektual dan sosiologis ". 

Langkah pertama, orang h a m  memahami arti atau makna suatu 

pernyataan (ayat) dengan mengkaji situasi atau problema' historis dimana 

pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja sebelurn 

mengkaji ayat-ayat spesifik dalam situasi spesifiknya, suatu kajian situasi makro 

dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga, bahkan 

keseluruhan kehidupan masyarakat di Arabia pada saat Islam datang dan 

khususnya Makkah clan sekitarnya, hams dilakukan lebih dulu. 

Langkah kedua, adalah membuat pengertian urnurn respon-respon 

spesifik tersebut clan menyatakan sebagai ungkapan-ungkapan ymg memiliki 

tujuan moral-sosial urnurn, yang dapat "sisaring" dari ungkapan ayat-ayat spesifk 

98 Ibid, hal. 98. 



dalam sinaran latarbelakng sosio-historis dan dalam sinaran rmiones legis ('illat 

.huRum). .Dengan.d&kian langkah pertama, yakni memahami makna dari suatu 

pernyataan spesifrk sudah mernperlihatkan ke arah langkah kedua yang membawa 

.kepadanya. Selma .proses .hi, .perhatian -hams - d h j h  k p d a  .a,jaran -&-Qur'an 

sebagai suatu keseluruhan, sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap 

.hukum y a g  -dinyatdc.an, -dan s e w  -hjuan yang .&himuskan &an koherensi 

dengan lainnya al-Qur'an sendiri mendakwakan secara pasti bahwa "ajarannya 

tidakmengandung k o M i  &lam, -melainkan -koke~.en secara keselu~lkm".~~ 

Ide pokok yang terkandung dalam gerakan pertama, sebagaimrta yang 

.dsu tk ;m .& *, p-pan .metode .berp& '!bt+&ir .d& .apt- 

ayat spesifik, menuju kepada prinsip", atau dengan kata lain adalah "berpikir dari 

atwan-atman -legal spesia  -menuju k e p h  -moral &a1 yang h i f a t  -mum yang 

terkandung di dalamnya". Terdapat tiga perangkat untuk dapat menyirnpulkan 

.prinsipprinsip .mom1 sosial. Perkma, adalah -pangkat tillah h h m  -(lratio .legis) 

yang dinyatakan dalam al-qur'an secara eksplisit, kedua, 'illat h u h  yang 

-dinyatakan secara hqdisit yang -dapat diietahui -dengan -cars menggeneralisasikan 

beberapa ungkapan spesifik yang terkait, dan ketiga, adalah perangkat sosio- 

.hidO& yang .bisa .be&gsi .w& .menguab  !iilaf ah .bpiisit .m* 

menetapkan arah maksud tujuannya, juga dapat berfhgsi untuk membantu 

mengungkapkan 'illat ulhaskm -beserta lujuamya yang sama sekali .tidak 

dkyatakan. 

99 Ibid, hal. 104. 



Adapun gerakan met& .bagi reaictulisasi hukurn (waris) Islam adalah 

sebagai .upaya -pernu= -ptrinsipprinsip -urnurn, nilai-niiai -dan -tujw-tujuan .al- 

Qur'an yang telah disistematisasikan terhadap situasi dan atau kasus aktual 

sekarang .hi. -&rakan .ini -hams -dilakukaR -dari -pandangatl umw, menjadi 

pandangan-pandangan spesifik (the specific view) yang harus dirumuskan dan 

- d i r e d s a s b  sekarang .hi. Art'mya, ajamn-ajaran yang .bersifat .urnurn .tersebut 

hams diimuskan dalam konteks sosio-historis yang kongkrit sekarang ini. Kerja 

-h i  - m e m e r b  kajian y a g  -cermat atas sibasi sekamg -dan anah -behagai 

unsur-unsw komponennya, sehingga dapat dinilai situasi sekarang dan mengubah 

kondisi sehmng sejauh yang -diperlukan -dm .menenbkzm .pioritas-pimhas -baru 

untuk bisa menempkan nilai-nilai al-Qur'an secara baru pula. Dengan corak 

-pemikiran -di atas -terdapat kegiatan atau kerja  me^^ p M p  - m u m  id- 

Qur'an menjadi rumusan-rumusan spesifik, maksudnya yang berkaitan dengan 

.tema-terna -khusus, .misalnya -p&sip -ekonomi -@rfany, .prinsip .polit& qur by, 

dan lain-lain dimana nunusan prinsip spesifik tersebut hams mempertimbangkan 

konteks sosio=histois yang kongkret -dm bukaRlah rumusan spekulatif yang 

mengawang-awang. 100 

-k-n -secara aktmt ~rltmdap kehibupan b l  yarg 

berkembang dalam berbagai aspeknya seperti ekonomi, politik, hukum, 

kebudayaan dan sebagainya, dalam kenyataannya kehidupan alctual suatu 

-masyarakat atau -bangsa -m&liki - c o b k  -tertentu yang .bemifat situasional 

dan kondisional, selain itu ia sarat akan perubahan-perubahan. Maka tanpa 

loo Ibid, hal. 105. 



pencermatan situasi dan kondisi aktual, akan cenderung kepada upaya pemaksaan 

-Pr;nsipp&sip .Qur!any, -dan yang -demikian .itu .hams -&hindarkan, -melainkan 

melakukan upaya "perurnusan" prinsip urnurn al-Qur'an dalam konteks sosio- 

.historis aktwl. Bahkan suatu -prinsip .tidak -dapat -diterapkm sebelum -ia 

dirumuskan kembali.lO' 

Pmilaian . s W i  d m  -kondisi aha1 dilakub dengan .sudut -pandang 

prinsip m u m  al-Qur'an tersebut, sehingga proses penilaian tersebut sekaligus 

mengandung h g s i  "mengontrol" kecenderungan yang menyimpang dari prinsip- 

.prinsip -umum yang -@r by, .tidak -memb'&Uya -berkembang secara .li&ral 

tetapi ia dirnungkinkan berkembang secara progresif dengan kendali prinsip- 

.prinsip .@r!arq, .tembt &n -GI& %bag4 upaya .-is& . w m  .(w&s) 

Islam. Akhirnya pandanngan di atas menghasilkan rumusan-rumusan spesifik 

.QurYany -mengenai -beberap aspek k e h i d u p  aha1 sekarang. R u m u s a ~ m  

tersebut akan menjadi pertimbangan bagi mujtahid dalam menetapkan pendapat- 

-pendapat .hukum, y a h i  mmusan--w spesi& &'my mengenai kehidupan 

aktual dan pendapat-pendapat hukum hasil ijtihad akan mengalami proses 

-interaksi .&lam -masyarakat. Terlepas tixi -ken- apakah akan -di&a -a 

ditolak oleh masyarakat, namun secara teoritis pendapat di atas merupakan visi 

-Qzer'any ymg dibangun -dmgan rnemperthgkaR skuad -dm kondisi h i  

masyarakat setempat, yakni sebuah visi Qur'any yang realitas. Sampai di sini 

ke+ i;5- .informal 4eu . m p m g .  Se&gb Malisasi . h i 1  

ijma' (konsensus masyarakat) dan kebijakan taqnin (penetapan hukum Islam 

'O' Ibid, hal. 105. 



menjadi undang-undang) merupakan upaya sosialisasi hasil ijtihad, dan bukan 

ijtihad itu sends. 

Pengembangan hukum kewarisan Islam disisi lain seperti dijelaskan dari 

aspek-aspek tersebut di atas, juga tidak dapat dilepaskan d& aspek "pendekatan 

kritis". Peran kaum hawa sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang 

telah diaiami oleh masyadat Arab pada w& turunnya aI-Qur'an, yakni- 

dominasi kaum laki-laki sementara kaum perernpuan hamper dapat dikatakan 

tidak memainkan peran dalam keluarga apalagi publik, sama sekali tidak. 

Perlu penunusan ulang dalam hukum waris Islam, dengan paradigma 

kritis, yaitu dengan "teori penyelesaian masalah hukum" dan "analisis menuju 

perubahan", seperti yang disampaikan Hurun Nasution, Muhammad 'Abduh, 

Ahmad Khan, Munawir Syazali, Nurcholis Madjid dan Ibrsthim ~osen.'" H m  

Nasution memperkenallcan feori pembagian ajaran Islam dalam dua kelompok 

besar, yaitu (I )  ajaran dasa. yang sifatnya t a p ,  tidak dapat diubah atau berubah, 

universal, mutlak dan lazim disebut qath 'i @asti), ajaran ini mencakup qath 'i al- 

wurut basti sumbernya, yakni lafaz ayat Qur'an dan Hadis mutawatir), Qath 'i ul- 

dalalah (pasti maknanya, yakni l& yang satu arti dan bilangan), dan qath 'i al- 

tan$& (pasti-pelalan-ya-sehhgga ada dosa bila ditinggalkan), dan (2) Garan 

non dasar, yang sifatnya tidak tetap, dapat diubah, lokal, nisbi dan lazim disebut 

zhnni; A h -  ini - mendcup - zhmtni. al-wmd- (diduga- sumknya, yakni- Ib$& 

Hadis ahad, ijma ', ijtihad), zhanni al-dalulah (diduga maknanya, yakni I& yang 

'02~alaluddin Rahman, op. dl., hal. 85-86. 



lebih satu artinya, dan zhanni tanfidz (diduga pelaksanaannya, yakni ajaran pilihan 

yang tidak-ada dosa bila ditingga1kanj.103 

Muhammad 'Abduh mengedepankan penggunaan akal dalam mernahami 

ayat-ayat al-Qur'an k a m a  kedumya tidak bisa saling bwientangan. Kedwnya 

merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Bila terjadi 

pelfentangan-(senobj&I terhadap zhhir (kfiahj-ayat misalnya, maka aka1 

pikkan barus dikedepankan. Caranya adalah bahwa ayat tersebut harus 

diiakwilh {dipalingkan m a h a  harfihnya k@ m a h a  yang lebih rasionalj, 

sehingga dapat diterima oleh akal sehat. Memahami ayat s e e m  metaforis 

sehingga aka1 leluasa memahaminya dengan-baii104 

Ahmad Khan memperkenalkan penggunaan hukum alam (natural law, 

causaIiv] d a h  memahami ayat-ayat al-Qur'an. Pambgan hi m e r u w  

konsekuensi logis baginya karena menganut paharn qadariah (kebebasan manusia 

memilih). h4enmmya, segala sestlatu yang terdapat di alam hi haruslah sgsuai 

dan m d u k  pada hukum alam, hukum sebab akibat, terrnasuk pemahaman ayat 

sehigga semuanya dapat sesuai dengan pengetahuan dan kemajuan baru yang 

dicapai manu~ia . '~~  

Munawir Sya7aii memperkenab reaktuaiisasi hukum Islam dengan 

menggunakan teori nasakh (penghapusan suatu hukum). Menurutnya bila suatu 

hukum lahir karena latar belakang tradisi lalu tradisi tersebut hilang, maka 

h h y a  juga dengan d i p  ierhapus eleh-iradisi dan adat h al- ' d h  

'03 Harun Nasution, Pembaharuan dolam Islam, S@ah Pemikiran dun Gerukan, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1983), hal. 34. 

' 04  Muhammad 'Abdnh, M r  al-Tanawi (ed), A l - i s f m  Din d- ' i fm waf Madaniah, 
(KairoAl-Ta'rif bil Islam, 1964), hal. 68. 

lo' Bustarni M. Said, M@um Tajdid al-Din, (Kuwayt: Dar al-Dakwah, 1984), hal. 124. 



muhakkmwh (tradisi bisa menjadi dasa. hukurn). Selain itu, ia juga 

mengedepdm bahwa sgtiap hukum Islam pasti menghendaki kernaslahatan. 

Kemaslahatan yang didasarkan pada rumusan akal lebih dapat didahulukan 

daripada arti lukr nash dan bisa meru* &IiI syar'i yang manditi sekaligus 

bisa menjadi landasan (hjjah), terutama soal mu 'amalat.lo6 

Nmholis Madjid- mempertrenalkan- tmri- mdernisasi dan- rasionaiisasi, 

khususnya dalarn urusan kehidupan dunia. Umat Islam tidak boleh bersifat 

tradisional, menjaga status quo, tetapi senantiasa berusaha mengarah kepada tata 

cam berpikir did ( d o n d ) .  b henckhya menghadapi urusan kehidupannya 

dengan senantiasa terbuka untuk menggunakan penemuan ilmu terbaru. Urusan 

dunia ham baw-bemr dihadapi menurut hdzm dunia sehmgga selalu ada 

perubahan. Manusia memiliki kebebasan sesuai dengan perannya sebagai 

khalifah. Dalam untsan dunia, tidakada-yang beleh sakral, tetapi semlaanya h a m -  

didesakralisasi karena hanya Tuhanlah yang transenden, tetap dan suci. Inilah 

wujud tauhid yang se~m&~a.'~' 

brahirn Hosen mengedepankan adanya dua pandangan dalam melihat 

sebuah-ajamn, yalrni ta-'abbudi dan ta 'aquli dan ada- kesepadanan dengan qath 'i 

dan zhanni. Ta'abbudi maksudnya adalah bahwa ajaran yang terdapat dalam 

syari'at harus dilaksanakan apa adanya, tetapi sebaliknya ta'aquli memberi 

kesempatan kepada akal untuk melakukan ijtihad sehingga bisa dilakukan 

penunusan ulang. Wntuk yang kedua ini, 'illah al-huh atau maqushidul-wi 'ah 

lo6 Munawir Syadzali, Reahallsasi Ajaran Islam, (Jakarta: Paramadinah, 1995), hal. 253- 
262). 

'07 Nurcfialis .Madjid; Islam ~ ~ ~ ~ I t m r - d l ~ n e s i a u n ;  @andung:-Mizan, 1994); hal; 
187. 



(tujuan syari'at) sangat diperhatikan dan aka1 sangat memegang peranan penting. 

Selain-itu, iapw memjwkenalkan istilah-qath 'i bijami' aZ-aKwaI d m  biba 'dh al- 

ahwal. Teori terakhir ini dikaitkan dengan masalah pelaksanaan (tathbiq)nya. 

Menmtnya, nash-nash yang qath 'i maKnanpz (pasti dan tidak dapat diubah lagi 

maknanya) masih hams dapat dilihat apakah pelaksanaannya berlakunya dalam 

segala kondisi d i~mi '  aI-dnuap3 atau hanp h1aku &lam k~ndisi tatentu 

(biba'dh al-ahwal). Untuk yang pertama, tidak ada lagi ijtihad karena tergolong 

syari'ah &ng yang kedua mas& dipetlukan ijtihad &lam pxxapamya karena 

ada pilihan atau rukhshah dan inilah yang disebut fa.''' 

Hal-ha1 inilah yang dipegang oleh b u m  modernis W w a  pembahan 

pemahaman dan penerapan ajaran Islam &pat dilakukan karena w a d i  perubahan 

situasi dan kondisi. Kalau Umar bin Khaththab yang hanya berselang dua tahun 

dengan Nabi sudah- berani mel*- perubahan dan- pembaharuan pemslhaman, 

maka apalagi ketika jarak waktu antara Nabi dengan umatnya sudah mencapai 14 

am lamanya, terutama soal mu'amalat (urusan kehidupan mat),  sudah pasti 

telah tejadi perubahan yang luar biasa sehingga diperlukan pembahama 

pernahaman-(tujdid d-fahmo dan ijtihad baru yang lebih sestlai denga kebutuhan 

m a t  di zarnannya. Pam modernis memandang praktek Umar bin Khaththab 

h g a i  wntoh &lam pengembangan hukum Islam rnisalnya. Contoh hi lalu 

ditangkap substansinya, yakni perubahan kondisi membawa kepada perubahan 

hukum dan p e l h - a j m  Islam-(al-Qur'an). Dari sini dapat diketahui, bahwa 

ajaran Islam dapat pula dilihat sebagai sebuah ajaran normatif atau sosiologis. 

'OB Ibrahim Hosein, ''Beberap Catatan Reaktualisasi Hukum Islam," dalam M w w i  
Syadzali, KontekstuaUFasi Ajaran Islam, (Jakarta: Paramadina, 1995), ha]. 273 - 277. 



Khusus mengenai pemaharnan ayat, maka diperiukan peninjauan terhadap 

konteks-atau-tema-pembicam- beberap -ayat- h n a ~ s a l i n g  keterhitan - satu - sama- 

lain antar aYat.'Og 

Dalam- konteks analisis menuju . perubAarr, bahwa' hukum- kewarisan . 

Islam yang tercantum secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an dapat dilakukan 

perubahan-penibahan sesuai dengan kondisi, kebutuhan rasa keadilan, dan 

kemaslahatan.yang dipxlukan -urnat - Islamj khususnya.di. Indonesia, Memang, al- 

Qur'an menyebutkan secara jelas adanya perbandingan yang lebih besar bagian 

laki-l&- dibandingkan - dmgan- p x e r n p u m  Misahya - Q;S; al-Nisa' ayat- 1-1 &in 

176, .. li al-diakar mitsl hazh al-untsayayn .. (..bagian seorang laki-laki sama 

dengan- dua- orang perempuan), Jelas- k d w -  kedua- ayat inilah. h l e h  - disebutkan - 

sebagai induk dan p ~ s i p  utarna dalam hukurn faraidh yang menjadi acuan bagi 

para ahli hukum- Islam ketika dil- pembagian waris; Bagi kebanyakan 

ulama, hukum ini sudah tidak bisa lagi diganggu gugat karena sudah tergolong 

a p t  m u k m a t .  Gelas - penerapan - huhmnya). am. qath-'i. w- hukumnya) - 

sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk dilakukan ijtihad atau perubahan. 

Yang ham- d i i h  adatah- magiht i -  apa- adanya, Namun- bila- digmakan. 

berbagai teori yang telah dipaparkan, maka hukurn faraidh meski didasarkan pada 

a p t  yang sedemikian- statusnya.masih. sangat. memiliki.pluang untuk- dilakukan. 

penyesuaian, pembaharuan, dan perombakan ulang (rekonstruksi). 

Dari- analisis- menuju perubahan dengan menggunakan- teori-teori- 

penyelesaian masalah hukurn (kewarisan) Islam seperti yang diuraikan di atas 

log Jalaluddin Rahman, op. ciL, hal. 87. 



sebagai berikut.'1° Memang benar ayat tersebut tergolong ajam dasar yang tidak 

dapai diubah, tetap- dan s i b y a  qath'i, demikian menurut H a m  Nasution. 

Namun, sifat keqath'i-annya hanya mencakup dua hal, yalcni dari segi lafaznya 

yang berasal dari Allah dan maknanya k a n a  mengenai bilangan (matematis). 

Dari sggi-ksdua tersebut, benar-qath 'i ti&-dapat diubah, harus tetap dm-sifatnya 

mutlak diterima apa adanya. Tak seorang ularnapun menurutnya dibenarkan lafaz 

al-QurYan termasuk mengubah arti 2: I .  Namun &lam segi p e b n  {tan$&), 

maka ayat tersebut tergolong bukan dasar, tetapi non dasar atau zhanni. Disebut 

demikim-karena pelaksanaan pembagian waris 2:l hanyalah-meruw-salah satu 

pilihan. Ketika sebuah keluarga sebagai ahli waris bersepakat untuk memilih jalan 

lain dengan kinhan kesepakabn, reb bemama, dan pathbangan kernadahatan 

keluarga tersebut, mereka sama sekali tidak dipandang menyalahi atau menentang 

al-Qur'an. Malahan, keluarga tersebtrt sama sekali ti& medapatkan dosa a&- 

kesepakatan untuk memilih jalan lain. 

&lam pada itu, Muhammad 'Abduh membwi peluang besar untuk 

menakwilkan ayat seraya meninggakan arti harfiyah ayat dan dengan demikian 

yang dipilih adalah m h a  metaforis: Dengan akal, 'Abduh meminta Umat Islam 

agar melakukan ijtihad untuk mencari sebuah penafsiran atau rumusan baru 

terhadap sebuah ayat al-qur'an a s a k  ti& tetkait dengan iba&. Akd sangat 

perlu memainkan peran besar dalam memberikan tafsiran yang tentunya lebih 

m k  dengan kondisi riil masyardat Islam. hi bemrti bahwa dengan t d  

tersebut, seorang ulama masa kini dapat menggunakan akalnya agar dapat 

'I0 lbid, hal. 89-90. 



mentakwilkan ayat yang terg~long qath'i tersebut k a m a  soal waris bukan soal 

ibadah, m e l a i h  sebuah urusan mu'amalah, khususnya di bidang kelwga. 

Ayat ini ditakwilkun secara metaforis bahwa yang bisa ditangkap adalah pesan 

keadilan 2: 1 yang tercantum se~ara hu&h dalam ayat ditangkap pew keadih, 

itulah yang hams dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh urnat Islam dalam 

m a b a g i  watisannya sebagzii pengamalan t d d a p  aI-Qur7an. Kini, pembagian- 

yang tidak seimbang tersebut nyata-nyata sangat tidak dapat diterirna oleh umat 

Islam di negeri h i  sebagai sebuah aturan yang memenuhi rasa keadilan. SeGara 

nyata, peran lelaki dan perempuan sudah sama dan tidak lagi persis sama dengan 

apa yang terjadi di saat immnya ayat, yahi kaum perempuan boleh disebutkan 

tidak memainkan peran, baik dalam domistik apalagi dalam bidang publik. 

W u  Ahmad Khan memperk-n teori hukum alam (kausalitas) 

dalam memahami ayat-ayat, maka dengan mudah warisan 2:l ini diubah sesuai 

dengan hulwn kausalitas. Ketika kaum ~p~ lnuang mengambil pemn 

domistik atau publik, maka bagian yang cocok baginya adalah separuh bagian 

kk&. Namun ketika peran sudah meningkat dan tidak a& hgi pwbedaan antara 

lelaki dan perempuan, maka bagian perempuan harusiah berubah pula disebabkan 

adanya perubahan pemn tersebut, demikian tuntutan h u k  sebab &bat sebagai 

alat mernahami al-Qur'an. 

Munawir syazali j e k  ingin melakukan reaktualisasi Sefaya 

mempertimbangkkan unsur kondisi sosial, adat dan kemaslahatan. 2:l jelas tidak 

lag- memenuhi unsur-unsur tersebut dan- dapat diubah menjadi 1 : 1, y&i adanya 

pembagian sama tanpa dilihat jenis kelamin dan hukum inilah yang menjadi dasar 



hukum faraidh Islam. Dengan teori rasionalisasi, dan des&ra1isasli, maka hukurn 

waris &pat d i l a k h  peru- menjadi seimbang antara hak anak taki-laki dan 

perempuan. Soal waris adalah urusan dunia, hubungan antara para ahli waris. 

Hukum yang bersifat diskriminad sudah saatnya dirasionatisasi, diselesaikan 

dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Islam, dan tidak perlu 

d i h l k a n - k n a  m a t  terkait denp-kebutuhan seM-masyarakat. Khi, umat 

Islam sudah mengenal emansipasi dan terakhir kesetaraan gender dalam urusan 

dumistik dan publik. Hal ini mmpakan sebuah rumusan kecerdasan manusia 

dalam menjalani kehidupan duniawinya. Umat Islam haruslah secara rasional 

te&uka untuk menerima ha1 itu demi tetciptanya sebuah kernaslahatan. Lagi pula 

ajaran persamaan sangatlah dijunjung tinggi oleh al-Qur'an yang merupakan 

salah satu yangdkformasi oleh Islam sejak awd kedabngannya. 

Teori Ibrahii Hosen yang menegaskan adanya pendekatan ta'aqquli 

Setaya memperhah mc~qarhid al-symhh m g a t  memixxi petuang aka1 untuk 

merurnuskan hukum Islam yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, 

kl iau juga melihat bahwa tidak semua yang qath'i dengan sendirinya harus 

diperlakukan dalam segala hal. Inilah yang diiaksudnya dengan unsur 

p e l h a a n  (tathbiqj. B W y a ,  pembagian waris yang didasarkan pa& 

kesepakatan untuk membagi sama menunjukkan ayat 2:l hanya qath'i dalam 

sebagian kondisi ( q d  'i biba ilh ~I-~hwal). 

Dari sekian teori atau pemikiran yang dipakai sebagai pisau analisis 

dalam desertasi ini dengan melihat kasus posisi permasatahan hukum kewarisan 

yang diangkat, maka digunakan beberapa teori yang cocok. Sesara mum teori 



yang digunakan adalah (1) teori penemuan dan peqgmbangan hukum, dan (2) 

teori pembinaan atau .transfonnasi hukum Islam terhadap h&m nasional. 

Adapun secara khusus, bahwa hukum kewarisan yang terdapat dalam buku LI 

Kompilasi Huulnun Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah 

merupakan hukum produk wahyu yang dipandang qath 'i @asti) sarnping al-ra 'yu 

da1am-&&tan-aplki (penetapan) di Pengadilan Agama bisa d h n y .  Untuk itu 

dalam melihat ha1 hi, digunakan kerangka teori, bahwa hukum kewarisan yang 

dipandang quth 'i pada tingkatan tan$?& (pel-) bisa dhany, yaitu ( 1) Teori 

pembagian ajaran Islam dalam dua kelompok besar, yaitu: ajaran dasar yang 

sifatnya tetap dan ajaran non dasar p g  sifatnya ti& tetap dapat berubah. (2) 

Teori penggunaan aka1 dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan pernahaman 

ta'wil. Q) teori penggunaan hukum alam (natural l a ,  causality) hukum sebab 

akibat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an sehingga semuanya &pat sesuai 

dengan pengetahurn dan kemajuan ilmu yang dicapai manuski. (4) T .  nasakh 

(penghapusan suatu hukurn), yaitu bila suatu hukum lahir karena latar belakang 

ttadisi lalu dan d i s i  lalu hilang maka h h y a  h g a n  d i y a  haps oleh 

tradisi tersebut. Di samping teori muslahac yang didasarkan pa& rumusan aka1 

l e b i  dapat didahulukan daripada arti lahk w h  dan bisa merupakan dalil syari' 

yang mandiri sekaligus bisa jadi landasan (huJah) tenrtama dalam soal 

rnu'amalah. (5) T& modemisasi dan rasionalisasi &lam urusan kehidupan 

dunia. Umat Islam tidak boleh bersifat tradisional, menjaga starus quo, tapi 

senantiasa berusaha mengamh kepada tata cara pikir aRIiaR ( a s i o d j  dengan 

senantiasa terbuka untuk menggunakan ilmu baru. (6) Teori ta'abbudi dan 



ta'aquli (qath 'i dan zhanni). Dalam ajaran yang terdapat dalam ta 'abbudi 

( q r i  'at3 hams-dijalankan dengan apa adanya, tetapi sebaliknya dalam ta ' qu1 i  

memberi kesempatan pada aka1 untuk melakukan ijtihad sehingga bisa dilakukan 

penunusan ulang, dm (7) teori mashlahat, artinya kebaikan. Dalam teori h i  

dinyatakan, untuk mencapai tujuan hukum (maqmhid al-syari'ah) 

dipgltimban.& segi-pesitif-(dan segi negatifnp). Dalam kaidah h u h n  Islam 

dinyatakan bahwa "hukum Islam itu mendatangkan kebaikan (positif) dan 

menolak k-an (Julbsr a1-maslzalih wa dar'sr d d a s i d ) .  Dengan melihat 

beberapa teori di atas, memungkinkan keberadaan hukurn kewarisan yang 

dipandang qath'i pa& tingkat peldanaan (tanJ;&) Msa dhn), sesuai alasan 

yang digunakannya. 

Di samping itu '% kkeadilan" pentkg untuk dikemu- d a h  upaya 

kontribusi hakim Perzrdilan Agama dalam memberikan putusan yang menjunjung 

tinggi- asas -ke@an h-, keadilan dan kernanfaatan. Dalam menjurjung asas 

kepastian hukum, h g s i  Pengadilan Agama sebagai "institusi hukum, dan dalam 

upaya menjunjung asas keadilan dan k d a a t a n ,  h g s i  Pengadilan Agama 

sebagai "institusi sosial" yang hams merespon perubahan dalam mengaplikasikan 

p tmamya  sehingga menmpai rasa keadilan dan kernanhbn untuk 

mewujudkan rnaqashid al-syari'ah. Tmsfonnasi hukum kewarisan Islam ke 

dalam hulcum nasional tidak dapat dilepaskan dari teori struk.tur hukwn (legal 

structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) 

da1am fungsi Pengadilan Agama sebagai wujud "institusi hukum" dan sebagai 

wujud "institusi sosial". 



1.8 Metode Penelitian 

Sebelum dijelaskan tentang apa metode yang di@m dalam 

penelitian ini, maka lebih dahulu akan dijelaskan kerangka konseptual, agar dapat 

konsep yang digunakan dalam judul tulisan ini, untuk itu disajikan penjelasan 

tentang bgbgrapa konsep p g  &pat- digum&an sgbagai pedoman operasioml 

dalam melakukan penelitian ini. Berikut pengertian istilah dalam judul yang 

digunakan-dalam-penelitian-hi. 

1. Tranformasi adalah perubahan rupa, bentuk (sifat dsb),"' apabila berbentuk 

M- benda, krbeda- dengan- bentuk kata- kerja- misal- "mentransfomasikan" 

mempunyai makna mengubah rupa, bentuk (sifat, fimgsi, dsb) dan 

mengalihkan. Adapun pengertian konsep tersebut yang digunakan sebagai 

pedoman - operasional- dalam. pwlitian- ini adaIah- pemhtian mpa, bentuk- 

(sifat) atau mengalihkan hukurn Islam (diubah, dialihkan dan sumbangkan ) 

kep& hukum. nasional, sehingga- h k  - Islam. itu . tidak- saja. mil&- orang 

Islam, tetapi hukum Islam itu milik nasional (Indonesia) akibatnya menjadi 

2, Hukum Islam adalah hukurn yang bersumber dan menjadi bagian agama 

Islam.l12 Yang dimaksud- h&um - Islam- di- sini- addah- h u h .  Islam- yang 

berlaku secara formal yuridis, artinya adalah (bagian) hukurn Islam yang 

'I1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ketiga 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 959. 

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia op, cilt, hal. 45. 



mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam 

masyankat, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau 

hams ditunjuk oleh perundang-undangan.113 Lebih jelasnya kajian dalam 

penelitian ini adalah Hukum Kewarisan dalam Bab I1 Kompilasi Hukum Islam 

((KKI) yang diiembangkan melalui putusan hakim Peradilan Agama; 

3. Hukurn nasional adalah p e r a m  yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif) 

bersama-sama dengan badan legislatif yang berlaku bagi semua orang di suatu 

masyarakat (negara); 

4. Ijtihad addah usaha penyelidikan tentang sesuatu ha1 atau pengerahan segala 

tenaga dan pikiran untuk menyelidiki dan menggali hukurn-hukum yang 

terkandung dalm al-Qur'an dan as-Sunnah (istinbat3 maupun mengerahkan 

segala tenaga dan pikiran dalam memutus atau menemukan hukurnnya sesuatu 

ha1 (perkara atau kasus hukum) yang disebut #tiw Tabiqi; 

5. Hakirn adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan (mahkamah). 

Ijtihad hakim addah pengerahan segaia tenaga dan pikiran untuk menyelidiki 

dan menggali hukum atau mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk 

menemukan hukum atau memutus sesuatu perkara atau mengadili terhadap 

perkara yang diajukan kepadanya; 

6. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama 1slam.l14 

Di sarnping itu, Peradilan Agarna mempakan salah satu pelaksana kekuasaan 

bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai p e h  tertentu. 

Wewenang Peradilan Agama adalah kekuasaan absolud Peradilan Agama 

113 Ibid, hal. 5-6. 
'I4 Lihat Pasal 1 ayat (2) UU. RI. No. 7 tahun 1989. 



dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, 

(b) kewarisan, wasiat dm hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) 

wakaf dan shahq&."? Wewenang tersebut diperluas, yaitu tentang sengketa 

ekonomi syari'ah; 

7. Pengembangan adalah proses, atau cara perbuatan mengembangkan teks 

undang-undang (dalam ha1 ini Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No. 1 tahun 

1991) melalui putusan (yurisprudensi) hakim Peradilan Agama dengan cara 

(metode) dipelajari, dikaji dan ditarik kaidah-kaidah atau prinsip-hukum dari 

padan ya; 

8. Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing. 16; 

9. Kontribusi mempunyai pengertian yang lain yaitu sumbangan. Dalarn ha1 ini, 

adalah kontribusi atau sumbangan hukum Islam terhadap hukum nasional, 

artinya adalah apa yang dapat disumbangkan hukum Islam (dalam ha1 ini 

pengembangan teks hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam bab I1 

Kompilasi Hukum Islam) terhadap hukum nasional. 

Metode yang digunakan dalarn proses penelitian hi adalah sebagai 

berikut. 

1. Pendekatan dan Paradigma Studi 

Lihat Pasal49 UU. RI. No. 7 Tahun 1989. 
'I6 Lihat Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres RI No. 1 Tahun 1991. 



Untuk lebih dapat memahami ketentuan dalam hukum Islam mengenai 

hukum kewarisan dengan mempelajari teks al-Qur'an, as-Sunnah maupun 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kerangka pemikiran "paradigma 

konstruktivisme", maka pendekatan yang dipakai adalah normatif, dengan 

epistemologi "ta 'wil " dan "tafsir ". Penerapan ta 'wil adalah memalingkan arti 

hRiRi ke arti majazi. Adapun penerapan tqfsir adalah memahami h a k e h  makna 

kata dari segi bahasa. Di samping perlu adanya pendekatan henneneutik yang 

secara umurn biasanya dipakai untuk mejembatani jurang antara masa ialu dengan 

masa kini. Pendekatan henneneutik tidak sekedar digunakan untuk memahami 

teks-teks dalam al-Qur'an maupun Hadis, tetapi juga kajian-kajian dalam k i d  

fikih yang memuat pendapat ulama terdahulu dalam memahami hukum kewarisan 

Islam. Disamping itu, juga untuk memahami struktur kehidupan masyarakat 

dalam keseluruhannya, termasuk sikap dan perilaku dalam mendesain model- 

model penyelesaian sengketa yang dianggap cocok dalam kaitan dengan 

pemaknaan,"7 hukum kewarisan Islam. Pendekatan hemneutik ini dengan 

strategi metodologisnya mengajak para pengkaji hukum untuk juga menggali dan 

meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan / atau pencari 

keadilan."* 

Disamping itu, digunakan juga dalarn penelitian ini pendekatan Kritis, 

pendekatan ini dipakai dalam memahami hulcum waris yang tercantum secara 

jelas dan tegas dalam al-Qur'an, as-Sunnah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

11' Mahmutarom HR, Rekonstrukri Konsep Keadilan &am Sistem Hukum Nasional dan 
Relevansinya dengun Pembahmucn H u h  Pidana di Indonesia, Disertasi, (Semarang: Program 
Doktor nmu Hukum Universitas Diponegoro, 2004), ha]. 32 

118 h d y o  ~ignyosoebroto, ~ u k u m ,  Paradigmq Metode don Dinamika Masalahnyq 
(Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002), 104-105. 



maupun dalam fikih-frkih yang dapat dilakukan pembahan-pembahan sesuai 

dengan kondisi, kebutuhan rasa keadilan dan kemaslahatan yang diperlukan m a t  

Islam, khususnya di Indonesia. Hukum faraidh meski didasarkan pada ayat yang 

sedemiki'an, masih sangat memiliki peluang untuk dilakukan penyesuaian, 

pembaruan, dan perombakan ulang (rekontruksi), dengan mempertimbangkan 

beberapa teori penyelesaian masaIah hukum kewarisan Islam. Teori tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut, yaitu: teori pembagian ajaran Islam, yaitu ajaran dasar 

dan ajaran non dasar, teori penggunaan akal dafam memahami ayat-ayat al-Qur'an 

dengan penafsiran dan takwil, teori penggunaan hukum alam (natural law, 

causality) dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, teori nasaRh (penghapusan suatu 

hukum) bila suatu hukurn lahir karena latarbelakang tradisi lalu tradisi tersebut 

hilang, maka hukurnnya juga dengan sendirinya terhapus oleh tradisi itu, teori 

ta 'abbudi dan ta 'aquli. Dari teori penyelesaian masalah hukum kewarisan Islam 

di atas tidak dapat dipisahkan juga dari stud hukum yang bedimensi sosioiogis 

dan filsafiiti (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ragaan 4 dan 5 ). 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini ditetapkan melalui yurispmdensi (putusan) 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai puncak pencari keadilan dalam 

upaya kasasi, sehingga diharapkan banyak ternuan yang didapat dengan 

tersedianya kasus yang cukup memadai dalam jumlah, kuaiitas dan 

keragamannya. Mahkamah Agung mempunyai dua fimgsi, yaitu h g s i  menurut 



hukum dan h g s i  menurut ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . " ~  Fungsi Mahkamah Agung menurut 

hukum adalah fungsi Mahkamah Agung dalam kaitannya sebagai puncak 

peradilan, yaitu fungsi rekayasa hukum atau sarana pembaharuan dan 

pembangunan hukum. Adapun fungsi Mahkamah Agung menurut undang-undang 

adalah menjaga kesatuan hukurn yang berlaku, dan wewenang melakukan 

pengawasan atas jalannya peradilan yang baik. Walaupun hakim di Pengadilan 

Agama, Pengadilan Tinggi Agama ataupun di Mahkamah Agung dibekali buku 

pedoman khusus seperti Kompilasi Hukurn Islam belum tentu buku 

pedoman khusus itu dapat menjawab dan menyelesaikan semua perkara yang 

diajukan kepadanya karena masyarakat selalu berkembang sesuai perkernbangan 

zaman yang meiahirkan permasalahan hukum yang kompleks dibanding pada 

waktu undang-undang itu dibuat. 

Dalam menjalankan fungsi rekayasa dalam bentuk pengembangan atau 

sarana pembaharuan dan pembangunan hukum Islam yang menjadi wewenang 

Peradilan Agama yang dilakukan mahkarnah Agung, ini dapat diharapkan akan 

memudahkan peneliti dalam mengerti dan memahami model-model konstruksi 

hukum dan keadifan yang diharapkan masyarakat melafui ijtihad hakim Peradiian 

Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(XHI) sebagai sarana untuk merekonstruksi konsep hukum kewarisan dalam 

sistem hukurn nasional mendatang. Peradilan Agama disamping sebagai institusi 

hukurn, berfungsi menegakkan hukurn dan keadilan yang berdhnensi yuridis dan 

filosofis dengan melakukan ijtihad istinbathi, Peradilan Agama juga sebagai 

'I9 Bustanul Arifin, Pekmbagaan Hukum L F h  di Inrlonesia. Akar Sejaak Hambatan dun 
Prospehp, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 19%), hal. 11 1. 



institusi sosial berfbngsi mengakomodasi perkembangan masyarakat berdimensi 

sosiologis dengan melakukan ijtihad tatbiqi yang akhimya fimgsi Peradilan 

agama di atas dapat merekonstruksi hukurn kewarisan dalam Kompilasi Hukum 

Islam (untuk lebii jelasnya &pat dilihat pada ragaan 6 ). 

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber utama (primer) dad penelitian *hi adalah putusan hakirn agama 

tentang hukurn kewarisan yang telah mempunyai kekuatan hukurn yang tetap 

iebih-lebih yang menjadi yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung tentang 

hukum kewarisan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan putusan 

itu telah diikuti peradilan dibawahnya. Hakim Peradilan Agama di Mahkamah 

Agung dituntut untuk melakukan ijtihad dalam bentuk kemampuan untuk 

menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam yang sudah tersedia seperti 

Kompilasi Hukum Islam o. Usaha pengembangan hukurn dalam undang- 

undang disebut dengan "takhrijut a h  'ata nashshit qamcn", yakni 

pengembangan hukum dengan berdasarkan teks undang-undang.'20 Prinsip ini 

sesuai aturan Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 

yang diperbaharui menjadi Undang-undang No. 5 tahun 2004 Tentang Perubahan 

atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dinyatakan: 

"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih ianjut hal-ha1 yang diperlukan bagi 

kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-ha1 yang belum cukup 

di atur dalam undang-undang*. Untuk itu, hakim Peradilan Agama mempunyai 

ruang gerak untuk menafsirkan dan mengembangkan suatu prinsip hukum yang 

- 

120 Satria Effendi M. Zein, " Ijtihad dan Hakim Peradilan Agama," op. cit., hal. 48. 



cocok dengan suatu perkara yang tidak diatur dalam kompilasi Hukum Islam 

m ) .  Upaya ijtihad yang dilakukan hakim agama di Mahkamah Agung dalam 

menghadapi dan menjawab perkara yang diajukan kepadanya menyangkut 

persoalan ijtihad istinbati (ijtihad dalam menyimpulkan hukum dari sumbernya) 

dan menyangkut ijtihad tatbiqi (ijtihad dalam penerapan hukum).12' 

Sedangkan surnber data bahan sekunder diperoleh dari para pemegang 

peran, yaitu para penyelenggara penegak hukum Islam di Peradilan Agama, 

khususnya para hakim agama baik yang bertugas di Pengadilan Agama, 

Pengadilan Tinggi Agama, maupun di Mahkamah Agung. 

Mengingat tipe penelitian ini adalah normatif, teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui studi pustaka, studi dokurnen dan wawancara. Langkah pertama 

dilakukan telaah pustaka untuk lebih memahami konsep hukum kewarisan Islam, 

baii dari al-qur'an, as-Sunnah, pendapat para ahli hukum Islam dalam berbagai 

kitab fikih yang disebut faraidh, perundang-undangan Peradilan Agama, 

Kompilasi Hukum Islam m ) ,  putusan-putusan Pengadilan Agama, putusan- 

putusan Pengadilan Tinggi Agama, serta putusan-putusan (yurisprudensi) 

Mahkamah Agung yang ada hubungan dengan penelitian ini, kemudian 

ditindaklanjuti dengan studi dokurnen berupa mengkaji putusan-putusan 

(yurisprudensi) tentang hukurn kewarisan Islam yang merupakan pengembangan 

teks dari Kompilasi Hukum Islam 0, Selanjutnya dilakukan wawancara yang 

dalam hal h i  menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang memuat 

aspek-aspek penelitian secara rinci. 

Ibid, hal. 42. 



4. Instrumen Penelitian 

Peneliti sebagai instrument utama dalam ha1 ini didukung oleh dokumen 

yang berupa putusan-putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung tentang hukum 

kewarisan Islam yang merupakan pengembangan teks Kompilasi Hukum Islam 

0. Dari dokurnen yang berupa putusan (yurisprudensi) itu, dapat dikaji 

tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan 

hukurn kewarisan. Dari pertimbangan hakim tersebut dapat diketahui wujud 

pengembangan hukurn kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Instrumen lain berupa peran dari hakim Peradilan Agama untuk 

melakukan metode ijtihad dalam memutus dan mengembangkan hukurn 

kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam @HI). Dari sini, dapat diketahui peran 

ijtihad hakirn Peradilan Agama tentang pengembangan hukurn kewarisan dalam 

Kompilasi Hukurn Islam @HI) untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan 

keluarga muslim di Indonesia. Kemudian secara kualitatif dad dokumen putusan 

(yurisprudensi) itu dapat diambil nilai, asas, prinsip dan kaidah hukum yang dapat 

ditransformasikan dan dikontribusikan terhadap hukum nasional. 

5. Analisis Data 

Dalam upaya mensistematisasi dan mengkonstruksi data dalam bingkai 

analisis, data primer maupun sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini, berdasarkan sifatnya merupakan 

penelitian kualitatif yang menggunakan pendebtan "yuridis normatif" disebut 

juga penelitian hukum "dokrinaf" sedangkan analisis yang &lakukan berupa 



analisis normatif kualitatifl" Disamping itu tipe penelitian hukum yang dapat 

dikategorikkan sebagai penelitian hukum yang normatif yaitu, penelitian berupa 

usaha menemukan asas-asas dan dasar hlsafah (doktrin) hukum positif serta 

penelitian berupa usaha-usaha penemuan hukum inconcreto yang sesuai untuk 

diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara hukum terter~tu.'~~ 

Penelitian hukum yang doktrinal ini dilakukan secara analisis induktif, 

prosesnya dimulai dari premis-prerneis yang berupa h u b  positif yang diketahui 

dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum dan selanjutnya doktrin-doktrin. 

Penelitian hukum untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in concreto, dalam 

penelitian h u b  jenis ini norma hukum in abstract0 diperlukan untuk berfimgsi 

sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fbkta yang relevan dalam perkara (legal 

facts) dipakai sebagai premis minor. Melalui proses sillogisme akan diperoleh 

subuah conclusio (kesimpulan) berupa hukum positif in concreto yang d i ~ a r i . ' ~ ~  

Pengolahan dan analisis data, baik data bahan-bahan hukum primer, data 

bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh dari ha i l  penelitian kepustakaan, 

penelitian dokumen (putusan) dan hasil wawancara meliputi data yang bersifat 

kualitatif. Sesuai dengan sifat data, analisis dilakukan secara kualitatif. Sesuai 

dengan pendebtan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan 

normatif terhadap putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung dalam perkara 

kewarisan, pada akhiiya dapat ditemukan prinsip (kaidah) hukum yang terdapat 

dalam putusan Mahkamah Agung tentang perkembangan hukum kewarisan yang 

lZ2 Ronny Hanityo Soemitro, Metodologi Peneljtjan Hukum, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1982), hal. 9. 

'" Ibid, hal. 10. 
IZ4 Ibid, hal. 12-13. 



terdapat dalam putusan itu dibandingkan dengan hukum kewarisan yang terdapat 

dalam Kompilasi Hukurn Islam (KHI) (Untuk lebih jelasnya dapat lihat ragaan 5) 

1.9 Sistematika Penulisan 

Dari judul dan permasalahan yang diangkat di atas, hasil penelitian ini 

dituangkan dalam bentuk disertasi dengan memuat susunan materi sebagai 

berikut: 

Bab I mengenai Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan alasan-alasan 

atau argumentasi dipilihnya judui yang dituangkan dalam Latar Belakang 

Masalah. Kemudian diangkatlah Identifikasi Masalah yang merupakan jantungnya 

dari suatu permasaiahan yang diteliti, dilanjutkan dengan Batasan Masalah, 

Tujuan dan Kontribusi Penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan Signifikasi 

Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

Bab I1 mengenai Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. 

Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah, Kedudukan Hukurn Islam dalam 

Sistem Hukum Nasional, Hukum Islam dan Pemikirannya di Indonesia, 

Pembaharuan Hukurn Islam dan Perwujudannya dalam Peraturan Perundang- 

undangan di Indonesia, dan Transformasi Hukum Islam ke dalam Legislasi 

Nasional. 

Bab III mengenai Peradilan Agama di Indonesia. Yang dikaji dan 

dibahas dalam bab ini mengenai, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, 

Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia serta dalam ~embinaan Hukum 



Nasional, Kedudukan dan Wewenang Peradilan Agama dalam Undang-undang 

No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga serta 

Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia. 

Bab IV mengenai Kompilasi Hukum Islam dan Ijtihad Hakim Peradilan 

Agama serta Hukum Kewarisan dalam Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai ,Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonedia, yang meliputi 

Transformasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kontelasi Politik Hukum Nasional 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hukum Terapan Tertulis di Pengadilan 

Agama, Legislasi Kompilasi Hukum Islam dan Pembangunan Hukum di 

Indonesia serta Pemasyarakatan KHI. 

Adapun mengenai Ijtihad Hakim Peradilan Agama, akan diuraikan 

mengenai, Pengertian dan Relevansi Ijtihad dalam Pengembangan H u h  Islam, 

Ijtihad Hakim Peradilan Agama, Pengembangan Hukum Materiil dan 

Yurisprudensi Peradilan Agama, serta Hukum Kasus dan Hukum dalam Fungsi 

Mengatur. 

Adapun Hukum Kewarisan dalam Islam. diuraikan diawali dengan, 

Prinsip-prinsip Hukurn Kewarisan Islam dalam llmu Faraidh, Ahli Waris dan 

Bagian-bagiannya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkembangan 

Pemikiran Hukum Kewarisan Islam, dan Perkembangan Hukum Kewarisan Islam 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Bab V mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini 

merupakan hasil jawaban dari permasalahan yang diangkat dan ditindak lanjuti 



melalui penelitian yang berisi, 1.Transfomasikan Hukum Islam Ke dalam 

Hukum Nasional, 2. Wujud dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Ijtihad 

Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam 

Kompilasi Hukum Islam, 3. Metode Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang 

Pengembangan Hukurn Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, 4. Peran 

Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam 

Kompilasi Hukum Islam Untuk mengantisipasi Perkembangan Kehidupan 

Keluarga Muslim di Indonesia, 5. Kaidah Hukurn yang Dapat Diambil dari Ijtihad 

Hakim Peradiian Agarna tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam 

Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional. 

Bab VI tentang Penutup. Yang berisi, Simpulan dari masalah yang 

diangkat melalui proses penelitian yang dilakukan, dan Saran-saran yang diajukan 

sebagai masukan ke depan. 



Transformasi merupakan perubahan rupa atau bentuk baik dalam sifat 

atau fungsi. Apabila berbentuk kata kerja misal 'mentransformasikan' berati 

mempunyai makna merubah rupa, bentuk (sifat dan fbngsi), clan apbila 

dihubungkan dengan hukurn Islam menjadi 'mentransformasikan hukum Islam' 

dalam hukum nasional berarti perubahan rupa, bentuk (sifat) atau mengalihkan 

hukum Islam (diubah, dialihkan dan disumbangkan) kepada hukurn nasional. 

Akibat dari transformasi hukum Islam tersebut ke dalam hukum nasional menjadi 

bahwa hukum Islam itu tidak saja milik orang Islam, tetapi hukum Islam itu milik 

semua warga Indonesia tanpa membedakan agama menjadi hukum nasional. 

Dalam transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional terdapat dua 

pintu (jalan), yaitu: Pertama, transformasi melalui jalan perundang-undangan, dan 

Kedua transformasi melalui jalan putusan (yurisprudensi) pengadilan. 

Transformasi hukurn Islam melalui jalan perundang-undangan antara lain 

menggunakan teori pertingkatan hukurn. Adapun gambaran pertingkatan 

hukurnnya sebagai berikut, yaitu (1) nilai-nilai Islam baik yang terdapat dalam al- 

Qur'an maupun dalam as-Sunnah, (2) nilai-nilai Islam tersebut dibuat asas- asas 

hukum dan penuangannya dalam hukum nasional, dan (3) terapannya dalam 

hukum positif (perundang-undangan) serta penegakannya. 

Transformasi hukum Islam ke dalam hukurn nasional melalui jalan 

putusan (yurisprudensi) pengadilan masih sedikit pengkajiamya. Dalam disertasi 



ini berusaha untuk meneliti ha1 tersebut dengan pendekatan yang komprehensip 

mulai wujud putusan, pertimbangan hukum dalam putusan, metode ijtihad dalam 

putusan, peran ijtihan dalam putusan sampai pada sumbangan putusan itu terhadap 

hukum nasional. Tidak pula kurang pentingnya yaitu putusan @wisprudensi) 

Peradilan Agama dapat mentransformasikan, melahiikan dan mengadaptasi ajaran 

(doktrin) hukum menurut a j a m  Islam menjadi a j a m  (doktrin) dalarn sisten 

hukum nasional. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bab V dan disimpulkan 

dalam bab VI. Di bawah ini dijelaskan kajian pustaka tentang transformasi hukum 

Islam ke dalam hukum nasional dengan variablel-variabel sebagai berikut. 

2.1 Kedudokan Hokom Islam dalam Sistem Hokom Nasional 

Masyarakat Muslim Indonesia merupakan jumlah penduduk yang 

terbesar dibanding dengan jumlah penduduk agama yang lain yaitu diperkirakan 

sebesar 87 p e r ~ e n . ' ~ ~  Karakteristik masyarakat Indonesia berpaham Ketuhanan, 

untuk itu dapat dikatakan bahwa paham kemasyarakatan bangsa Indonesia adalah 

Ketuhanan, yang dalam Pancasila dinyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa". 

Hal ini dapat diketahui dan terjamin secara hukum, antara lain dalam (1) 

Mukaddirnah UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang dinyatakan, "Atas 

berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", serta (2) Pasal 29 UUD Negara 

Republik Indonesia 1945 dinyatakan, (a) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa, (b) Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memilih 

'25 Data Statistik Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia dari Kementrian Agama, Jakarta 
tahun 201 0. 



agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu. 

Rumusan tersebut dalam Pansasila dan UUD Negara Republik Indonesia 

1945, jelas menunjukkan bahwa "Allah yang menjadi sumber proklamasi", di 

mana proklamasi itu sebagai sumber awal pembentukan Negara Repulik Indonesia 

yang merdeka dan berdaulat, apalagi ditarnbah lagi pernyataan dalam Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, bahwa Piagan 

Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Maka 

sangat tidak diragukan lagi, bahwa hukum Allah wajar menjadi sumber hukum 

nasional Indonesia sejalan dan seiring dengan ~ a n c a s i l a ' ~ ~  

Negara Indonesia tidak memisahkan agama dari negara, urusan agama 

menjadi bagian resmi dari urusan negara, bahkan menempatkan agama antara lain 

Islam sebagai sumber moral, etik dan spiritual bagi pembangunan nasiona~. '~~ Di 

negara lain pada umumnya orang hanya melihat dua altematif dalam hubungan 

antara agama dan negara, yaitu: (1) Negara agama yang berdasarkan satu agama 

tertentu, dan (2) Negara sekuler yang mernisahkan agama dari Negara. Bangsa 

Indonesia mempunyai alternatif lain, yaitu 'Wegara Pancasila". Negara Pancasila 

bukan negara yang berdasarkan satu agama, tetapi juga bukan negara sekuler, 

dalam arti memisahkan agama dari negara. 

Di Indonesia negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi negara 

tidak melepaskan agama dari urusan negara. Keterkaitan agama dan negara di 

126 Anwar Harjono, "a]-Qur'an sebagai Surnber Hukum Nasional," Mimbar Hukum No. 21 
Thn. VI 1995, hal. 8. 

12' Ahmad Sukadja, 'Xeberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia," Mimbm 
Hukum No.23 Thn VI 1995, ha& 10. 



Indonesia itu dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kehidupan keagamaan 

dan kebijakan lain yang bertalian dengan kehidupan keagamaan. Keterkaitan 

antara agama dan negara dalam praktek, tampaknya tergantung kepada semangat 

para penyelenggara negara. lZ8 

Di antara ciri negara tidak sekuler adalah adanya institusi-institusi dan 

perundang-undangan dalam bidang keagamaan yang resmi dibentuk oleh 

pemerintah. Di antara lembaga keagamaan yang resmi diadakan oleh pernerintah 

di Indonesia adalah Departemen Agama, lembaga pendidikan keagamaan negeri, 

dan Peradilan Agama, dan ketiganya ini cukup kuat untuk mernbuktikan bahwa 

negara Kesatuan Kepublik Indonesia meskipun bukan negara teokrasi, ia bukan 

negara sekuler. Negara RI yang ber-UUD 1945 cukup terbuka untuk 

mengakomodasi institusi keagamaan Dengan demikian agama di negara 

Pancasila dihormati secara yuridis dan dipraktekkan dalarn kenyataan dan 

merupakan refleksi sinergi yang mendalam antara paham kebangsaan dan paham 

keagamaan. 

Eksistensi hukum Islam sejak dulu dipahami sebagai b e a n  yang tidak 

terpisahkan dari kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hukum dan keadilan 

yang memang jelas keberadaan atau eksistensinya dalam kerangka hukum 

nasional. Secara instrumental banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia 

yang telah mengadopsi berbagai materi hukum Islam kedalam pengertian hukum 

nasional. 

128 Ibid, hal. 11. 
'29 Ibid., hal. 15. 



Untuk itu kedudukan hukum Islam dalam negara republik Indonesia 

sangat kuat secara yuridis konstitusional yang dinyatakan Pasal 29 ayat (I)  

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam pasal tersebut terdapat 

kaidah yang f~ndamental, '~~ yaitu (1) Dalam Negara Indonesia tidak boleh ada 

atau tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama 

yang krlaku bagi pemeluk agama di tanah air kita, (2) Negara wajib menjalankan 

syari'at semua agama yang berlaku di Indonesia, kalau untuk menjalankan 

syari'at itu memerlukan bantuan kekuasaan negara, ini berarti negara wajib 

mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk 

kepentingan bangsa Indonesia kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan 

penyelenggara negara, dan (3) @ari 'at yang tidak memerlukan kekuasaan negara 

untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk 

agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi pemeluk agarna itu sendiri 

untuk menjalankannya menurut ketentuan agamanya masing-masing. 

Dalam politik hukum nasional, kedudukan hukurn Islam itu jelas, 

merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu bahan 

baku pembentukan hukum nasional Indonesia, yang di dalam hukum Islam 

terdapat dua bidang, yaitu ibadah dan mu'amalah. Pengaturan hulcum yang 

bertalian dengan bidang ibadah bersifat rinci, sedangkan pengaturan hukum yang 

menyangkut mu'amalah hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja Pengembangan 

dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para 

penyelenggara negara dan pemerintahan y a h i  para uZiZ amri. 

I3O Moharnrnad Daud Ali, "Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia," Mimbar 
Hukum No. 29 Thn VII 1996, hal. 10- 13, 



Kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional menjadi 

jelas. Di samping hukurn-hukurn yang lain, hukum Islam akan menjadi bahan 

baku penyusunan hukum nasional Indonesia. Ini berarti bahwa sesuai dengan 

kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum 

nasiona1, hukum Islam sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang ada 

padanya, dapat berperan aktif dalam proses pembiiaan hukum nasi~nal.'~' Lebih- 

lebii hukum Islam dalam memasuki dan menghadapi agenda reformasi hukum 

nasional. 

Reformasi nasional tidak dapat dipisahkan dari reformasi hukurn, yang 

di lamnya termasuk reformasi perundang-undangan ( instrumental refonn), selain 

reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi budaya (cultural 

reform). Kedudukan hukurn Islam dalam sistem hukum nasional yang berkaitan 

dengan perkembangan praktek hukum mu 'malal di bidang kegiatan perbankan 

dan perasuransian serta pembiayaan pada umumnya menunjukkan dengan 

sendirinya pemberlakuan sistem hukum Islam itu nantinya dapat meluas ke 

bidang-bidang yang didukung oleh sistern keuangan berdasarkan sistem syari'at 

itu. 

Pada era reformasi ini akan terbuka lebar terjadinya kompetisi safing 

mempengaruhi budaya masyarakat dan pada waktu bersamaan ada kesempatan 

pula bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya sebagai perwujudan hak asasi 

manusia, termasuk untuk menentukan jenis dan model hukum yang akan dipakai. 

Undang-undang adalah hasil lembaga legislatif, yang sebelum diputuskan menjadi 

131 Ibid., hal. 14. 



sebuah undang-undang berupa konsep-konsep dan teori yang sangat bebas untuk 

kompetisi satu sama lainnnya. Ketika kita sadari bahwa undang-undang itu 

produk lernbaga legislatic maka di sinilah hukum Islam atau juga jenis teori 

hukurn lainnya mempunyai posisi atau bahkan peran sebagai sumber undang- 

unndang tadi. Bahkan ketika kita melihat kenyataan sosiologis bahwa moyoritas 

masyarakat yang ada adalah pemeluk Islam, maka sangat terbuka lebar bahwa 

undang-undang atau hukum positif itu bersumber dari hukum agama dalam ha1 ini 

hukum Islam atau setidaknya setiap undang-undang tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. Bahkan sebenarnya bukan hanya kemungkinan hukurn Islam 

menjadi sumber hukum positif, namun juga sangat mungkin menjadi sumber 

hukum Adat atau lebii tepatnya hukum kebiasaan (customary atau common 

ZUIV).~~~ 

Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era reformasi 

hukum Islam atau filch mempunyai peran lebih besar sebagai sumber hukum 

nasional. Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat 

signif* bukan saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan 

Peradilan Agama, narnun juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan 

sistem kerja peradifan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk 

dalam konteks ini menempatkan frkih dalam salah satu bentuk ilmu hukum dalam 

dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fikih atau hukum Isfam menjadi 

'32 A. QOdri Azizy, Wukurn Islam sebagai S u m k  Hukurn Positif dalam Refomasi Hukum 
Nasional," Mmbar Hukum No. 54 Thn. HI 2001, hal. 81. 



sumber kajian dalam dunia ilmu hukum dan sekaligus menjadi surnber hukurn 

mate1-ii1.l~~ 

Dengan demikian reformasi total di Indonesia menjadi kesempatan dan 

sekdigus tantangan bagi kajian hukum Islam yang hams mampu bersifat ernpiris 

dan realistis. Hukum Islam hams mampu berperan dan berdaya guna untuk 

keperluan kehidupan urnat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya, dengan 

demikian sangat berpeluang besar bagi kedudukan hukum Islam di Indonesia yang 

berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. 

Pembangunan hukum nasional tidak bisa dilepaskan dari politik hukum 

suatu negara yang memberi jawaban tentang dari mana "bahan baku" hukum yang 

akan dipergunakan dalam menyusun suatu hukum, bagaimana wujud hukurn 

yang akan dibentuk, apakah hukurn tertulis atau hukum ti& tertulis. Apakah 

aturan-aturan hukurn itu akan dituangkan dalam kodifikasi atau tidak, dan apakah 

sifittnya unifikasi atau deferensiasi. Di sini hams sesuai dengan hukum ketata 

negaraan yang berlaku di ~ndonesia.'" 

Bagaimana perspektif clan kemungkinan perkembangan kontribusi 

hukum Islam di Indonesia pada masa yang akan datang? Unuk melihat ha1 

tersebut Bagir Manan mengetengahkan tiga kajian, yaitu (I) pengertian (begrip) 

h h  Islam, (2) subyek hukum Islam, dan (3) obyek hukum 1s1a.m.'~~ Kontribusi 

dalam bentuk asas-asas hukum sangat penting mengingat bahwa, (a) asas-asas 

'33 Zbid., hal. 85. 
'34 Zainal Abidin Abubakar, " Pengaruh Hukurn Islam dalam Sistem hukum Nasional 

Indonesia," Mmbar Huhum No. 9 Thn. ZV 1993. hal. 58. 
135 Syamsulhadi hyad, " Politik Hukum Nasional clan Jalur-jalur Kontribusi Hukum Islam," 

Mmbar Huhum No. 29 Thn. VZ11996, hal. 24. 



hukum merupakan unsur yang mendasari kaidah hukum, sehingga apabila asas- 

asas hukum Islam tertentu dapat diterima sebagai asas hukum nasional, maka 

seluruh kaidah h u h  akan mendapat jiwa dan semangat dari asas tersebut, (b) 

asas hukum berisi dan mencermenkan prinsip-p&sip yang terkandung dalam cita 

hukurn, fungsi dan tujuan hukum. Adanya asas hukum akan menjamin penerapan 

dan penegakan hukum yang adil, tepat dan bermanfaat bagi individu maupun 

masyarakat. Asas hukurn merupakan kendali agar kaidah hukum tidak diterapkan 

atau ditegakkan secara menyhpang dari cita hukum, b g s i  dan tujuan hukurn, 

dan (c) asas h u h  merupakan instrumen dinamisator suatu kaidah, sehiigga 

dapat diterapkan dan ditegakkan secara adil, benar, tepat dan bermanfaat bagi 

individu dan masyarakat. 

~ e n g e n a i  kemungkinan kontribusi kaidah-kaidah hukum Islam perlu 

pemahaman karakteristiknya antara lain, yaitu (a) Kaidah-kaidah hukum Islam 

secara normatif semata-mata akan berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam 

dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang dapat diperlakukan pada 

semua orang yang hams tanpa menyentuh kepercayaan (agama) dari yang 

bersangkutan, dan (b) Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan ibadah dan 

mu'amdat. Hal yang bersifat ibadah (dalam arti sempit) hanya berlaku bagi 

mereka yang beragama Islam. Hal-ha1 yang menyangkut mu'amalat, ada pula 

yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan dapat berlaku secara mum.  

Tentang subyek hukum Islam. Dalam system hukum positif yang 

berlaku, subyek hukum Islam adalah orang-orang yang beragama Islam. ~ p a k a h  

hukum mengandung pula subyek hukum bagi mereka yang tidak bergarna, 



tergantung pada W e r  dari asas dan kaidah hukum Islam. Suatu asas atau 

kaidah akan berlaku umurn, apabila (a) Perlakuan kaidah hukurn tersebut bersifat 

netral, artinya tidak berkaitan dengan kepercayaan yang dianut, (b) Harus dapat 

dibukdkan bahwa kaidah hukum Islam tersebut akan menjamin secara universal 

berlakunya tujuan hukum, dan (c) Harus dapat dibukt'ian bahwa asas dan kaidah 

hukum Islam tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat umum. 

Tentang obyek hukum Islam dalam kajian hukum Islam cakupannya 

iebih luas, tidak hanya hukum keduniaan saja (mu'amalah), tetapi rnenyangkut 

juga hukum ibadah. Dalam hukum bidang mu'amalah lebih banyak mengandung 

norma yang memberikan kontribusi masuknya hukum Islam dalam hukum positif, 

sehingga masa yang akan datang perlu dipikirkan kontribusi yang lebih mengarah 

pada peranan hukum Islam dalam mempengaruhi isi hukum nasional. Untuk itu, 

jalur kontribusi hukurn Islam, ditinjau dalam perspektif pembinaan hukum 

nasional &pat lewat peraturan perundang-undangan, melalui yurisprudensi, 

hukurn kebiasaan dan putusan-putusann lain yang bukan peraturan perundang- 

undangan.'36 

Wujud hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan dapat 

terjadi pada setiap peraturan perundang-undangan, tetapi saat ini masih terbatas, 

karena beberapa ha1 sebagai berikut, yaitu (a) Sarnpai saat ini usaha menempatkan 

hukum Islam dalarn pereturan perundang-undangan nasional lebii ditentukan 

pada peraturan yang has berlaku bagi mereka yang beragama Islam, (b) Belum 

banyak diungkapkan dimensidimensi hukum Islam yang berkaitan dengan 

136 Ibid., hal. 27. 



kehidupan kebangsaan secara keseluruhan yang dapat diserap dalam peraturan 

perundang-undangan nasional, dan (c) Pemikiran memasukkan hukum Islam 

dalam sistem perundang-undangan nasional belum banyak diarahkan pada asas- 

asas hukum yang umum yang dapat berlaku secara umum. 

Terdapat beberapa pintu Kontribusi hukum Islam dalam hukurn nasional 

antara lain melalui yurisprudensi.Yurisprudensi merupakan instrument lain dalam 

pembentukan hukum. Peraturan perundang-undangan di Mahkarnah Agung, 

mewajibkan hakim untuk menemukan hukum yang tepat dalam menetapkan 

suatu putusan. Hal ini diperlukan agar hakirn dalam memberikan keadilan 

krtindak sebagaimana mestinya. Dalam ha1 dernikian, hakirn dapat menggunakan 

asas atau kaidah hukum Islam yang dipandang dapat menemukan rasa keadilan 

bagi pen& keadilan. Kontribusi meialui pengembangan hukum kebiasaan, 

merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk m e n j a d i i  setiap hukum 

Islam sebagai "way of life" nya. Apabila hukum Islam telah menjadi suatu 

kenyataan yang berakar dari kehidupan masyarakat, maka hukum tersebut akan 

berlaku dan dijalankan tanpa harus menunggu pengukuhan oleh perundang- 

undangan. 

Fungsionalisasi hukum Islam memerlukan proses tahapan, yaitu tahap 

pembuatan (formulasi), tahap penerapan (aplikasi) dan tahap pelaksanaan 

(eksekusi). Dalam rangka pelaksanaan hukurn Islam diperlukan peraturan 

perundang-undangan dari pemerintah, sebagai dasar pelaksanaan dan kepastian 

hukum bagi negara yang berpredikat negara hukum. 



Adapun pelaksanaan hukurn Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui 

beberapa jalur,I3' Jalur pertama, adalah jalur iman dan taqwa. Melalui jalur ini 

pemeluk agama Islam dalam Negara Republik Indonesia ini dapat melaksanakan 

hukum Islam yang merupakan bagian dan berasal dari agama Islam, intensitas 

pelahanaannya tergantung pada kualitas keimanan dan ketaqwaan yang ada pada 

diri muslim yang bersangkutan. 

Jalur kedua, yaitu jalur peraturan perundang-undangan, seperti Undang- 

undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, 

Undang-undang Pengelolaan zakat, Undang-undang Penyelenggaraan Haji, 

Undang-undang Perwakafan dan sebagainya Jalur ketiga, yaitu pelaksanaan 

hukum Islam bidang mu'amalah, dengan melakukan perbuatan atau transaksi 

tertentu di Bank Mu'amalat, Badan Perkreditan (BPR) Syari'ah dan asuransi 

takafbl, orang telah mernilih hukurn atau syari'at Islam, menguasai perbuatan 

atau transaksi itu, sebab semua perbuatan atau transaksi yang dilakukan pada tiga 

lembaga itu diatur menurut hukurn Islam. 

Jalur keempat, yaitu melalui BAMUI (Badan Arbritase Mu'amalat 

Indonesia) dapat juga dilaksanakan hukum mu'amalat Islam. Melalui badan 

arbitrase yang d i d i n  oleh Majelis Ulama ndonesia (MUI) Pusat hi para 

pengusaha, pedagang dan para industriawan atas kesepakatan bersama dapat 

memilih hukurn Islam untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai di l w  

pengadilan. 

'" Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia," op. cit., hal. 
14-15. 



Jalur kelirna, yaitu penerapan hukum Islam dilakukan oleh 

Lembaga Pusat Penelitian ObatIKosmetik dan Makanan (LPP-OM) yang juga 

didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini mementukan apakah suatu 

produk obat-obatan, kosmetik, makanan dan minuman halal atau haram 

dikonsumsi oleh umat Islam. Jalur keenam, yaitu jalur pembinaan atau 

pembangunan hukum nasional. Unsur-unsur (asas dan norma ) h u h  Islam akan 

berlalcu dan dilakukan bukan hanya bagi dan oleh umat Islam, tetapi juga oleh 

penduduk Indonesia, terutama aleh warga Negara republic Indonesia. 

2.2 Hukum Islam dan Pemikirannya di Zndunesia 

Sebelum membahas hukum Islam dalam perkembangan pemikiran di 

Indonesia, dijelaskan lebih dulu tentang apa itu Islam. Islam sebagai agama 

terakhir dan diwahyukan kepada Nabi yang terakhir pula telah dij'amin oleh Allah 

kesempurnaan ajarannya. Kesempurnaan di sini mengacu kepada aturan-atnran 

yang terkandung di dalarnnya, yakni telah mengatur kehidupan manusia dari 

seluruh aspeknya yang berpusat pada tauhid. Sebagai agama wahyu terakhir, 

yang tetap mutakhir, Islam merupakan satu sistem akidah dan syari'ah serta 

akhlak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri, mayadcat, alam atau mahluk 1ai11n~a.I~~ 

13' Mohammad Daud Ali, Agama Islam, Cet. Keenam (Jakarta: Koordinatorat MKDU 
Agama Universitas Indonesia, 1994) hal. 14. 



Islam adalah al-din (the religion). Istilah al-din hanya ada dalam al- 

 an.'^^ Dua ayat berikut ini dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah al- 

din. Pernyataan ini tercantum dalam surat Ali-Imran (3):19 yang berbunyi, 

"Innu al-dina 'in& Alhhi al-Islamu ... ." ("Sesungguhnya agama yang 
diridhai di sisi Allah hanyalah Islam . ... "). Pemyataan yang sama tercantum pula 
dalam surat al-Maidah (5): 3 yaitu " ... al-yawna akmaltu lakum diinaRum wa 
atmamtu 'alaikum ni'matii wa radhitu l ahm al-Ialaama dinaa ... " r. .. pada 
hari ini telah Ku sernpurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan 
nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu . . .". 

Islam adalah agama yang unik jika dibandingkan dengan agarna-agama 

lain, terutama dengan agama wahyu sebelumnya, yakni agama Yahudi dan 

Nasrani. la  mempunyai corak tersendiri yang bersifat sui generic (mempunyai 

corak dan sifat sendiri dalam jenisnya) karena dalam banyak ha1 agama Islam itu 

berbeda dengan agama lain itu. 

Berbeda dengan agama-agama lain yang namanya diubungkan dengan 

manusia yang mendirikan atau yang menyampaikan agama tersebut atau tempat 

lahir agama yang bersangkutan seperti agama Budha dan agama Yahudi 

misahya. Nama agama yang disampauikan aleh Nabi Muhammad ini tidak 

dihubungkan dengan nama orang yang menyampaikan wahyu tersebut atau 

dengan tempat agama itu mula-mula tumbuh dan berkembang. Juga, nama itu 

tidak diberikan oleh para penganutnya atau oleh orang lain kemudian hari.141 

islam adalah kata benda yang .berasal dari kata ke ja  salim. Akarnya adalah S-L- 

M. Dari akar kata ini termasuk kata-kata salm, siml, dan sebagainya. Arti yang 

terkandung oleh perkataan Islam itu adalah kedamaian, kesejahteraan, 

139 Muhammad Tahir Azhari, Negara H u h ,  Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 21. 
Mohammad Daud Ali, Agarna Islam, op. cit., hd. 14. 

14' Ibid., lid. 15. 



keselamatan, penyerahan (diri), kepatuhan. Dan kata salm tersebut di atas, timbul 

ungkapan assalamu'alaikum yang telah membudaya &lam masyarakat 

Indonesia, artinya sernoga anda (selamat) ~ejahtera. '~~ 

Islam, seperti yang diemukakan di atas mempunyai makna sejahtera, 

damai clan juga berarti tunduk, patuh, dan menerima kehendak Allah. Orang yang 

tunduk, patuh, taat dan menerima kehendak Allah disebut muslim. Nama inipun 

terdapat dalam al-Qur 'izn surat m-Zumar (39):12 yang berbunyi, " Wuumirtu lian 

akuna awwalal muslimin" ("Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang 

pertama-tama bersemh diri".'43 

Allah telah mengakhiri agama-agama di dunia ini dengan Islam dan 

memberikan kepada Muhammad suatu Syari'ah yang menggantikan syari'ah 

sebelumnyaah, ini merupahan suatu bukti bahwa Islam itu merupakan agama yang 

benar dan amok .pa& setiap -ruang dan ~ a k t u . ' ~  Inifah syari'ah yang diberikan 

oleh Allah swt. Sesuai dengan fman-Nya dalam surat Ali-Imran (3):85 yang 

" Waman yabtaghi ghaira al-Islami diinan falan yuRbala minhu wahuwa 
_fi a1 aakhirati mina a1 Rhasiriina" ("Barang siapa mencari agama selain agama 
Islam, maka tidaklah akan diterima (agama itu) dari pada-Nya dan ia di akhirat 
termasuk orang yang merugi" ). 

Pengertian Islam di atas, apabila diubungkan dengan hukurn, menjadi 

hukurn Islam. Hukum Islam tidak &pat dilepaskan dengan al-dinul Islami dan ia 

'42 Ibid., hal 15. 
'43 Ibid., hal. 18-19. 

Solah Abdd Qadir al-Balai, Islam Segenop URMf M m i a ,  Tinjauan hkngenoi Beberapa 
Segi dalam H u h  Islam, Terjemahan oleh Hasanuddin, Cet. 1, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 
1989)' hal. 9. 



merupakan bagian d a r i r ~ ~ a . ' ~ ~  Konsep al-din dalam al-Qur'an memiliki dua 

dimensi baik religius maupun kgmasyarakatan maka wahyu Allah yang telah 

dibukukan dalam kitab suci al-Qur'an dan diperjelas dalam Surmah Rasul berisi 

perangkat kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya manusia sebagai mahluk 

Allah dan Mifah-Nya atau pengelola bumi dan lingkungan hidup manusia 

berperilaku, baik dalam melaksanakan hubungannya dengan Allah yang telah 

mencip,fakaunya maupun dengan mama manusia &lam suatu masyarakat atau 

negara bahkan hubungan antar negara dan hubungan manusia dengan lingkungan 

hidupnya. 

Para sa rjana membagi al-din al-Islami menjadi tiga komponen yaitu, 

akidah, syari'ah dan akhlak. Ketiga komponen ini merupakan totalitas yang tidak 

dapat ~i i~isahkan. '~~ Akidah &pat diartikan sebagaisatu sistem keyakinan yang 

bersifat momtheist murni yang hanya ada pada Islam. Syari'ah merupakan 

prangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia yang mencakup dua aspek 

hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah (vertikal) atau ibadah dm 

hubungan manusia dengan manusia lain serta alam lingkungan h i d u ~ y a  

(horizontal) atau mu'amalah (kemasyarakatan). Akhlak berisi seperangkat norma, 

nilai etik dan moral. Akhlak merupakan sistem etik dalam Islam. Bagaimana 

seharusnya manusia bersikap dan bertingkah laku &lam melaksanakan 

hubungannya baik dengan Allah sebagai Al-Khaliq (pencipta seluruh alam 

semesta dengan segala isinya) maupun sesarna makluk (yang diciptakan yaitu 

145 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum, op. cit. , hal. 22. 
Ibid, hal. 22. 



manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam semesta ini) diatur menurut 

akhlak 1s1am.l~~ 

Sebelum didefinisikan tentang hukum Islam, di atas telah dijelaskan 

tentang arti Islam secara komprehensip. Di sini perlu dijelaskan pengertian 

hukum, yaitu peraturan-peraturan atau sepemgkat norma yang mengatur tingkah 

laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa 

kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan 

atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. 

Bentuknya mungkin berupa hukum tidak tertulis seperti hukurn Adat, mungkin 

juga berupa hukum textulis atau peraturan perundang-undangan seperti h u b  

~ a r a t . ' ~ ~  

Berbgda dengan hukum Barat, yaitu hanya brsumber pada rasio 

manusia, mengatur tingkahlaku manusia yang bersiht dduniawi (sekuler) saja. 

Hukum Islam bersumber pada al-Qur'an, Sunnah Rasul dan ijtihad (al-ra'yu), 

berupa kaidah-kaidah normatif dan kesusilaan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. 

Untuk itu sangat berbeda antar sifat dan hakekat hukurn Islam dengan hukum 

Barat. Ada lima sifat hukum Islam, yaitu: (I) bidirnemional, (2) adil, (3) 

individualistWemasy&tan, (4) komprehensip dan (5) dinamis. Adapun 

hakekat hukum Islam ialah syari'ah yang merupakan "cara hidup" yang berasal 

dari nilai-nilai abadi dan mutlak diwahyukan dengan jalan keseluruhan amanat al- 

14' Ibid, hal. 24. 
14' Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, op. cit., hal. 45-46. 



Q~r 'an . '~~  Untuk itu dapat didefmisikan, hukum Islam -adalah hukum yang 

bersumber dan menjadi bagia dari agama 

Dalam sistem hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang 

dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang 

ibadah maupun dilapangan mu 'amalah. Kelima jenis kaidah tersebut disebut al- 

ahkam al- khamsah atau penggolongan hukum yang lima, yaitu: (1) Jaiz atau 

rnubah atau ibaMt, (2.) sumah, (3) m a h h ,  (4) wajib, dan ( 5 )  haram."' 

Al-ahkum al- khamsah, yaitu lima kaidah, norma atau kategori hukum 

sebagai tolok ukur untuk menentukan setiap perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam segala bidang kehidupan tersebut di atas, pengertian kaidah- 

kaidah tersebut di atas adalah sebagai berik~t,'~*(a) Jaiz atau mubah atau ibahh  

ialah ukuran untuuk segala perbuatan yang dibolehkan karena itu disebut 

kebolehan. Kebolehan adaiah hak yang ada pada setiap orang yang berupa 

wewenang terbuka yang tidak berimbalan kewajiban. Kaidak ini berlaku dalam 

lingkungan hidup kesusilaan pribadi, (b) Sunnah ialah ukuran ukuran bagi segala 

perbuatan yang dianjurkan, karena itu disebut anjuran, (c) makruh ialah ukuran 

untuk segala perbuatan yang dicela karena itu disebut celaan. Bersama dengan 

jaiz, Sunnah dan makruh berlaku di lapangan hidup kesusilaan umum atau disebut 

moral sosial, (d) wajib atau fd ialah ukuran bagi semua perbuatan yang 

diwajibkan. Oleh karena itu, disebut kewajiban yang hams dilaksanakan oleh 

sesearang, dan (e) haram ialah ukuran untuk semua pekerjaan yang dilarang 

14' Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum, op. cit., hal. 5 1. 
I5O Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, op. cit., hal. 45. 
15' Ibid, hal. 74. 
'" Mohammad Daud Ali dan Hj. Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Cet. 

1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 129-130. 



karena itu disebut larangan. Kaidah fardh atau wajib dan haram berlaku dalam 

ruang lingkup hukurn duniawi. 

Ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, 

yakni istilah (I) syari'ah Islam dan (2) Fikih  slam.'^^ Perbedaan yang mencolok 

adalah sebagai berikut.ls4 (a) Syari'ah (Islam) terdapat dalam al-Qur'an dan kitab- 

kitab Hadits. Oleh katgna itu, kalau kita bicara tentang syari'ah, yang dimaksud 

adalah wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai asul-Nya). Fikih 

terdapat dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu pula, kalau kita bicara tentang 

fikih, yang dimaksud adalah pemahaman dan hasil perumusan manusia yang 

memenuhi syarat tentang syuriZat tersebut, (b) SyariZat bersifat fundamental dan 

mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari Rkih, karena di dalamnya, menurut 

para ahli, termasuk akidah dan akhlak, fikih bersifat instrumental dan ruang 

ligkupnya terbatas pada apa yang biasa disebut sebagai tindakan atau perbuatan 

hukum, (c) Syari'ah adalah ciptaan atau ketetapan Allah serta ketentuan atau 

Sunnah Rasulnya. Oleh karena itu, syari'ah berlaku abadi sepanjang masa di 

manapun juga. F i h  adalah karya manusia, yang dapat diubah dan berubah dari 

masa di suatu tempat yang berbeda, (d) Syari'ah hanya satu, sedangkan fikih 

mungkin lebih dari satu, seperti terlihat misalnya pada aliran-aliran hukum yang 

disebut dengan istilah madzahib atau madzhab-muzdhab itu, dan (e) Syari'ah 

menunjukkan kesatuan, sedangkan fikih menunjukkan keberanekaragaman dalam 

Islam. 

lS3 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, op. ci&, hal. 51. 
Mohammad Daud Ali dan Hj. Habibah Daud, Lembaha-lembaga Islam di Indonesia, op. 

clt, ha]. 5 1-52. 



Untuk itu, dapat dikatakan bahwa hukum Islam itu di dalamnya terdapat 

dua unsur, yaitu unsur al-stabat (stabil) dan unsur tathmwur (dinamis). Unsur 

stabil terdapat dalam ajaran-ajaran yang ditegaskan dalam al-qur'an dan Sunnah 

Rasulullah, sedangkan unsur dinamis terdapat dalam hukum-hukum yang dalam 

pembentukannya aka1 pikiran manusia berperan, terutarna hukum Islam yang di 

dalam pembentukannya oleh para mujtahid didasarkan atas 'urf(adat istiadat).lS5 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syari'ah bersifat stabil 

dan tidak berubah, sedangkan fikih dapat berubah, berfariasi, sesuai dengan 

tingkat kemampuan daya nalar para mujtahid, ia berkembang tetapi tetap hukurn 

yang Qur 'mi. Dalam praktik sering kali, kedua istilah itu dirangkurn dalam kata 

hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena 

hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan tetapi tidak mungkin 

diceraipissahkan. Syari'ah adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang 

~ y a r i ~ a h . ' ~ ~  

Adapun tujuan hukurn Islam baik dalam arti syari7ah maupun arti fikih 

di atas swam umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah 

kebahagiaan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengarnbil 

(segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang 

baik berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam 

adalah kernaslahatan hidup, baik ruhani maupun jasmani, individu dan sosial. 

- 

lS5 Satria Efendi M. Zein, "Pengkajian dan Pengembangan Metodologi Hukum Fikih Islam," 
Seminar Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Sernarang 16 Oktober 1990, hal. 16-1 7. 

Mohammad Daud Ali, Bukum Islam, op. ci&, hal. 51-52. 



Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kefiidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk 

kehidupan di a k h h t  nanti."' 

Keberadaan hukum Islam, kalau ditinjau dari sumber produk asalnya 

ada 2 (dual, yaitu produk wahyu' dan produk akal. Pertama, hukurn Islam produk 

wahyu disebut syari'ah, bersifat qafh'i, ta'abbucjr, berlaku universal, bersumber 

al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan yang kedua, yaitu hukum Islam praduk akal, 

disebut fikih, bersifkt dhuranyy ta'aqquly, berlaku kondisional, bersumber akal 

manusia melalui sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ai-ra 'yu (via ijtihad). 

Arti sumber adalah asal. Apabila kata sumber itu dihubungkan dengan 

hukum Islam menjadi sumber hukum Islam, berarti asal keberadaan hukurn Islam 

itu. Sesuai Hadits Mu'az bin Jabal, ketika ia diangkat oleh Nabi Muhammad saw. 

Untuk menjadi penguasa di Yaman. Sebdum ia berangkat, ia diuji oleh 

Rasulullah sebagai berikut. 

"Dengan apa engkau akan mengadili", Muaz menjawab, "Dengan 
Qur'an". Rasulullah bertanya, "Jika engkau tidak mendapatkan hukum dalam al- 
Qur'an?, Mu'az menjawab, " maka aku mengikuti tradisi Nabi Muhammad". 
Kemudian, Rasulullah bertanya lagi, "bagaimana jika engkau tidak dapat 
mendapatkan petujuk dari tradisi Nabi?, Mu'az menjawab, "Dalam keadaan 
semacam itu, aku menggunakan pikiranku". Mendengar jawaban Mu'az tersebut, 
Nabi Muhammad sangat gembira dan berkak "Segala puji bagi Tuhan yang telah 
memberi tunjuk kepada utusan-Nya (Hadits Riwayat Ahrnad, Abu Daud dm K3 Turmuzi). 

Dari Hadits Mu'az bin Jabal tersebut di atas, dapatlah disimpulkan 

bahwa,Ifg(a) Smber  hukum Islam itu ada tiga, yaitu (1) al-Qur'an, (2) a s - ~ p a h ,  

dan (3) al-ra'yu (akal pikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. 

Is' ibia!, hal. 60. 
H.M. Rasjidi, Hukum islam dan Pelahamannya dalam &jarah, cet. 1 (Jakarta: Bulan 

intang, 1976), ha]. 13-14. 
Is9 Mcshammad Daud Ali, Hukurrm Islam, op. c&., hal. 66 - 67. 



Selain itu, dari Hadits Mu'az bin Jabal itu pula dapat disimpulkan (b) beberapa ha1 

yaitu ( I )  Al-Qur'an bukanlah kitab hukum yang memuat kaidah-kaidah hukum 

secara lengkap terinci. Ia pada umumnya hanya memuat kaidah-kaidah hukum 

fundamental yang hams dikaji dengan teliti dan dikembangkan oleh pikiran 

manusia yang memenuhi syarat untuk diterapkan dalam masyarakat, (2) Sunnah 

Nabi Muhammad pun, sepanjang yang mengenai soal mu'amalah, yaitu soal 

hubungan antarmanusia dengan manusia lain dalam masyarakat, pada umumnya, 

hanya mengandung kaidah-kaidah m u m  yang harus dirinci oleh orang yang 

memenuhi syarat untuk diterapkan pada atau dalam kasus-kasus tertentu, (3) 

hukum Islam yang terdapat dalam al-qur'an dan as-Sunnah itu perlu dikaji dan 

dir-lnci lebih lanjut, (4) hakim (atau penguasa) tidak boleh menolak atau 

menyelesaikan suatu masalah atau sengketa dengan dasan bahwa hukumnya tidak 

ada. Ia wajib memecahkan masalah atau menyelesaikan sengketa yang 

disampaikan kepadanya dengan berijtihad, melalui beberapa jalan (metode), cara 

atau upaya. 

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diyakini sebagai petunjuk bagi 

manusia. Keyakinan tersebut menempatkan kitah suci ini sebagai sumber pertarna 

dan utarna ajaran Islam tennasuk di dalamnya hukum Islam. Kedudukannya 

sebagai kitab suci terakhir dan sumber dari agama yang telah dinyatakan 



sempurna mengandung pengertian bahwa ia mampu memberikan jawaban 

terhadap berbagai prsaalan hidup di sepanjang masa.lm 

Dilihat dari bidang hukum yang diatur dalam pokok-pokok kandungan 

al-Quran secara komprehensif, ialah:16' (1). hukum tentang akidah, yang 

berhubungan dengan hal-ha1 yang hams diyakini kebenaran dan keberadaannya 

aleh setiap mukdId untuk mempercayai Allah, malaikat-mafaikat-Nya, kitah- 

kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian (doktrin akidah); (2) hukurn-hukurn 

yang berkenaan dengan perbuatan jiwa dan hati, yakni hal-ha1 yang harus. 

dijadikan penghias diri bagi setiap mukuZlaJ; berupa akhlak yang terpuji dan 

menghindarkan diri dari budi pekerti yang hina dan tercela (doktrin akhlak); (3) 

hukum-hukum amaliah yang terkait dengan aktivitas anggota badan, yakni 

mengenai tindakan muhllaf yang meliputi hal-ha1 seperti ucapan, berbuatan 

pe rjanjian clan pengelolaan harta benda (doktrin syari'ah). Selanjutnya, hukum- 

hukum arnaliah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ( 1 )  

hukum tentang ibadah, seperti shalat, zakat, puasa clan haji dan ibadah-ibadah 

i a h y a  yang mengatur hubungan manusia dengan KhaIiRnyu, dan (2) hukum 

tentang mu'amalat seperti perjanjian, pengelolaan harta, hukurnan, jinayat 

(pidana) dan lain-lain di luar ibadah m d d d ,  atau pa& pokoknya iaiah aturan- 

aturan mengenai hubungan manusia dengan sesamanya, yang dilalcukan secara 

indiridu atau kelompok atau a n m .  bang=. 

Satria Efendi M. Zein, "Memahami al-Qur'an sebagai Sumber Hukurn," Pesantren No. 
INol. VIIV1991, hal. 18. 

16' Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Raidah Hukum Islam (Imu Ushulul Figh), Penterjamah 
Moh. Tolhah Mansoer, Cet. 2, (Jakarta: CV. bjawali ,  1991, hal. 40. 



Dari uraian tersebut di atas, dapatlah diketahui konsep "hukum" dalarn 

al-Qw'm itu jayh Iebi  luas dari k~nsep bukum menumt Bmt. Sebab, selain dari 

kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan 

hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, meliputi juga 

hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap 

lingkungannya yang biasa disebut dengan alridah, akhlalc atau moral. Dengan 

demikia, konsep hukum menurut al-Qur'an adalah "aN comprehensive", 

meliputi segala-galanya sesuai sifat penciptanya yaitu Allah penguasa alarn 

semesta yang menguasai semuanya. Ini berarti bahwa hukum, menurut konsep al- 

Qur'an itu, tidak dapat dicerai pisahkan dengan h a n  (keyakinan, akidah, 

i'tikadiyah) dan akhlak sepertii yang terdapat dalam ilmu hukum Barat yang 

memisahkan agama dan kesusilaan atau moral dari hukum.16' 

Di dalam alqur'an krkandung ajaran yang dibutuhkan manusia urrtuk 

mengatur totalitas hidupnya K a m a  keberadaan al-Qur'an sebagai petunjuk abadi 

dm menyeluruh sifatnya dalam menetapkan hukum suatu masalah, maka al- 

Qur'an senantiasa mernperhatikan kondisi sosial yang berkembang dalam 

masyarakat. Untuk dapat menjawab permasalahan hukurn dalam kondisi sosial 

yang berkembang, maka diperlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip 

penetapan hukum dalam al-Qur'an, yaitu sebagai b e r i k ~ t . ' ~ ~  (1) prinsip tidak 

menyempitkan, artinya penetapan hukurn dalam al-qur'an senantiasa 

memperhatikan kemampuaan manusia dalam melaksanakannya, prinsip ini 

dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2): 286 yang artinya " ... Allah tidak 

16' Mohammad aud Ali, Hukum Islam, op. cit., hal. 75-76. '" Umar Syihab, AI-Qur 'an dan KekeyuIm HuRum, Cet. 1, (Semarang: Dina Utarna, 1993), 
hal. 42 - 55. 



membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya . . .", (2) grinsip 

mengurangi beban, artinya penetapan hukum dalam al-Qur7an tidak menuntut 

seorang mukallaf melaksanakan suatu kewajiban agama lebih dari apa yang telah 

ditetapkan, (3) prinsip penetapan h u b  secara bertahap, artinya penetapan 

hukum dalam al-Qur'an itu secara berangsur-angsur dan ini menunjukkan bahwa 

buk\un Islam selalu berpegang pada prinsip meringankan M a n  manusia, (4) 

prinsip sejalan dengan kernaslahatan manusia, artinya penetapan hukum dalam al- 

Qur'an senantiasa dipemtukkan pa& kepentingan dan perbaikan kehidupan 

manusia, baik mengenai agama, jiwa, akal, kerutunan maupun harta benda, dan 

(5) prinsip kesamaan dan keadilan, artinya penetapan hukurn dalam al-Qur7an 

senantiasa menyamaratakan manusia, tidak membedakan antara suatu bangsa 

dengan bangsa lainnya, antara individu dengan individu lainnya 

Sumber hukum Islam kedua adalah as-Sunnah, yaitu berupa perkatslan 

(Sunnah Qauliyah), perbuatan (Sunnah ft'liyah), dan sikap diam (Sunnah 

taqririyah atau Sunnah suh t j ah)  Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam 

kitab-kitab Hadits. la mempakan penafsir serta penjelas autentik tentang al- 

Qur'an. 164 

Surnber hukum Islam yang ketiga adalah al-ra'yu (akal pikiran 

atau ijtihad). Kata ijtihad berasal dari kata kerja jahada yang berarti bersungguh- 

sungguh, mencumhkan segala kemampuan, atau menanggung beban. Adapun 

ijtihad menurut arti bahasa ialah usaha optimal untuk rnencapai suatu tujuan, atau 

Mohammad Daud Ali, Hukurn Islam, op. cik , hal. 86-87. 



menanggung beban berat, Oleh sebab itu tidak disebut ijtihad. bilamana tidak 

terdapat rulw kesulitan dalam suatu kegiat~m.'~~ 

Adapun dasar hukum untuk mempergunakan aka1 pikiran atau ra* 

untuk bexijtihd &tan? pengembangan hukum Islam adalah '66 (1) al-Qur'an 

surat an-Nisa' (4) ayat 59 yang artinya: " hai orang-orang yang beriman, taatlah 

h u  seka1ian kqada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari karnu 

sekalian . . ." yang mewajibkan orang mengikuti ketentuan ulil amri (orang yang 

mempunyai kekuasaan atau "penguasa" ). mereka, (2)  Hadits Mu'ad bin abd yang 

menjelaskan bahwa Mu'ad sebagai penguasa (ulil amri ) di Yaman dibenarkan 

oleh Nabi mempergrulakm ra'yu nya wtuk berijtitaad, dan (3) contoh yang 

diberikan oleh ulil amri lain yakni khalifah II Umar bin Khattab, beberapa tahun 

setelah Nabi Muhammad wafat dalam mm-. berbagai persoah hukum 

yang turnbuh dalam masyarakat, pada awal perkembangan Islam. 

Ada bebrapa metode atau wtuk melakukan ijtihad, baik ijtihad itu 

dilakukan -sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di antara 

metode. atau c . m  berijtihad itu adatah sebagai berikutI6' (1). Ijma' adalah 

persetujuan atau kesesuaian pendapat antara para ahli mengenai suatu masalah 

pada suatu tempat di suatu masa, (2) Q&m addah menyampailcan hukum sqtu 

ha1 yang tidak dapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan ha1 

1ai.n yang hukunmya disebut da tm dQur'an dan as-Sm.& Rasul h . n a  

persamaan illat (penyebab atau alasan) nya, (3) istidlal adalah menarik 

''' Satria Efendi M. Zein, "Ijtihad clan Hakim Peradilan Agarna,'* Mimbar H u h  No. 10 
Thn. IV 1993, hal. 42. 

Mohammd Daud Ali, Hukurn Islam, op. cit. ,hal. 103. 
16' Ibid., ha]. 107 - 110. 



kesirnpulan dari dua ha1 yang berlainan, misalnya menarik kesimpulan dari adat 

istiadat dan hukm agama yang diwah- sebelum Islam, adat yang telah lazim 

dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (gono-gini atau 

harta betsama) dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak 

dihapuskan oleh syari'at Islam dapat ditarik garis hukumnya untuk menjadi 

hukum Islam, (4) mashalih al-mwsaluh atau disebut mmlahat mursalah adalah 

cara menemukan hukum suatu ha1 yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam 

af-Qur'an maupun dafam kitab-kitab Hadits, berdasarkan pertimbangan 

kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum, (5) istihsan adalah cara 

menentukm hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang ada demi 

keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan merupakan metode yang unik dalam 

mempergunakan akai pikiran dengan m.engesamp.ingkan analogi yang ketat dan 

bersifat lahiriyah demi kepentingan masyarakat dan keadilan, (6) istishhab adalah 

penetapan bukum suatu hal menurut keadaan yang tajadi sebelurnnya, sampai ada 

dalil yang mengubahnya. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan istishhab adalah 

melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada km.na belum ada kete.ntwm 

lain yang membatalkannya, (7) adat-istiadat atau 'urf yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam dapat dikokohkan &tap terus berlaku bagi masyarakat yang 

bersangkutan. Adat-istiadat ini tentu saja yang berkenaan dengan soal mu'amalat. 

Setelah h u h  Islam diwikan tersebut di atas, tibalah m.tuk beralih 

menjelaskan asas hukum Islam yang berfimgsi sebagai rujukan untuk 

mengembalilran segala masalah yang berkenaan dengan h b  Islam. A- 

hukum Islam berasal dari surnber hukum Islam terutarna al-Qur'an dan as8unnah 



yang dikembangkan oleh aka1 pikiran orang yang memenuhi syarat untuk 

berijtihad. Asas-asas h b  Islam itu banyak, disamping asas-asas yang berlaku 

urnurn, masing-masing bidang dan lapangan mernpunyai asasnya sendiri- 

sendiri.16' 

Asas-asas utarna h u b  Islam (yang berlaku secara m u m  meliputi 

semua bidang dm segda lapangan h u b  Islam) itu terdiiri sekurang-kurangnya 

atas tiga asas, yaitu; (a) asas keadilan, da lm al-qur'an surar an-Nisa' (4) ayat 

135 Allah memerintahkm agar manusia menegakkan keadilan, meqiadi saksi 

yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat, (b) asas 

kep- h-, dalam al-Qur'an sum? Bani Israil (17) ayat 15 yang artkya "... 

dan tidaklah karni menjatuhkan hukuman, kecuali setelah kami mengutus seorang 

Rasul untuk menjelaskan ( a t m  atau ancaman) h u b a n  itu . . .", dm (c) asas 

kemanfaatan, artinya dalarn melaksanakan asas keadilan dan asas kepastian 

hukum itu, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.169 

Di lapangan hukum perdata terdapat asas-asas hukum Islam yang 

menjadi tumpuan atau l m h  untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang, 

170 diantaranya adalah (1) asas kebolehan atau mubah, yang berarti segala bentuk 

hubungan perdata adalah boleh dilakukan, kecuali kalau ditentukan lain dalam al- 

Qur'an d m  as-Sunnah, (2) asas kernaslahatan hidup, yang berarti bahwa 

hubungan perdata apapun juga dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan 

kebaiksrn bagi icehidupan manusia pribadi dan masyarakat, kendatipun tidak ada 

 bid, ha]. 113. 
169- Sayuti Thalib, "Asas-asas H u h  Nasional yang Sejajar dengan Asas-asas Hukum 

Islam," Makalah &lam Seminar Asas-asas Hukum Nasional oleh BPHN, Departemen Kehakiman 
di Jakarta, 18 - 20 Januari 1989, hal. 3 - 8. 

170 Moharnmad Daud Ali, op. cit., dal. 1 18 - 124. 



ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah; (3) asas kebebasan dan 

kesukarelaan, yang berarti bahwa selama teks al-Qur'an dan S m a h  Nabi 

Muhammad tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak 

bebas mengatwnya atas dasar kesukarelaan masing-masing; (4) asas menolak 

mudharat dan mengambil manfaat, yang berarti hams dihindari segala sesuatu 

bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian dan mengembangkan 

hubungan perdata yang manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat; (6) asas 

kekeluargaan atau asas keh1naan yang sederajat; (7) asas adil dan berimbang; 

(9) asas mendahulukan kewajiban dari hak, (9) asas larangan merugikan diri 

sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat atau bertindak; (19) asas 

kebebasan berusaha; (1 1 )  asas mendapatkan hak karena usaha clan berusaha; (12) 

asas perlindungan hak; (13) asas hak milik berfUngsi social; (14) asas yang 

beriktikad baik hams dilindungi; (15) asas risiko dibebankan pada ham, tidak 

pada pekerja, (1 6)  asas mengatur dan mernberi petunjuk; dan (1 7 )  asas tertulis dan 

diucapkan di depan saksi. 

Di bawah ini akan disebutkan bebempa epistemologi dalam hukum 

Islam sebagai paradigma untuk menjawab perkernbangan masalah hukum dalarn 

dmamika kehidupan. Pernasalahan kehidupan terus berkembang (al-waqa'iq 

mutajaddidah) akan tetapi syari'ah itu terbatas (al-syari'ah mutahaddidah), 

demikian peratman penmdang-undangan yang merupakan sjtasyah wad'iyah, 

termasuk juga tiga kategori hukum Islam yang berlaku di masyarakat muslim 

Indonesia, bailc kategori hukum syiui'ah, fiki maupun siyasyuh ssr'iyclh terus 

tertinggal dengan pennasalahan kehidupan dan perubahan itu sendiri yang abadi. 



Melihat perrnasalahan yang dernikian ih, m h  dalam hukurn Islam 

terdapat 2 (dua) karakteristik, yaitu hukum Islam dengan karakteristik al-tsabat 

(tetap) dan hukum Islam dengan karakteristik al-tathawwur (dinamis). 

Karakterristik hukum Islam yang pertama dalam bidang ibadah maMhah, 

sedangkan karalcteristik h u b  Islam yang kedua adalah hukum dalam bidang 

mu'amalah. Hukum bidang mu7amalah inilah yang mengikuti asas terbuka, asas 

ibahah (boleh atau jaiz), yang berarti dalam bidang mu'amalah apa saja 

diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan Islam maupun nilai-nilai Islam. 

Dalam bidang mu7amalah ini sangat luas sekali baik dalam bidang hukurn perdata, 

pidana, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Seperti Hadits Nabi yang 

dinyatakan " 'antum a 'lamu bi umuuri dunyaakum " (kamu semuanya lebih 

mengetahui urusan duniamu) 

Hukum bidang mu'amalah lebih tehuka untuk dikernbangkan, 

sedangkan hukum ibadah adalah tertutup atau tetap (tsabat), dalam arti tidak 

boleh melakukan suatu ibadah kecuali ada aturan hukurn yang mengaturnya. 

Dalam bidang hukurn mu7amalah, di sini pentingnya al-ra'yu sebagai paradigma 

untuk menjawab pernasalahan hukum dengan menggunakan m h a j  (cam atau 

metode) via ijtihad yang selektif dan kreatif. 

Hukum bidang mu'amalah berkembang begitu pesat, untuk itu dapat 

dikatakan bahwa h u h  selalu ketinnggalan dengan suatu yang diaturnya Orang 

sudah terbiasa melihat hukurn yang sudah jadi, dan apabila terdapat kejadian atau 

kasus yang tidak ada landasan hukumnya baru bingung untuk mencari-cari 

landasan hukurn yang sudah ada. Bagairnana apabila terjadi suatu kejadian hukurn 



atau kasus yang tidak ada legalitasnya. Untuk itu perlu epistemologi sebagai 

paradigma untuk menjawab pernasalahan hukum dalam dinamika kehidupan, 

supaya tepat dalam memberikan putusan hukurn terhadap perkembangan hukum 

bidang muu 'artt~lbt tersebutt 

Di bawah ini akan disebutkan beberapa aspek epistemologi ushul $Rib 

yang layak untuk dikmbangkan sebagai metode untuk menjawah perkembangan 

hukum bidang mu'amalat tersebut di atas, yaitu:'71 Pertama, Kaidah ibahah 

(boleh). Segala sesuatu (di bidang rnu'amQlat) pada dasarnya adalah boleh (sah) 

selama tidak ada larangan. Hukum Islam &lam bidang mu 'amalat, sedikit sekali 

yang terinci yang dinilai qath 'i, sedangkan pada umumnya dikemukakan dalam 

31-Qur'an bersifat global, berupa prinsip-prinsip. global, bentpa p.rinsip-prin.sip 

dasar, kaidah-kaidah umum, dan bersifat terbuka untuk menerima berbagai 

penafsiran. Di antara prinsip-prinsip dasar yang diemukakan al-Qur7an seperti 

menegakkan keadilan, prinsip musyawarah, menghilangkan kesempitan dan 

menolak Remudharatan, memelibam hak-hak seseorang, menunaikan amanah, 

mengembalikan persoalan-persoalan nunit pada orang yang ahli. Kaidah di atas 

menunjukkan suatu nikmat yang amat besar yang diberikan Allah kepada hamba- 

Nya, dirnana dengan itu merasa lebih lapang untuk bergerak mengatur dii dalam 

sinar al-Qw'an, karena ketentuan-ketentwn tersebut ditarik dari petunjuk al- 

Qur'an. Dalam menghadapi masalah mu 'umalat yang serba kompleks dan bentuk- 

bentuk mu 'amalat baru yang tidak ada padanannya pa& masa q~ 'at d i e ,  

"' Satria Efendi M. Zein, "Pengkajian dan Pengembangan Metodologi Hukum Fikih Islam," 
Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, tanggal 16 - 
18 O k t o k  19.90, di Semarang, hal. 12 - 19. 



prinsip-prinsip umum yang dikemukakan di atas akan banyak mernbantu dalam 

pemecahannya. 

Kedua, Xbidah tahqieq al-manath, yaitu penelitian terhadap suatu 

masalah yang a h  ditentukan hukumnya dm mengetahui kesamaan dengan 

masalah yang dimaksud oleh al-Qur'an dan Hadits yang telah dijelaskan 

hukumnya dengan masalah yang dimaksud oleh al-Qur'an dan Hadits yang telah 

dijebskan hukumnya dalam sumber-sumber tersebut, atau mengetahui sejauh 

mana hubungannya dengan prinsip-prksip dan k.aidah-kaidah umum yang 

dijelaskan oleh wahyu, seperti diketahui menyimpulkan suatu maksud dari suatu 

ayat atau Hadits adalah suatu pernasalahan, sedangkan penempan kesimpulan itu 

kepada suatu masalah adalah pernasalahan lain. Dalam mengaitkan suatu hukum 

kepada suatu masalah memerlukan suatu ijtihad yang disebut: "tahqieq al- 

manath". Metode ini diperlukan dalam menghadapi behagai perubahan sosial dan 

agar dalam penmpan suatu ayat terhadap masalah baru, kandungan ayat perlu 

cliphami secara teliti mengenai makna atau tujuan mengapa ia disuruh dan 

dilarang sehiigga mendekati kepastian diketahui apa sebenarnya yang dimaksud 

suatu ayat. Maka para ulama sepakat apabila kajian hukurn bidang mu'amalah 

pa& umumnya adalah "ma'qulattd ma'm" (&pat dilacak makna atau illat 

hukumnya). Makna di sini adalah berupa illat efeRr$ yang ada pengaruhnya 

terhadap ada atau tidak adanya ilPat. Ilat yang efektif itu hanya didapati dalam 

bidang mu'amalah, tidak didapati dalam bidang ibadah mahdhah (ibadah murni). 

Kembali bidang mu'amalah, apabila makna atau iIimya diketahui, maka 

selanjutnya illat itu dijadikan ukuran &lam menilai suatu persoalan. 



Hukum akan selalu ikut bersama makna (illat) yang terkandung di 

dalamnya, bukan mengikuti bent& fmalnya. Eioleh jadi suatu masalah bila 

dilihat bentuk formalnya adalah sama dengan yang dimaksud dalarn sumber 

wahyu., tetapi bila dilihat nil6 atau semangat yang te,rkan.dung di &lamn.ya, bisa 

jadi antara keduanya berbeda. Maka ijtiihar tahqieq a l -math  adalah suatu 

peuelitian sampai dimma ada persamaan atau perbedaan antara kedua 

permasalahan bila ditinjau dari segi illat atau semangatnya. Hukurn dalam bidang 

kemas.yarakatan (mu 'urnalat) lebih di.titik bemtkan. p.a& nilai dan semangat dari 

suatu perintah atau larangan , selama inti persoalannya dapat dilacak dan itulah 

yang dijadikan ukwan, Untuk itu bahwa bidang kajian tahqieq al-mmth adalah 

inti makna persoalan. Hukurn akan selalu dikaitkan dengan inti dimana hukum 

di landaskan. 

Ketiga, kaidah istihsan. Merupakan jalan untuk keluar dari suatu 

kondisi, d ' i a  jika ketentuan umum atau kesimpulan qjlas ditetapkan, bisa 

menggoncang prinsip atau kaidak syari'ah lain yang lebih utarna untuk dipelihara. 

Qiyas dm kaidah-kaidah hukum yang bemifat umum dapat diterapkan, selama 

dapat men* tujuan tersebut dan tidak berbenturan dengan suatu kepentingan 

yang lebih utarna untuk dipelihara. Apabila behntwan dengan suatu kepentingan 

yang juga hams diwujudkan dan dipelihara dalarn syari'ah, maka ia ditinggalkkan, 

dan untuk jalan k e l m y a  metode isti'hsan difimgsikan. Jadi metode istihsan 

berfhgsi sebagai jalan k e l w  penerapan kaidah umurn dan metode qiyas. Sebagai 

cantah adatah "akud salam" yang mempakan s.wtu bentuk pengecualian dari 

ketentuan yang berlaku secara mum karena pertimbangan kepentingan. Dengan 



istihsan di sini, walaupun k e l w  dari ketentuan umum, namun ia termasuk ke 

dalam ketmtuan mum yang lain, yaitu mengangkat kesulitan dan mewujudkan 

kemudahan. 

Keempat, hi&h ta'wil yaitu memalingkan arti suatu lafaz atau suatu 

redaksi dari arti yang hakiki atau yang dapat ditangkap oleh pemahaman menurut 

bahasa, kepada arti yang majazi. Metode ta'wil amat berfhgsi dalam 

pembentukan dm pengembangan hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan, selama 

ada indikasi yang mendukung untuk memalingkan arti tersebut. Metode ini amat 

ampuh, selama dipahami bahwa ayat-ayat hukum dalam al-Qur 'an, sedikit sekali 

lafaz atau redaksinya yang bersifat pasti (qath'i) menunjuk suatu makna Lafaz- 

lafaz atau redaksi yang tidak pasti (dhanrry) adalah menjadi lapangan yang amat 

memungkinkan untuk menerapkan taRwil, selama didukung oleh indikasi yang 

menghendaki untuk itu. Ta'wil apabila diartikan sewa luas, mencakup pertama, 

memalingkan arti l a k  atau redaksi dari arti yang kakiki kepacb arti yang majazi, 

dan kedua, mengandung pengertian penafsiran lafaz atau redaksi yang sifatnya 

terbuka untuk menerirna berbagai penafsiran. 

Kelima, kaidah ta'wil a1 - ilmi. Dalam khasanah ilmu-ilmu al-qur'an 

(ulum al-Qur 'an) a& dua cara untuk memahami al-qur'an, yaitu tafsir dan ta 'wil. 

Tafsir dikenal sebagai cara untuk memahami bahasa, konteks dan pesan-pesan 

moral yang terkandung dalam teks atau nash kitab suci. Di sini teks dijadikan 

"subyek". Dalam tulisan ini paradigma tersebut dikategorikan sebagai penafsiran 

yang mengandung epistimalagi bayani. Sedangkan ta'wil adalah cam untwk 

memahami teks dengan menjadikan teks dan Aebih tepat disebut pemaharnan, 



pemaknaan dan interpretmi terhadap t e h  sebagai 'jobyek kajian. Pendekatan 

ta'wil al-ilmi, sebagai metode ta$ir alternative terhadap t e h  menggunakan jalur 

lingkar henneneutik yang mendiologkan secara sungguh-sungguh antara 

paradigma epistemakagi bayani (tekstual), paradigma episternakogi b u r h i  

(rasional) clan paradigma epistemologi i$mi (spiritualitai) dalam suatu gerak 

putar yang saling mengontrol, mengkritik, memperbaiki dan menyempurnakim 

k e h g a n  yang melekat pada asing-masing paradigma, berdiri sendiri-sendiri, 

terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pesan kemanusiaan dan keadilan yang 

melekat dalam al-qur'an yang sering disebut dengan istilah "rahmatan li al- 

'alamin" (universal) hanya dapat dipahami dengan baik jika para penafsir kitab 

suci memahami adanya tiga paradigma epistemologi tersebut.17' 

Filsafat yang dikembangkandi dunia Barat seperti rasionalisme, 

empirisme dan pragmatisme, tidak cocok untuk dijadikan kerangka teori dan 

analisis terhadap pasang surut dan perkembangan Islamic studies (termasuk studi 

h.ykum Islam). Perdebatan, pergumulan d m  perhatian epis~emologi Iceilmm. di 

Barat tersebut lebih terletak pada wilayah natural science dan bukannya pada 

wilayah humanities dan social science. Untuk itu, diperlukan perangkat kerangka 

analisis epistemologi yang khas untuk pemikiran fblarn, yakni dengan 

epistemologi bayani, b u r h i  dun ir$k~i.'~~ Episternologi harus pas dan sesuai 

dengan obyek yang dikaji. Kerangka teori, metode dan epistemologi yang 

digunakan dapat diubah sesuai dengan obyek dan kandisi kajiannya. Kerangka 

M. Amin Abdullah, Epistemologi Ilmu Agama Islam &lam Khasanah Perkembangan 
Epistemologi IImu Pengetahan Modem, Disampaikan Dalam Kuliah Umum Program Doktor (S- 
3) Ilmu Hukurn Uninersitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 21 September 2002, hal. 1-21 

I n  ib id,  hal. 15. 



teoritik yang digunakan .Fazlul- Rahrnan menganggap bahwa tidak lagi cwkup 

memadai untuk menggunakan teori f i  atau ushul $kih yang biasa sangat 

popular di kalangan ushuliyyun dan fiqaha ' yaitu "qathijyat " dan "dhannjyal " 

dan "legal spesifiR9' dalam al-QurYan. Muhammad Arkoun mempertanyakan 

menghilangnya dimensi "tarikhjyat " (historisitas) dari keilmuan fikih dan 

kaIam. Ia mempertanyakan teori yang dipergunakan dan disusun beberapa abad 

yang lalu untuk diajarkan terus menerus pada era sekarang sudah dipermasalakan 

dan tantangan m a n  terus menerus berubah tidak lagi seperti sedia kala, yang ia 

berpendapat sebagai berik~t.''~ Para ahli fikih (hukum Islam) yang sekaligus 

teolog (mutakallimun) tidak mengetahui ha1 itu. Mereka mempraktikkan jenis 

interpretasi terbatas dan membuat metodologi tertentu, yaitu fikih dan perundang- 

undangan. Hal ini mengubah diskursus al-qur'an yang mempunyai makna mitis - 

majazi, yang terbuka bagi sebagian makna dan pengertian, menjadi diskursus 

yang baku dan kaku, telah menyebabkan diabaikannya historitas norma-norma 

etika keagamaan dan hukum-hukum fikih. Jadilah norma-norma dan hukum- 

hukum fikih berada di lw sejarah sosial, menjadi suci, tidak boleh disentuh dan 

didiskusi.kan. Para ahli fikih telah mengobah fenomena-fenomena sosic! histories 

yang temporal d a .  bersifat kekinian menjadi semacam ukuran-ukuran ideal dan 

hukum transcendental yang suci, yang tidak dapat diubah dan diganti. 

Keenam, hidah magashid aI-syari'ah (tujuan hukum). Dalarn kajian 

filsafat hukurn Islam tidak clapat dilepskan dari aspek aksialogi. Setiap hukum 

yang ditetapkan oleh Syari' (Allah) pasti mernpunyai tujuan, yang secara umum 

Ibid., hal. 5 - 6. 



tujuan hukum Islam yaitu, '2albu al- rn&I&-wa al-hr 'u al- mafasid" 

(mendatangkan kebaikan dan menolak kebunrkan). Yang menjadi masalah adalah 

bagaimana memahami dan mengaplikasikan dalam menjawab masalah hukum 

dalam praktii hi memerlukan ijtihad dalam upaya mempraktikkannya dalam 

icehidupan dan pelaksanaan hkurn. Malcna ijtihad adalah pengerahan kesungguhan 

dengan upaya yang optimal dalam menggali hukurn syara'. Menurut at-Syatibi, 

ijtihad itu dari segi proses kerjanya dapat dibagi kepada dua bent& yaitu: ijtihad 

istinbati, yaitu upaya untuk meneliti illat yang terkandung oleh m h ,  dan (2) 

ijtihad t d i q i ,  yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukurn hendak 

diidentifikasikan dan diterapkan sesuai dengan ide yang terkandung oleh mh.175 

Dalam ijihad istinbati, seorang mujtahid memfokuskan perhatiannya pada upaya 

penggalian ide-ide yang d i d u n g  oleh m h  yang abstrak. Sedangkan dalarn 

ijtihad tatbiqi, seorang mujtahid bexupaya untuk menerapkan ide-ide yang abstrak 

tadi kepada permasatahan-pernasalahan hukum yang kongkrit. Jadi obyek kajian 

ijtihad istinbati adalah nash, sedangkan obyek kajian ijtihad tatbiqi adalah 

manusia (sebagai pelaku hukum) dengan dinamika perubahan clan perkembangan 

yang diaiamhya. 

Antara ijtihad istinbati dan gtihad tatbiqi memiliki .hubungan yang 

saling memerlukan. Dalam melaksanakan ijtihad tatbiqi, ijtihad istinbati 

memegang peranan yang sangat penting, karena pengetahuan akan esensi clan ide 

umum suatu nash, tetap menjadi tolok ukur dalam penerapan hukum. Kekeliruan 

Asfari Jaya Bakti, Konsep Miuphid al-@ariVah M e m r  al-@atibi a h  Relevaminya 
dengan Ijrihad Hukum Dewasa ini, Disertasi Pmgrarn Pascasarjana IIN Syarif Hidayatullah, 
Jakarta, Tahun 1994, hal. 176-177. 



dalam penetapan ide ayat akan melahirkan kekeliian pula &lam menilai 

masalah-masatah baru dan penerapan hukumnya. 

Upaya penggalian hukum syara' itu akan berhasil, apabila seorang 

mujtahid dapat memahami rnaqashid al-syari'ah. Untuk itu menurut ai-Syatibi, 

derajat ijtihad bisa dicapai apabila seorang memililci 2 (dua) kriteria, 

yaitu:176Pertama, dapat memahami maqashid al-syari'ah seccara sempma, 

apabila seeorang mampu memahami maqashid al-syari'ah dengan segala 

persoalan dan ~c iannya ,  berarti ia telah sampai pada tingkat pemahaman 

khalifah-lchalifat Nabi dalam mengajar, berfatwa dan menetapkan hukum sesuai 

hukum yang d i d  Allah SWT., dan kedua, kemampuan untuk men& 

kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman maqashid al-syari'ah 

itu adalah dengan bantuan bahasa Arab, al-Qur'an dan Sunnah. Untuk itu &pat 

dikatakan bahwa ijtihad dapat dilakukan dan berhasil apabila seorang dapat 

memahami maqashid al-syarian'ah dengan seinpurna, dan maqashid al-syari'ah 

dapat dipahami apabila seorang mempunyai kemampuan menguasai bahasa Arab, 

al-Qur'an dan as-Sunnah. 

Bertitik tolak dari obyek ijtihad itu, ada dua corak penalaran yang perlu 

dikemukakan dalam penerapan maqashid al-syari'ah. Dalam dua corak itu 

terdapat metode-metode ijtihad yang perlu dikembangkan. Kedua itu adalah, 

Corak penalman ta'lili dan corak penalman i~t is lahi . '~~ Pertama, corak 

penalarun ta 'lili adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada ,penemuan 

illah-illah hukum yang terdapat dalam suatu nash. Atas d a m  illah yang 

'76 Ibid, hal. 180-181. 
'77 Ibid., hal. 184-2 18. 



terkandung dalam suatu nash, pmasalahan-pemfithstn .-hukum yang muncul 

cliupayakan aleh muitdid pemecahmya melalui p e n a l p  ~ rhadap  illah yang 

ada dalam nash tersebut. Corak penalaran ta'lili ini adalah dalam bentuk metode 

qiyas: clan istihsan dan corak penalaran istislahi itu berkaitan dengan metode al- 

masalih al-mursalah dan al-zari 'ah. 

IMam penggalian hukum melalui c o d  ta'lili dengan metode qiyas, 

tidak dapat dilepaskan dari &n qiyas, yaitu: Pertama, hukum asal, yairu 

peristiwa yang s.udah ada hukum mhnya, kedua, berupa hukum cabang, yaitu 

peristiwa yang tidak ada nashnya, ketiga, yaitu 'illah, yaitu suatu sifat yang 

terdapat pada peristiwa asal, dan keempat, yaitu sifat yang ada pada asal ini 

melahirkan suatu keputusan hukum yang dicari. Proses qiyas yang benar sebagai 

pikiran aka1 sehat, harus. tidak bertentangan dengan rnaqmhid al-syari 'ah bahkan 

selalu berusaha merealisasikan maqmhid al-syari'ah itu dan 'illah yang menjadi 

fakus qiyas merupakan bagian dari maqmhid al-symiyah itu. I)engan clemikian 

dapat dikatakan bahwa qiyas sebagai istinbat ta'lili merupakan upaya nalar yang 

memiliki kedekatan dengan nush. Qjas  sebagai penalaran ta 'Mi hams senantiasa 

dipertajam dengan pertimbangan maqashid al-syari'ah baik yang berkaitan 

dengan kemasyarakatan, ekonomi, politik dan moral. Pertimbangan maqashid al- 

syari'ah menjadikan metode qiyas lebih dinarnis sebagai solusi pemecahan 

permasalahan-pennasalahan hukum. 

Dalam penggalian hukurn melalui penalaran ta'lili dengan metode 

istihsan, dalam kaitan dengan ini, pemaknaan istihsan adalah menganggap baik 

terhadap sesuatu. Menurut Abdul Wahab Khalaf, istihsan adalah pindahnya 



pemikiran seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (jelas) kepada qiyas khaji 

(kutang jelas) atau dalil hlli (mum) kepada ketentuq hukurn takhsis (khusus) 

atas dasar adanya dalil yang memungkinkan perpindahan  it^."^ Dalam kenyataan 

ketentuan yang berlaku umum sering sulit untuk diterapkan sepenuhnya. 

Perbentwan antara penerapan ketentuan umum dengan upaya menghilangkan 

kesulitan, mengharuskan upaya menghilangkan kesulitan lebih diutarnakan karena 

mempakan prinsip-prinsip syari'ah, sekaligus. merupakan dalil yang lebii kuat 

apabila dibandingkan dengan keharusan mengikuti persyamtan dan ketentuan 

umum. Istihsan hams selalu diorientasikan kepada usaha mewujudkan maqashid 

al-syan"ah, serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan 

hukum, yang disebut "al-war Ji al-ma 'alat ". 

Yang kedua, corak penalaran istislahi, yang di dalamnya mengandung . 

dua metode penalaran, yaitu masalih al-mursalah dan d-zari 'ah sebagai metvde 

ijtihad dalam upaya mengungkap maqashid al-syari'ah yang dituju. Masiahah 

dalam pengertian istilah adalah manfiat yang dikernukakan oleh Syari'(Al1ah) 

dalam menetapkan hukurn untuk hambanya dalam usaha memeliham agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta (al-mashalih a l - h u h ) .  Untuk itu bahwa dalam 

hukum Islam terdapat keistemewaan, sebagai berik~t:"~ (1) pengatuh 

kemaslahatan hukum Islam tidak terbatas waktu di dunia, tetapi juga memberi 

pengaruh pada kehidupan akhirat, ha1 ini disebabkan oleh karena syari'at Islam itu 

sendiri diciptakan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, (2) kemaslahatan yang 

dikandung dalam h k u m  Islam, tidak saja berdirnensi mcuidi (materi) akan tetapi 

lT8 Ibid., hal. 194. 
lT9 Ibid., hal. 200 - 201. 



juga ruhi (irnmateri) terhadap manusia, dan (3) dalam hukurn Islam, kemaslahatan 

agama merupakan dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Ini 

mengandung arti apabila w a d i  pertentangan antara kemaslahatan yang lain 

dengan kemaslahatan agama, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikorbankan. 

Maslahat yang tidak ada legalitasnya khusus dalam nash disebut 

maslahat 4-mursalah atau nzasalih al-nzursalah. Mursalah artinya lepas dari 

petunjuk nash secara khusus. Berkaitan maqashid al-syariYah dengan corak 

penalaran masalih al-mursalah, bahwa setiap kemaslahatan yang tidak 

ditunjukkan oleh nash secara khusus, akan tetapi ha1 itu sesuai dengan tindakan 

w a y ,  maka maslahat seperti itu dapat menjadi dasar h u h  dan sebagai 

pengembangan hukurn dalam bidang mu'amalah. 

Metode kedua dari corak penalmn istislahi yang perlu dikembangkan 

adalah al-zari'ah, yang b e d  jalan yang menyampaikan kepada sesuatu atau 

jalan yang menyampaikan atau mernbawa kepada kehanrsan atau kehalalan. 

Ulama ushul fikih membagi al-zari'ah itu pada dua bentuk, yaitu ( 1 )  farh al- 

zari'ah, yakni membuka jalan atau wadah yang dapat membawa kepada suatu 

kemaslahatan, dan (2) sad al-zari 'ah, yaitu menutup atau mengharnbat jalan atau 

wadah ymg dapat diduga membawa kerusakan atau t l~7fsadat .~~~ Al-zan"ah 

adalah metode ijtihad yang meletakkan penekanan pada dampak suatu tindakan 

(al-mar 3 al-ma'alat). Dalam kaitan al-mar$ al-rna'alat ini ada dua bentuk 

perbuatan seorang mukallqfyang memiliki potensi maslahai, oleh karena terdapat 

si&t positif tersebut, maka perbuatan tersebut dianjurkan oleh Syari'. Kedua, 

lS0 ibid, hal. 214. 



perbuatan mukallaf yang mengandung potensi mafsaciht, karena terdapat sifat 

negatif, maka maka perbuatan tersebut dilarang oleh Syari '. 

Perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia karena adanya 

tantangan kemajuan m a n  yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan. Hukum 

Islam (fikih) mengalami proses irelevansi secara berangsur-angsur, walaupun 

&lam praktek ti& lagi berperan secara penuh dan menyeluruh, hukurn Islam 

masih memiliki arti besar bagi kehidupan para pemeluknya, karena, Ia turut 

menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan mereka, kedua, dengan melalui 

proses yang berlangsung lama, banyak keputusan hukum (bahkan unsur-unsur 

yurisprudensi) dari hukum Islam telah diserap dan menjadi bagian hukum positif 

yang berlaku, dan ketiga, dengan masih adanya golongan-golonggan yang 

memilii aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri, penerapan 

. . 
hukum Islam s s m a  pen& masih menjadi slogan pe r jugan  yang memiliki 

appeal cukup besar, dan dengan demikian ia menjadi bagian dari manifestasi 

kenegaraan Islam yang masih harus ditegakkan di masa depan, betapa jauhnyapun 

masa depan itu sendiri berada &lam perspektif sejarah. 

Di samping itu, hukwn Islam masih memiliki peranan cukup besar 

dalam kehidupan bangsa Indonesia, peran yang dinamis bukan peran yang statis. 

Hukum Isiam dapat berperan banyak sesuai dengan sifat kedinarnisan itu, 

sehingga ia tidak kehilangan relevansinya dengan perkembangan kehidupan di 

sekitarnya. Untuk mempuleh relevansi tersebut, hdcum I s h  harus mampu 

mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, di antaranya dengan mampu 

!8' A b d w  Wahid, Menjadih Hukum Islam sebagai Penunjang Pernbangunan, op. 
ciL, hal. 4 - 6. 



menjadikan dirinya penunjang perkembangan hukum nasional di alam 

pcmbangunan init w a d  dininamis ini dapat dimi1ik.i jika hukum Islam 

meletakkan titik berat perhatiannya pada soal-soal duniawi yang menggulati 

kehidupan bangsa kita dewasa ini, dan memberikan p e m d m  bagi persoa1.m- 

persoalan hidup aktual yang dihadapi pada masa kini. Ia hams memiliki 

pendekatan multidimensianal kepada Irehidupan dan tidak hanya terikat pada 

ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama, dengan demikian 

memungkinkan hukum Islam memilii peran aktif dalarn mengisi pembangunan 

dengan sumbangan yang nyata. 

Untuk bisa menjadikan hukum Islam sebagai pengisi pembangman di 

atas, hams memahami terlebih dahuli cirri-ciri utama hukum Islam dewasa ini, 

yaitu:'82 Pertama, keterlepasan hukum Islam dalam perspektif sejarah. Hukum 

dalam teori Islam klasik, adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan, sebuah sistem 

yang disususun secara ketuhman, mendahului dan tidak didahdui oleh Negm 

Islam, menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam. Hukurn Islam 

berkernbang dalam sebuah proses yang dalam dirinya sendiri memiliki pretense 

kesejarahan, ia berkembang di luar perkembangan sejarah, Kedua, keterikatan 

hukum Islam kepada landasan penafsiran harfiah bahasa Arab atas kehenldak 

Tuhan, yang dikenal sebagai nash baik yang berbentuk ayat al-Qur'an maupun 

Hadits, dan pada akhirnya meniadakan kemungkinan pengembangan pola 

deversifikasi dan multi dimensional hukum Islam, dan ketiga, ketiadaan autoritas 

tunggal yang mampu meratakan keputusan-keputusan hukumnya di masyardat. 



Walaupun telah ada pranata fatwa dengan segenap kelengkapannya, keputusan 

hukumflya m.wih bemrak pribadi slebagai -pendapat perseomgan (faqjh). 

Keputusan hukum mereka jarang menunjukkan kesepakatan pendapat, dan 

senantiasa a& altarnatif tefiadap setiap keputusan hukum yang diberikan, 

Setelah dketahui ciriciri utama keadaan hukum Islam dewasa ini, 

tampak dengan nyata di mana letak hambatan yang tidak mernungki&amy,a 

mengambil peran positif dan dinamis dalam pembinaan hukum nasional. Dengan 

mengetahui telak hambatan-hambatan itu, dapatlah d k u s k a n  di sini garis besar 

upaya untuk mengatasinya, yaitu:'83 Pertama, hams ada kesediaan para jurist 

muslim sendiri untuk memberikan batasan atas luas lingkup daearah kehidupan 

yang dijangkau oleh hukum Islam meliputi semua bidang kehidupan, tetapi 

perkembangan sejarah menunjukkan penciutan bidang-bidang itu secara 

berangsur-angsur. Kalau ingin menjadikan hukum Islam sebagai bagian .&ri 

hukurn nasional, sudah tentu juga harus ditentukaa skala pioritas penggarapannya 

yang realistis. Pemberian batasan atas bidang penggarapan hukum Islam ini h m s  

diikuti oleh upaya untuk memuskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan 

h u h  agama yang lebih mencerminkan kebutuhan masa kini, Kedw, 

Pertimbangan-pertimbangan manusia harus memperoleh tempat yang layak. 

Bahkan titik berat proses pengambilan keputusan hukum hams ditujukan kepada 

integrasi pertimbangan manusiawi ini ke dalam pranata yurisprudensi. Untuk itu, 

&lam jangka panjang harus ditinjau kemungkinan penyusunan seblrah sis- 

'83 Ibid, ha]. 12-14. 



yurisprudensi yang lebii berantisipasi kepada kemungkinan-kemungkinan hidup 

masa mendatang. 

Perkembangan pemikim hukum Islam (fikih) yang lain di Indonesia 

adalah bagaimana menjadikan fikih slebagai pemikiran soid yang idhamis, yang 

disebut %kih sosial - kontekstual". Concern utarnanya adalah bagaimana fikih 

tetap mempunyai ketdmitan dinamis dengan kondisi sosial yang taus berub.&. 

Kaitan dengan ini, berupaya menggali fikih sosial dari pergulatan nyata antara 

"kebenaran agama" clan "realitas sosial" yang senantiasa timpang. Fikih selalu 

mempunyai konteks clan realitas yang bersifat d inami~. '~~ Kesadaran demikianlah 

yang mengilharni dan mendorong perubahan orientasi bgrmazhab dari mazhab $ 

al-qaul menjadi mazhab$ al-manhuj. 

Fikih adalah hail  ijtihad berdasarkan pertirnbangan kejadian-kejadian 

aktual (wagi'jyah), karena itu kalau fikih erasing dengan lingkungan sosi.ahy.a 

sebenarnaya bertentangan dengan karakter fkih itu sendiri. Meskipun demikian, 

pemahaman kontekstual tidak selalu berarti membuang seluruh khasanah dan 

tradisi fiRih yang digagas para ulama masa lampau sebagai salah satu sumber 

inspimi untuk menjawab gejolak zaman yang selalu berubah, 

Penyikapan mat  Islam terhadap kitab fikih yang "terlalu tekstua17', ha1 

h i  menyebabkan fikih tidak dapat "berdialog" dengan realitas sosial. Penerapan 

harfiyah kitab-kitab klasik otoritatif hendaknya dikaji dalam konteks sosial dan 

histurisnya. Penghiidaran pajumpaan dengan realitas sosial aka- membwt 

agama akan stagnan dan kehilangan relevansi kemanusiaannya. Jalan lain yang 

'" Huzaimah TY dan Hasmuddin, "Mwjadikan Fikih sebagai Pemikiran Sosial yang 
Dinamis," di dalarn Asmri S. Karni dan Abdul Wasik, Pandic UIama Ayomi Umat, Kiprah social 
70 Tahun Kiai Sahal, Cet. 1 (Majelis Ulama Indonesia, 2007), hal. 79-80. 



harus dirombak "doktrin dan tradisi" yang terjadi selama ini diperlukan ''tajdid' 

(pembaharuan). Telah menjadi diktum, bahwa tajdid mempunyai wilayah yang 

sangat terbatas, artinya kualitas tajdid mesti dinilai dari konteks historitas dan 

lokal i ta~n~a. '~~ 

Penerapan hukum Islam terhadap situasi yang beraneka ragam, baik 

&tam ad masa maupun &lam arti tempat, membutuhkan fleksibilitas hukum 

Islam itu sendiri. Para ulama sepakat bahwa hukum itu berubah karena perubahan 

waktu, tempat, keadaan, adat dan niyat. Prinsip ini berlaku &lam bidang hukum 

yang mengatur hubungan antar manusia yang bersifat ijtihadiyah. Kaidah h u b  

tersebut didasarkan atas, '%(I) adanya atwan-aturan ruRhshh dalam syari'ah 

Islamiyah, (2) berlakunya h u b  Islam tergantung pada illat-nya, s e m i  kaidah 

hukurn yang dinyatakan "hukum itu terkait dengan ada atau tidakadanya 'iilat 

hukum". Keberadaan 'iilat hukum merupakan persyaratan untuk berlakunya 

hukum, dan ini pula yang dijadikan alasan sebagian penguasa di dunia Islam 

untuk mengeluarkan peraturan-peratman yang diperlukan &lam siyasah 

gur'ijyah, (3) apabila hukum diterapkan dengan mempertimbanghn adat, dan 

adat temebut berubah, maka perubahan hukumpun berubah sesuai perubahan adat, 

dan (4) penerapan kernaslahatan umum dapat krbeda sesuai dengan perbdaan 

waktu dan tempat. 

Sumanto Al Qurtuby, "Karakteristik Pemikiran Hukum KH. MA. Sahal Mahfbdh" di 
dalam Asrori S. Kami dan Abdul Wasik, Pandu Ulama Ayomi Umat, Kiprah Sosial70 Tahun Kiai 
Sahal, Bid, hal. 97 - 99. 

A. Djazuli, Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia, dalam Juhaya S. 
Praja, Hukum Islam di Indonesia. PemiRirm dan PraRreK, (Bandung:PT. Rernaja Rosda Karya, 
1991), bal. 256257. 



Pengembangan hukum Islam perlu dengan melihat kebutuhan 

m a s y d t  tentang h W  mass ~ek-g baik melalui fmdi maupun 

ijtihad jama'i. Dalam penerapan hukum Islam bersifat sangat fleksibel dan 

mempunyai kelenturan dengan tetap tidak mengorbankan identitasnya. Kelenturan 

tersebut akan tetap bertahan apabila kita,18' (1) berorientasi pada maqashid al- 

syari'ah, (2) mempertimbangkan azimah dan ruKhshah, (3) memperhatikan 

adanya qawa'id al-$qhiyyah, (4) mempertimbangkan m l a h a h  dan adah yang 

memenuhi syarat yang akan menambah daya terhadap dinamika hukum Islam, (5) 

memperhatikan adanya sejurnlah metode ijtihad untuk masalah yang belum 

dibahas para ulama masa lalu, dan (6) memperhatikan penerapan sistern 

mllsyawarah sebagai wujud kebersamaan d i a n a  pertimbangan manusia 

mendapat tempat yang layak. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut yang 

dioreintasikan pada masalah-masalah dunia s e h g ,  hukum Islam diharsrpkan 

mampu membuktikan dirinya sebagai rahmatan li al-'alammin di dalam 

kenyataannya. 

2. 3 Pembaharuan Hukum Islam dan Perwujadannya dalam Peraturan 

Pemdaw-unda!!gr!n @ .Lndoneia 

Hukum Islam sebagai suatu pranata sosial memiliki dua fungsi, pertama 

sebagai kontrol sosial, dan kedua sebagai nilai barn dan proses perubahan sosial. 

Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai blue-print atau cetak biru 

'*' /bid, hal. 259. 



Tuhan yang selain sebagai Kontrol sosial juga sekaligus sebagai social 

kedua, hukum merupakan produks sejarah yang dalarn batas-batas tertentu 

diletakkan sebagai justifrkasi terhadap tuntutan perubahan sasiai, budaya dan 

politik.. Oleh karena itu, dalam konteks hi,  hukum Islam dituntut akamodatif 

terhadap perswlan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasatnya. h n a  itu 

apabila para pemikir hukum tidak memilki kesanggupan atau keberanian untuk 

merefbrmasi dan mengantisipasi setiap persoaim yang muncui daiam masyarakat 

dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukurn Islam akan kehilangan 

aktuali@sr!ya. ' 88 

Perubahan keadaan dan situasi membawa perubahan dalam cara berpikir 

ahfi hukum, dan berubah pula cara menginterpretasikan kehendak Tuhan &am 

memformulasikan dalam peraturan hukum. Kehendak Tuhan tentang tingkah laku 

manusia meliputi semua bidang kehidupan baik yang berhubungan antara 

manusia dengan Tuhan yang disebut hukum ibadah, maupun yang menyangkut 

hubungan mmusia dengan manusia lainnya yang disebut hukum mu'amalah. 

Adapun bidang ibadah terutama yang hanya menyangkut hubungan 

pribadi dengan Tuhan, maka tidak ada perubahan pemikiran tentang.itu, h e n a  

semuanya didasarkan atas suatu dogma yang tidak dimasuki oleh aka1 manusia 

ymg disebut syari'ah, merupakan al-nushush d-muq&ah (d yang suci) 

bersifit ta 'abbudy dan ghairu ta 'aqqul al-ma ha. Reformulasi didahului oleh 

interpretasi krhadap kks kehendak Tuhan. Interpretasi hanya berlaku terhadap 

lg8 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, Cet  
1,2001), hal. 98-99. 



ayat Tuhan yang tidak qath'i penunjukannya terhadap hukurn dan diturunkan 

dalam bentuk tidak terurai. Tentang Sunnah, reinterpretasi akan berlah tehadap 

Sunnah yang autensitasnya duagukan. Begitu pula terhadap Sunnah yang sudah 

diakui autensitasnya tetapi penunjukannya terhadap hukum belum tegas.lg9 

Pemikiran h u h  Islam di kalangan ulama Indonesia cukup berkembang 

sejalan dengan perkembangan pemikiran bukum Islam di kalangan ulama di 

negara-negara muslirn lainnya. Dalam hal-ha1 yang pernah ditetapkan dalam 

kitab-kitab fikih oleh mujtahid terdahulu, ulama Indonesia menerima usaha 

reinterpretasi dalam rangka reaktualisasi hukurn Islam sejauh masih berada dalam 

lingkup hukum yang tidak didasarkan kepada dalil yang s b i h  dm qath'i dan 

berada di luar ibadah &lam arti khusus. Terhadap kejadian yang baru muncul 

dalam kehidupan sosial urnat Islam, ulama Indonesia cukup tanggap dalam 

menghadapinya dan selalu memberikan jawaban filcih dengan berpedoman kepada 

pertimbangan maslahat clan rn~dharat.'~~ 

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam faktuahya tidak dapat 

terlepas dari pengaruh hltural, politik dan st~ktural.'~' Kultur dalam masyarakat 

akan berpengatuh terhadap sistem yang ada dalam masyarakat tersebut. 

Demikimpun hulrum yang berlaku di masyarakat akan dipengaruhi budaya 

masyarakat tersebut, termasuk hukurn Islam di Indonesia, karena mayoritas 

penduduk Indonesia beragama Islam, tentu akan mempengaruhi hukumnya, 

termasuk hukurn Islam. Di dalam masyarakat inilah Islam memperkenalkan tardisi 

'" Amir Syarifuddi Pembaharuan Pemikiran &lam Hukum Islam, (Padang: Angkasa 
Raya, Cet. 2,1993), hal. 110. 

I b i ~ ,  hal. 137. 
19' Muhsin, Mma Depan Huhm Islam di Indonesia, ( Jakarta: Penerbit IBLAM, Cet. 1, 

2004), hal. 26. 



hukurn baru di Indonesia. la menawarkan dasardasar prilaku sosial baru yang 

lebih m a  rata dibmding sebelumnya. Juga mengembmgkan k~nsepsi b m  

hukum untuk Indonesia dan telah mengubah ikatan kesukuan dan kedaerahan 

menjadi ikatan universal. Apalagi hukum Islam bersifat elastis, memperhatikan 

berbagai segi kehidupan clan tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan 

m a n a b .  Elastis di sini bukan benuti Slukum Islam bisa menjutifikasi apa saja, 

akan tetapi keberadaan ijtihad di dalam hukurn Islam merupakan suatu jaminan 

pasti, bahwa hukum Islam akan senantiasa krsikap antisipatif terhadap 

perkembangan sosial. Dalarn perkembangan berikutnya hukum Islam memberikan 

andil yang culcup bmar bagi pembangunan h u h  nas i~na l . '~~  

Pengaruh politik kenegaraan terhadap hukum Islam sangat signifikan, 

banyak perundang-undangan yang berlebel Islam, karena ini terjadi adanya 

hubungan kerjasama antara ulama' dengan umara' dalarn menjalankan fungsi 

masing-masing. Ulama m e l m  fungsi ijtihad baik fardhi (iidividu) 

maupun ijtihad jama'i (kolektif) dan hasil ijtihad ulama ' ini disebut fikih. Hasil 

Qtihad tersebut disumbangkan kepada umara' (legislatif dan eksekutif) yang 

mempunyai h g s i  menetapkan undang-undang, menegakkannya serta 

menjalankan ekxkusi (melaksanakan putusan hukum) sampai pada memberikan 

sanksi kepada pelanggar hukurn. Hasil ijtihad hukum ulama' yang disumbangkan 

kepada umara' merupakan s&asah mlitik hukum) untuk melindungi dan 

mengatur kemaslahatan mum.  

Ibid., hal. 27. 



Politik suatu pemerintahan sangat berpengaruh terhadap semua 

k e b i j h  yang ada, temasuk kebijakan pemdang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan kemajemukan 

tatanan hukum pemerintah mempunyai political will, karena itu kemudian mulai 

bermunculan produk perundang-undangan yang mengakomodir hukum Islam, 

babkan menjadi bahan baku pementukan h u b  nasional. Transformasi hukum 

Islam ke &lam perundang-undangan hukurn nasional, disamping berupa 

perundang-undangan juga asas-asas hukurn Islam banyak yang terserap dalam 

hukum nasional. Suatu kenyataan yang akan memberikan prospek ke depan lebih 

baik, dimana hukwn Islam akan menjadi inspimi utama dalam pmbangunan 

hukum nasional.lg3 

Proses politik suatu negara akan menghasilkan banyak kebijakan, di 

antaranya adalah perundang-undangan. Perundang-undangan yang merupakan 

produk hukum in abstract0 memerlukan komponen lain yang akan 

menjadikannya ke dalarn bentuk in concreta, yang memerlukan instrument 

sguktural yang mengejawantahnya di tengah masyarakat. Dari sini kemudian 

muncul institusi atau lembaga yang melahirkan paundang-undangan atau 

peraturan-peraturan yang menyentub langsung kepada masyarakat. Seperti 

Departemen Hukum clan HAM, Departemen Agama, Mahkamah Agung yang 

banyak mempengaruhi proses berkembangnya hukum Islam di Indonesia. Sebagai 

contoh adalah kerjasama Mahhnah Agung dengan Repartemen Agama &lam 

memuskan Kompilasi Hukurn Islam (MU). Kemudian dalam produk 

'93 /bid, hal. 3 1. 



pengadilan sebagai upaya penerapan hukurn Islam dalam perkara tertentu melalui 

Pemdilan Agama yang terhimpun dalarn kwnpulan ywisprudensi. Dengan 

demikian hakim (Peradilan Agama) memiliki peran penting dalam pembentukan 

h u m  1s1am.I~~ 

Kompilasi Hukum Islam (KH) di Indonesia (Inpres No. 1 tahun 1991), 

merupakan dinamika panbaharuan pemikim hukum Islam, memilii ide-ide 

yang dapat dianggap sebagai pantulan dari adanya kesadaran ijtihad dalam 

masyarakat Indonesia dibandiigkan dengan fikih-fikih konvensional yang banyak 

dikaji di Indonesia maupun dipakai oleh hakim Peradilan Agama di Indonesia. Di 

bawah ini a h  diungkapkan hanya sebagai sekedw contoh ide pembaharuannya. 

1. Hukum perkawinan 

%lam mu- Pasal2 dm 3 KHI d i n y a m :  " Perkwinan menurut 

hukurn Islam adalah pemikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon 

ghol idh untuk mentaati perhtah Allah dan melaksanWya merupakan 

ibadah" dan " Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan nrmah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan r a w .  

Mengenai ukuran sah tidaknya perkawinan diiyatakan dalam Pasal4,5, 

6, dan 7 KHI sebagai berikut: Pasal4 yang menegaskan, " Perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) 

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" yang dinyatakan dalam pasal dm 

Undang-undang itu sebagai berikut " Perkawinan sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agammya dan kepe~ayaannya itu". Pasat $ 

'" Ibid, hal. 33. 



ayat (1) Kf l l  dinyatakan " Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi 

m a s y m t  I s lm setiap perkawinan harus dicatat", (2) Pencatatan perkawinan 

tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai mana 

yang diatur da lm Undang-undang No. 22 Tahun 1946 lo. Undang-undang 

No. 32 tahun 1954". Pasal6 ayat (1) dinyatakan: " Untuk memenuhi ketentuan 

dalm Pawl 5, setiap petkawinan harus dilmgsungkan di hadapan dan di 

bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, (2) Perkawinan yang dilakukan 

di luar pengawasan Pegawai Pencatat N h h  tidak mempunyai kekuatan 

hukum". Pasal 7 ayat (1) dinyatakan: " Perkawinan hanya dapat dibuktiin 

dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dm (2) Dalam 

ha1 perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nih, dapat diajukan 

itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". 

Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dapat dibenarkan 

jika dilakukan atas izin isteri dan pengadilan, Pasal 55 KHI dinyatakan: "(1) 

Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya 

sampai empat orang istri, (2) Syarat utama beristri lebii dari seorang, suami 

harus berlaku adail terhadap istri-istri dan anak-anaknya, (3) Apabda syarat 

utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang 

beristri lebih dari seorang". 

Usia calon mempelai telah dewasa (masak jiwa dan raganya, 21 tahun, 

dan Em kedua orang tua bagi usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi 

pe~mpuan), Pasal 15 Kl_a mengungkapkan tujuan yang lebih jelsrs, ayat (1) 

dinyatakan: " Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawiinan 



hanya dapat dilahkan calon mempelai yang telah mencapai umur yang 

ditetapkan dalan Pasal 7 UU No, I tahw 1974, y a b i  calon s m i  sekumg- 

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 

tahun. 

Perceraian dipemlit, gambaran ini dapat dilihat dalam Pasal 1 13, 114, 

I I 5, dm I 16 W4, Pasall I3 dinyatabm: " Perkawinan &pat putus karma: (g) 

kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan pengadilan". Pasal 114 

diiyatakan: " Putusnya perkawinan yang disebabkan kerena perceraian dapat 

tejadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai". Pasal 1 15 diiyatakan: " 

Petcmian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak dapat berhasil mendarnaikan 

kedua belah pihak". Dalam Pasal i 16 dinyatakan: " Perceraian dapat terjadi 

karena alasan atau alasan-alasan: (a) salah satu pihak berbuat zina atau 

menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang suksr 

disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena ha1 lain diluar kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapat hukuman 

penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang Iebih berat setelah perkawinan 

berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak ,mendapatkan cacat 

badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 

seebagai suami atau intri; (f) antara suami dan Istri terus menerus tajadi 

perselisihan clan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 



dalam rumah tangga; (g) suami melanggar taklik talak, dan (h) peralihan 

agama atau murtad yang mepyebabkan ketidak wlcqnan &lam rumah tangga. 

Dikembangkannya prinsip musyawarah antara suami dengan istri. Pasal 

77, 78, 79 KHI dinyatakan: Pasal 77 ayat (1) Suami istri memikul kewajiban 

yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

mhah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyamkat, (2) Suami istri 

wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 

bantuan hahir bath yang satu kepada yang lain, (3) suami istri memikul 

kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai 

pertumbuhan jasmani, mhani maupun kecmdasannya dan pendidikan 

agamanya, 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya, dan (5) Jika 

suami atau istri melalaikian kewajibannya masing-masing dapat rnengajukan 

gugatan kepada Pengadilan Agama. Pasal 78 KHI dinyatakan dalam ayat (1) 

Suami istri haus mempuoyai tempat kediaman yang tetap; dan (2) Rumah 

kediaman yang dimaksud dalam ayat (I), diten- oleh suarni istri bersama. 

Pasal79 KHI dinyatakan (I) Suami adalah kepala nunah tangga, dm istri ibu 

rumah tangga, (2) Hak dan kedudukan istri adalah seirnbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan nunah tangga dao pergaulan hidup 

bersama dalam masyarakat; dan (3) Masing-masing pihak b d a k  untuk 

melakukan perbuatan h u b .  

2. Hukum Kewarisan 



Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodir kebiasaan masyarakat 

(adat') yang tidak lazim pada &h );onvensional khususnya fikih madzhab 

Syafi'i yang sudah populer digunakan oleh Pengadilan Agama unNk 

pedoman dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya, di antaranya 

sebagai berikut. 

Pembagian warisan dengan rn b a i .  Pwi 183 KM dhyataktakan: " 

bahwa ahli waris dapat bersepakat melalcukan perdamaian dalam pembagian 

harta warisan setelah masing-masing menyadari hagiannya". Qalam hukum 

Islam dikenal kaidah hukurn, yaitu: ." al- adah muhakkarnah" (adat kebiasaan 

dapat dijdikan bukum). Adat kebiasaan yang dapat dijadikan hukum apabila 

adat kebiasaan itu membawa manfaat dan kebaikan. 

Pengantian kedudukan ( m a l o .  Model ahli waris pengganti diatur 

dalam Pasal 185 KHI sebagai berikut. A p t  (1) Ahli waris yang meninggal 

lebih dulu daripada pew&, m a h  k e d u d h y a  dapat digautih oleh 

anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, dan ayat (2) Bagian 

ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat 

dengan yang diganti. Demikian pula dalam Pasal209 KHI diyatakan, ayat (1) 

harta peninggdan anak angkat dibagi brdasarkan pasai-pasai 176 sampai 

dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang 

tidak menerima wasiat diberi wasiat w&ah sebanyak-banyalmya if3 dari 

harta warisan anak angkatnya, ayat (2) dinyatakan: " Terhadap anak angkat 

yang tidak mmerima wasiat diberi wasiat wajib~h sebanyak-banyaknya I/3 

dari harta warisan orang tua angkatnya". 



Warisan anak zina atau anak li'an. Pasal 186 KHI dinyatakan: "Anak 

zina atau anaR li'an hanya mempunyai hak waris kepada ibu atau keluarga 

ibunya. tidak masalah apabila yang mengawini itu adalah laki-laki yang 

menzinai, Lalu yang menjadi masalah adalah bagaimana kawin hamil itu yang 

mengawini adalah laki-laki yang tidak menzinai. 

Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup. Pasal 187 KHI 

dinyatakan, ayat (1) Bilarnana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka 

oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk 

beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas: (a) 

mencatat ddam suatu d a b  harta peninggalan, baik berupa harta bergerak 

maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang 

bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang, (b) menghitung jwnlah 

pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub 

a, b, dam c, (2) Sisa dari p e n g e l m  dimaksud di atas &ah mempakan 

harta warisan yang hams dibagikan kepada ahli waris yang berhak. 

Dirinci lagi dalam Pasal 188 KHI dinyatakan " Para ahli waris, baik 

secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada 

ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di 

afltara ahli waris yang tidak menyetujui permentaan itu, maka yang 

bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Peradilan Agama untuk 

melakukan pembagian warisan". Sementara Pasal 175 dinyatakan, ayat (1) 

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah (a) mengums d m  

menyelesaikan sampai pemakarnan jenazah selesai, (b) menyelesaikan baik 



utang-utang bempa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris 

maupun menagih piutang, (c) menyelesaikan wasiat pewaris, (d) membagi 

harta warisan di antara ahli waris yang berhak, (2) tanggungjawab ahli waris 

terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai 

harta peninggalannya. 

Sistem kewarisan kolektif Pasal 189 KHI diyatakan, ayat (1) Bila 

harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnyya kurang 

&ri dua hektar supaya dipertahankan sebagainama semula, dan dimanfaatkan 

untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, (2) Bila 

ketentuan &lam ayat 1) pasd ini tidak memwgkinkan karena di antam ahhli 

waris yang bersangkutan ada yang mernerlukan uang, maka lahan tersebut 

dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli wads yang berfiak sesuai dengan 

bagiannya masing-masing, dengan cara memiliki lahan menggantikan atau 

memberikan konpensasi s e b  atau senilai bagian ahli waris yang 

mernbutuhkannya. 

Harta bersama atau gono-gini. Pasal 190 KHI dinyatakan: " Bagi 

pewaris yang berisbi lebih seorang, maka masing-masing isbi berhak 

mendapatkan bagian atas gano-gini dari m a h  tangga dari suaminya, 

sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli 

warisnya". Cara pembagian gono-gini dilaksanakan sebelum harta warisan 

dibagi kepada ahli waris lain. Harta warisan dibagi dua atau lebih menurut 

jmlah istri yang ada sebanding dengan lamanya waktu masing-masing istri 

mengarungi bahtera perkawinan denga pewaris (suaminya), baru setelah itu 



dibagi kepada ahli waris lainnya. Harta bersama atau gono-gini dalam 

K~mpilasi H h  Islam isli merupakan p e m b a h m  &lam fikih ~nhesia, 

yang sebelumnya belum dibicarakan dalam kitab-kitab fikih yang 

konvensicmal. 

3. Hukum Perwakafan 

P w l 2 1 5  IVII dinya&n: " Wabf  sebagai perbuatan h h m  xseomng 

atau kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian 

dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-larnanya guna 

kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam". 

Di sini wakif dikembangkan dapat dilakukan oleh badan hukum, tidak hanya 

orang atau orang-orang dan perkembangan dalam hukum perwakafan di 

Indonesia dibanding dengan fkih konvensional adalah adanya pencatatan 

yang bersifat yuridis administratif. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

kernaslahatan yang ingin dicapai oleh tindakan wakaf itu sehingga tidak 

mudah disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak 

bertanggungjawab. 

Pembaharuan dalam hukurn perkawinan, kewarisan da perwakafan dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas dibandiigkan dengan Rkih 

konvensional, bernuan~a: '~~ Pertama, kebijakan administratif, sebagai usaha 

menjembatani fikih yang tidak akan berubah dengan tuntutan masyarakat yang 

sudah berubah dengan tuntutan kekinian dengan membuat kebijakan 

19' Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, op. cit., hal. 126 - 128. 



administratif. kedua, Aturan tarnbahan, yang ditempuh dengan tanpa 

mengwangi dan mengubah materi fikih yang sudah ada, dengan 

mempertimbangkan keadaan hukum sosial kemasyrakatan yang ada, seperti 

dikemukakannya ahli waris pengganti. Ketiga, menempuh cara ta&q, yaitu 

meramu beberapa pemikiran atau hasil ijtihad dalam suatu masalah tertentu 

menjadi satu bentuk yang Hihatannya seperti baru, seperti &pat dilihat 

dalarn rumusan tentang perjanjian taklik tala4 yang kemudian menjadi bagian 

tak terpisahkan dalam rangkaian akad nikah, setiap selesai akad nikah suami 

diharuskan membaca taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Keempat, 

reinterpretasi dan danfbnnulasi, yaitu mengkaji ulang dalil dan bagian-wan 

fikih yang tidak aktual lagi dalam situasi dan kondisi tertentu, untuk kemudian 

disusun penafsiran dan fomulasi baru. 

Terdapat empat corak dalam pembaharuan hukum Islam yang terjadi di 

negeri-negeri muslaim, tenasuk di Indonesia, yaitul%: (I) Dikodifikannya 

hukum Islam menjadi hukum pemdang-undangan negara yang disebutnya 

sebagai doktrin siyasah, (2) Tidak terikatnya m a t  Islam pada hanya satu 

mazhab hukum tertentu, yang disebut dengan &bin takhayyur atau 

menyeleksi pendapat mana yang paling dominan dalam masyarakat, (3) 

Pwkembangan huicum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukurn 

yang baru timbul, yang disebut dengan doktrin tatbig, dan (4) Perubahan 

hukum yang baru timbul, yang disebut dengan tajdid atau neo gtihad. 

'% Noul J. Coulson, A History of Islamic Law, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964, 
hal. 181-217. 



Ditinjau dari segi hukum, hukum Islam dapat dibedakan menjadi hukum 

IsIan yang dapat dikategorikan sebagai ius Ronstitutum (hukum positif), yaitu 

hukum Islam yang berlakunya dapat dipaksakan oleh negara, dan hukum 

Islam yang dapat dikategorikan sebagai ius bnstituendum, yaitu hukum Islam 

yang berfakunya tidak dapat dipaksakan oleh negara. Di negara Indonesia 

kewenangan membuat undang-undang berada pada tangan pemerint;rh 

bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyebutan kata undang-undang 

mengandung arti hukum yang dikehendaki adalah yang tertulis, sesuai aliran 

yang dianut oleh tat .  hukum modem. 

Tenlapat p e m  h u b  Islam &lam pembeutukan peratwan perundang- 

undangan, secara kenyataan sosial, hukum Islam merupakan satu sistem 

hukum yang berlaku di Indonesia di damping sistem hukum Adat, sistem 

hukum Barat dan sistern hukum nasional yang dibentuk sejak kemerdekaan. 

Kebijakan bukum ice depan, yaitu menata sistem hukum nasionai ymg 

menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama 

Ban hukum Adat serta mempetbaharui perundang-undangan warisan kcrlcrnial 

dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan gender dan 

tidak kesesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.'w 

Pada masa kemerdekaan hingga sekarang, konstribusi h u b  Islam 

dalam hukurn nasianal telah banyak ditetapkan, baii secara sub sistem dalam 

salah satu pasalnya juga secara eksplisit dicantumkan dalam perundang- 

undangan maupun dalam peratwan pemerintah. Konstribusi brrkum Islam 

19' GBHN Tahun 1999, Bab IV hunrf A. 2. 



secara sub sistem, misal dalam Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 

Tentang Undang-undang Pokak Agraria (UUPA) dinyatakan: "Hukum agraria 

yang berlaku atas burni, air dan ruang angkasa ialah hukurn adat, sepanjang 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasi~nal dan negara, yang berdasarkan 

atas persatuan bangsa, dengan nasionalisme Indonesia serta dengan peraturan- 

peratwan ymg tercmtrun dalam penmdang-undangan ini dan dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan 

unsur-unsur yang bersandar pada h u h  agama, dan dalam Pasal 49 (3) 

diyatakan: "'Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peratwin 

Pemerintah". 

Berikut ini merupakan perkernbangan hukurn Islam yang secara ekplisit 

dicantumkan dalam pe.ratum perundang-undangan maupun Peratwin 

Pemerintah Republik Indonesia, yakni: 

1. Undang-undang No, 22 T a b  1946 Jo. Undang-undang No. 32 Tahun 

1954 Tentang NTCR; 

2. Undang-wdang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan I)asar Pokok-pokols 

Agraria, eks Pasal5 Jo. Pasal49 (3); 

3. Undang-undang No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dan Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaannya; 

4. Peratwan Perne~tah Na. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Mil& 

sebagai pelaksanaan Pasal 49 (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Undang-undang Pokok ~ g d a ;  

5. Undang-undang No. 4 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf; 



6. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Undang- 

lutdang No. 3 T&un 2006 Tentang Pembahm wdang-undmg No. 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 

7. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (IU33) 

8. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Pendidikan Nasional; 

9. Undang-mdang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-lutdang No, 10 Tahm 1998 

jo. Undang-undang No. 23 tentang sistem Perbankan Nasional. 

1 0. Undang-undang Na. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji; 

1 1. Undang-undang No. 33 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat; 

12. Pemturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdmkan bagi 

hasil; 

13. Undang-undang Republik Indonesia Nomar 50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

~ersrdilan Agama ; 

14. Undang-undang Nomor 2 1 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

Bagi suatu Negara yang berdasarkan hukum, kesiapan sistem hukum 

nasional merupakan suatu ha1 yang sangat penting dalam memasuki 

glabalisasi. Peranan h u b  di waktu yang akan datang menjadi bertambah 

penting dalam kehidupan bangsa dan negara, sebab hukurn tidak hanya 

b e h g s i  sebagai pranata keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas 

nasional, tetapi lebih dari itu hukum dibutuhkkan sebagai sarana 

pembangunan masyarakat. Disamping penyusuaan pemdang-undangn, perlu 

ditempuh jalan lain yaitu meningkatkan fungsi badan-badan peradilan serta 



meningkatkan mutu dan keterampiian aparatur penegak hukurn dan pelayanan 

h u b ,  sebab sempwnyanya perangkat h b  tidak selalu menjamin 

terlaksananya ketentuan hkum apabila tidak ada aparatur penegak hukum yang 

dapat diandalkan untuk menegakkan ketentuan h u b  yang berlaku atau 

apabila tidak ada aparatur pelayanan hukum yang tanggap untuk dalam waktu 

cepat dan tepat melayani masycmkat, sehmgga terpenuhi kebutuhm 

hukurnnya. 

2.4 Transformasi Hukum Islam ke dalam Legislasi Nasional 

Ar& keb i jkn  h W m  mendatang antxi lain men-anatbn agar 

diakui dan dihormati hukum agama (termasuk hukum Islam) dalarn menata 

hukurn nasional yang menyeluruh dan terpadu dan diupayakan agar segala 

perahwan perundang-undaagan tidak krtentangan dengan moral agama. Allah 

mewajibkan kepada umat Islam wtuk melaksanakan sy~ri'at Islam dalam 

kehidupan mereka pribadi, bmasyarakat dan bernegara. Syar'iar wajib 

dilaksanakan, baik sebagai agama maupun sebagai pranata sosial. Symi'at antara 

lain t e r d i  dari norma-norma yang harus dilaksanakan krdasarkan kesadaran, dan 

norma-norma yang dalam keadaan normal hams diiaksanakan berdasarkan 

kesadarran dengan cara menegakkannya dengan bantuan alat-alat perlengkapan 

negara. Rengan kata lain dapat dikatakan bahwa syari'ah tetdiri dari norma-nona 

etika, norma-norma moral, dan norma-norma hukum. 

Sywi'ah belum berupa peram-peratwan yang tersusun swam 

sistemetis dan siap untuk diterapkan dalam masyarakat yang memiliki sistem 



sosial yang berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Untuk itu perlu ijtihad dengan menggunakan penalaran dari para ulama' dan 

qadli. Hasil ini tersusun secara sistemetis dalam fikih Islam, maka fikh tersebut 

merupakan hasil ulahan dari parafuqaha ' dan qadli tersebut dengan mmggunakan 

metode tertentu dalam rangka penerapan syari'ah dalam suatu dalam suatu sistem 

sosial dan pada waktu tertentu. Masyarakat Islam dalam menerapkan syari'ah, 

rnencukupkan diri dengan menerapkan ajaran-ajaran fikih mazhab yang mereka 

anut. Masyarakat Islam yang baru tumbuh, menghadapi permasalahan &lam 

penerapan atau mentransformasikan syari'ah melalui penerapan fikih pada 

mazhab tersebut, &lam sistem sosial yang berbeda dengan sistem sosial yang 

melatar belakangi ajaran fikih tersebut. 

Untuk memwahkan masalah mentrasformasikan fikih atau hukum Islam 

sebagai ius constituendum dalarn hukum nasional sebagai ius constitutum 

menggunakan pendebtan tmri pertingkatan h u b  yang dinyatakan, W w a  

berlakunya suatu hukurn harus dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi 

kedudukannya W g a n  demikian akan didapatkan pertingkatan sebagai b e f i t :  

(1) Ada cita~ita hukum (Rechrsidee) yang merupakan norma yang abstrak, (2) 

Ada norma antara (law in books) yang dipakai sebagai p t a r a  untuk mencapai 

citacita, dan (3) Ada norma kongkrit (concrete nonn) yang dinikrnati orang 

sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di pengadilan. Apabila 

teori pertingkatan hukum ini diterapkan pada perrnasalahan hukum Islam sebagai 

sumber hukum nasional yang a h  datang, maka g a m b m  pertingkatsul 

hukumnya sebagai berikut: (a) Norma abstrak, yaitu nilai-nilai di dalam kitab suci 



al-Qur'an (universal dan abadi dan tidak boleh dirubah manusia), (b) Norma 

antam, yaitu ws-m wrta pengatwan, hasil h a s i  manusia sesuai situasi, 

kondisi, budaya dan kurun waktu, muncul sebagai peraturan Negara, pendapat 

ulama, pabr/ilmuwan, kebiasaan, dan (c) Norma konkrit, yaitu semua hasil 

penerapan dan pelayanan hukurn kreasi manusia bukan Nabi, serta hasil 

penegakan hukum di pengadilan (hukum positif, living law). ~ecam'  ringkas d p a t  

d i i u s k a n  sebagai berikut: (I) Nilai-nilai Islam, (2) Asas-asas dan 

penuangannya dalarn hukurn nasional, dan (3) terapannya dalam hukum positif 

serta penegakannya?98 

Konstribusi dalam bentuk asas-asas hukurn sangat penting, mengingat 

bahwa: (a) Asas-asas hukum merupakan unsur yang mendasari kaidah hukum, 

sehingga apabila asas-asas hukum tertentu dapat diterima sebagai asas-asas 

hukum nasionai, maka senuuh kaidah hukum akan mendapat jiwa dan semangat 

dari asas tersebut, (b) Asas hukum berisi dan mencerminkan prinsip-prinsip yang 

terkandung dalarn cita hukum, h g s i  dan tujuan hukum. Adanya asas hukum 

akan mencerminkan penerapan dan penegakan hukum secara adil, tepat dan 

bermanfaat bagi individu dm masyardat. A w  hukum merupakan kendali agar 

kaidah hukum tidak diterapkan atau ditegakkan secara menyimpang dari cita 

httktun, fungsi dan tujuan hukum, dan (c) Asas hukum merupakan insbumeat 

dinamisator suatu kaidah, sehingga tetap dapat diterapkan dan ditegakkan secara 

adil, h a r ,  tepat dan bermanfaat terhadap individu clan masyamkat. 

Ig8 Taufiq, "transforrnasi Hukurn Islam ke dalam Ligeslasi Nasional," Mimba.  Hukum No. 49 
Thn. XJ2000, hal. 8. 



Akan sangat besar .konstribusinya apabila dapat dikemukakan 

kesejqjaran dari Magai hukum Islam dengan kebutuhan pembangunan hukum 

nasional yang mengandung sendi-sendi hukum yang demokratis, berdasarkan 

asas-asas negara konstitusi dan negara berdasarkan asas hukum serta berdasarkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat ~ndonesia.'~~ 

Mengenai kemungkinan konstribusi kaidah-kaidah hukum Islam, perlu 

dipahami beberapa karakteristiknya, antara lain adalah: (a) Kaidah hukum Islam 

secara normatif semata-mata akan berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam 

dan kaidah hukum yang bersifat umw yang dapat diperl-an pa& senua 

orang tanpa h a m  menyentuh kepercayaan (agama) dari yang bersangkutan, (b) 

Kaidah-kaidah hukum yang behitan dengan ibadah dan mu'amalah. Hal-ha1 

yang bersifat ibadah, hanya berlaku bagi mereka yang beragarna Islam, hal-ha1 

yang menyangkut mu'amalah ada pula yang hanya k l a k u  bagi rnereka yang 

beragama Islam dan dapat berlaku secara umum. 

Jalur k~ntribusi hukum Islam, ditinjau dari perspektif pernbiaan hukum 

nasional dapat lewat peratwan perundang-undangan atau melalui yurisprudensi, 

h u h  k e b h  dan putusan putusan lain yang bukan peratum pewdang- 

~ n d a n ~ a n . ~ ~  

Kontribusi melalui pereturan perundang-undangan, karena peraturan 

perundang-undangan dapat beraneka ragam, maka kontribusi hukurn Islam dapat 

terjadi pada setiap macam peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 

sampai pada peraturan tingkat d a d .  Kontribusi peraturan perundang-undangan 

199 Ahmad Fathoni, "Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional: Tinjauan 
Menurut Sistem Politik Hukum;" Mimbar H h m  No. 64 7 % ~  XY2006, hal. 26. 

Ibit., . hal. 27. 



sarnpai saat ini sangat terbatas, karena beberapa hal: (a) Sampai saat ini usaha 

menempatkan hukum Islam &lam peratumn perundang-undangan nasional lebih 

diatahkan pada ketentuan yang khas berlaku bagi mereka yang beragarna Islam, 

(b) Pemikiran memasukkan hukurn Islam dalam sistem perundang-undangan 

nasional banyak yang diarahkan pada asasasas hukum yang urnurn, yang dapat 

betlaku secara umum. 

Kontribusi melalui yur i spdns i  merupakan instrument lain dalam 

pembentukan hkum. Pereturan perundang-undangan di bidang kekuasaan 

kehakiman, mewajibkan hakim untuk menemukan hukum yang tepat dalam 

menetapkan suatu putusan. Hal ini diperlukan agar hakim dapat memberikan 

keadilan sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan semacam itu, hakim dapat 

mempergunakan asas atau kaidah hukum Islam yang dipandang dapat memenuhi 

rasa keadilan dari para penmi keadilan. 

Kontribusi melalui pengembangan h u b  kebiasaan, ha1 ini apabila 

hukurn Islam telah menjadi suatu kenyataan yang berakar dalam kehidupan 

masyarabt, maka hukum tersebut akan berlaku dan dijalankan tanpa harus 

menunggu pengukuhan oleh peraturan perundang-undangan. 

Salah satu masalah dalarn sub bab ini ialah metode dan teknik apa yang 

telah digunakan oleh ulama untuk mentransformasikan fikih (hukum Islam) 

sebagai norrna antam dalam hukum nasional sebagai norma konkrit. Hukum 

yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia yang berkaitan dengan agama Islam 

adalah hukum perkawinan dan hukum kewarisan sebagai contoh dan telah 

menjadi hukum nasional. 



Adapun rneto.de transformasi hukurn Islam sebelum Abad ke XX adalah 

melalui metode hilah dengan pendekatan kultural. Setelah pengar& Islam meluas 

ke wilayah-wilayah di luar jazirah Arab, hukum Islam dalam bentuk fikih mulai 

mas& ke wilayah tersebut, Hukum Islam (fikih) berbadapan dengan hukum yang 

telah lama berlaku dalarn masyarakat wilayah tersebut. Para ulama membiarkan 

hukum yang telah bertalcu tersebut, t a p  berlaku sepan,jang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam, tetapi mereka tahap demi tahap mengganti bahasa hukurn 

yang telah berlaku tersebut dengan bahasa fikih, mensasialisasikan lembaga- 

lembaga h u b  dalam fikih ke dalam hukum yang telah berlaku dan mengganti 

lembaga-lembaga hukum yang telah berlaku dan bertentangan dengan ketentuan 

fikih, dengan lembaga hukurn fikih yang serupa atau lembaga hukum frkih yang 

tidak serupa 

Setelah agarna Islam masuk ke Indonesia, hukurn Islam pula masuk 

berszunanya. Pam ulama dalam mel- lcewajiban me* mengislamkan 

hukum yang telah berlaku di wilayah Indonesia, atau mentmnsformasikan hukurn 

Islam dengan hukum yang telah k l a k u  dan berupa hukwn lcebiasaan. Oleh 

karena itu hukum kebiasaan yang telah ada tetap dibiarkan berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan h u h  %h, tetapi bahasa hukumnya diganti dengan 

bahasa fikih. Adapun lembaga hukum kebiasaan yang berlaku, tetapi bertentangan 

dengan ketentuan fikih, misalnya lembaga hukum kewarisan, mereka berusaha 

untuk menggantikannya secara bertahap dengan lembaga hukum Pkih yang 



serupa, yaitu ketentuan faraidh mazhab Syafl'i atau lembaga hukum fikih lainnya 

yaitu hibah dan wasiat, dengan pendebtan k~ltural?~' 

Sebagai contoh, hukum kewarisan yang masuk di Indonesia ialah hukum 

Islam yang belatar belakang kekerabatan patreleneal, sistem yang menentukan 

bahwa anggota kerabat terdiri dari la&-laki yang mempunyai hubungan darah 

melalui garis I&-laki. Sementara itu sistem kekerabatan di wilayah Indonesia 

beragam, sebagian menganut sistem kekerabatan matreleneal (garis ibu) dan 

sebagian yang lain menganut sistem kekerabatan purirrld (garis ibu - bapak). 

Sedang sistem kewarisan sangat erat kaitan dengan system kekerabatan. Menurut 

sistem kewarisan f t d l  tersebut kerabat yang hubungan m y a  menurut garis 

perempuan baru mendapat warisan, kalau ahli waris yang bagiannya ditentukan 

oleh alqur'an dan ahli waris menurut garis laki-laki bila punah. Sementara itu 

menurut sistem hukum kewarisan mfmleneal, harta warisan hanya jatuk pada 

ahli waris perempuan menwut garis ibu. Menurut sistem kewarisan pwental 

keturunan baik menurut garis bapak maupun garis ibu dan bagian laki-laki sama 

engan bagian perempuan. Menurut kewarisan adapt dalam ketiga sistem tersebut, 

warisan hanya jatuh kepada keturunan. Berbeda dengan kewarisan Islam, wwisan 

disammping jatuh kepada keturunan juga jatuh kepada orang tua dan janda serta 

duda. 

Qleh karena itu, ularna dalam mentransformasikan hukurn kewwisan 

Islam dalam hukwn Adat dengan dua cara: *02 (1) Mensosialisasikan hukum 

kewarisan Islam melalui peningkatan kualitas keislaman masyarakat, dengan 

Taufiq, " Transfarmasi hukum Islam ke dalam Legislasi Nasianal," op cit., hal. 9. 
Ibit., hd. 9. 



sasaran masyarakat akan menerapkan hukum kewarisaa dskun dan meninggalkan 

h u h  kewarisan Adat yang bertentangan dengan hukwn kewarisan tersebut, dan 

(2) Mengganti h u b  kewarisan Islam dengan hukum kewarisan hibah dan 

wasiat, yaitu sistern kewarisan dengan cara pemilik harta sebelum meninggal 

dunia membagi hartanya kepada keluarga dekatnya atau orang-orang lain melalui 

lembaga hibirh atau wsiat sesuai dengan kemauannya, sehingga setelah 

meningalnya pewaris, hartanya sudah terbagi habis. 

Dalam bidang hukum perkawinan, ulama mentransformasikan hukwn 

perkawinan Islam dengan menggantikan hukurn perkawinan Adat dengan h u b  

perkawinan Islam, kemudian hukum perkitwinan Adat tersebut diturunkan dari 

lembaga hukum menjadi menjadi ketentuan moral. Kemudian hukum perkawinan 

Islam diberikan status sebagai h u b  positif, dan dilaksanakan bersama-sama 

dengan kketentuan Adat sebagai moral. 

Transfonnasi hukum Islam pada Abad XX pada negwa-negara y w g  

mayoritas penduduknya beragama Islam yang baru terlepas / merdeka dari 

penjajahan Barat, kemudian dalam kawasan tersebut lahir Negara-negara nasional 

yang agama Islam setidak-tidaknya sebagaiagama resmi. Pada masa penjajahan di 

negara-new tersebut diperlakukan hukum Barat baik hukurn privat maupun 

hukum publiknya, kecuali hukum keluarga (al-aha1 al-syaKhsh@ah), tetap 

berlaku hukum Islam baik formil maupun materiilnya. Sesudah lepas dari 

penjajahan, negara-negara tersebut berusaha untuk membentuk sistem h d c w  

nasionalnya sendii untuk menggantikan hukum kolonial. Dalam pembentukm 

hukurn nasional mereka, mereka berusaha mentransformasikan hukum Islam 



dalam hukum nasional mereka. Untuk itu mereka menghadapi kenyataau bahwa 

sebagim hukum yang telah berlaku berasal dari hu)cum barat yang dibawah oleh 

pemerintah kolonial. 

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas serta untuk menjawab 

tantangan perubahan sosial yang ada, maka hukum Islam dapat ditransformasikan 

dengan menggunalcan tekn'rk-teWi sebagai (1) Takhshish al-qadlu,, 

y a h  kak negara untuk memberikan kewenangan peradilan baik dari sesi orang, 

wilayah, yurisdiiinya dan hukum acara yang diterapkan. Negara &pat 

mengambil kebijaksanaan prosedural untuk memberikan peradilan agar 

menerapkan ketentuan hukum keluarga dalam situasi tertentu, tanpa krusaha 

untuk merubah substansi hukum Islam tersebut, (2) Tukhaywr, memilih ajaran- 

a j a m  fikib selain dari mazhab mayoritas masyarakat, apabila pendapat tersebut 

lebii sesuai dengan perkembangan masyarakat daripada ajaran mazhab ystng 

dianut mayoritas masyarakat tersebut. Teknik ini juga dikenal dengan teknik 

tdfis, yaitu menggabungkan beberapa ajaran mazhab yang berbeda, (3) 

Reinterpretasi, melakukan interpretasi baru terhadap ayat-ayat alQur'an dan al- 

Hadits berkenaan dengan perubahan sosial. Sebagai contoh mengenai ketentuan 

&lam beberapa undang-undang keluatga di negara-negara T i u r  Tengah yang 

menentukan bahwa seorang yang akan melakukan poligami, harus mendapatkan 

izin pengadilan. Remikian undang-undang keluarga Tunisia menentukan bahwa 

perceraian hams dilakukan di hadapan pengadilan, dan (4) Sjasah s y a r ' i ' ,  

- - - 

Ibid, hal. 10 - 1 1. 



berupa kebijakan penguasa untuk menerapkan peraturan-peraturan administfatif 

yang bemanfaat dan tidak bertentangan dengan syari'ah. 

Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era refonnasi 

dan dalam w a h  bersamaan dalam kondisi yang kritis seperti sekarang ini, hukum 

Islam atau fikih mempunyai peran lebih besar sebagai sumber hukurn nasional. 

Arti sumber di sini akan mengalmi perkembangan yang sangat signifikan, bukan 

saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan Peradilan Agama, 

seperti selama ini, namun juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum 

dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. 

Tennasuk dalam konteks ini menempatkan fikih dalam salah satu bentuk ilmu 

hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fikih atau hukum 

Islam menjadi swnber kajian dalam ilmu hukum dan sekaligus sebagai sumber 

hukum materiil. 

Kalau meaempatkan fikih atau hulaun Islam dalam jajaran sumbet ilmu 

hukum secara mum, maka dalam tataran operasional atau hukurn materiil, fikih 

atau hukum Islam dapat dijadikan sumber melakui beberapa jalw dan alur antara 

lain sebagai berikut:204 (1) Perahran perundang-undangan. Di sini fikih dapat 

berperan baii sebagai hulcum materiil ataupun fiEh dalam konteks etika/moralitas 

hukum, (2) Sumber kebijakan pelaksana pemerintahan yang tidak selalu dalam 

pengertian legislasi sebagaimana Pereturan Pemerintah, namun dalam konteks 

kedisiplinan yang pada akhirnya berkaitan dengan nilai-nilai legislasi pula, (3) 

Yurisprudensi, ini jelas sekali dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia 

aor A. Qodri Azizy, " Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum 
Nasional, " op. ciL, hal. 86. 



bahwa setiap hakim dapat menjadi sumber itu sendiri terutama sekali ketika 

hukm tatulis itu helm diwujudkan, (4) Sumber bagi penegak hukrun. 

Perjalanan proses hukum di Indonesia menuju kepada proses, dimana seorang 

hakim akan mengeluarkan putusan hukum tidak akan lepas sama sekali dari 

proses yang dilakukan oleh mereka yang berperkara, (5) Surnber ilmu hukum 

atau filsafat hukum, Di sini s m  wutn hukurn Islam mempunya.i kedudukan 

yang sarna dengan ilmu hukurn Barat. Akan tetapi untuk masyarakat Indonesia 

yang mayoritas. beragama Islam, seharusnya mempunyai kedudukan yang lebih 

besar, oleh karena dapat ditempatkan pada posisi kesadamn urnat Islam untuk 

mempmktemya ,  dan (6) Smber ailai-nilai budaya masyankat. hi yang 

biasanya disebut dengan pembudayaan nilai-nilai Islam atau Islam kultural. 

Bahkan sekaligus menjadikan hukum Islam sebagai sumber h u b  Adat, dan 

dalam fikih mengenal 'urf(kebiasaan) dan 'adah (adat) yang juga terdapat kaidah 

"d- '&ah r n u b m h  " (adat kebiasam dapat d i j a d i i  sumber hukum), 

Perkernbangan kearah adopsi yang makin luas terhadap hukum Islam 

yang bersesuaian dengan dinamika kesadaran hukum &lam masyarakat k i t .  yang 

dituangkan dalam bentuk peratwan pemndang-undangan serta diwujudkan dalarn 

esensi kelembagaan hukum yang dikembangkan dapat dikaitkan pula dengan 

pertimbangan-pertirnbangan yang bersifat filosofis dan ketatanegaraan. 

Secara mum dapat diakui bahwa UUR 1945 mengakui dan menganut 

ide Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan 

bemegam. Ide Ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak sarja ditegaskan alam nunusan 

Pembukaan UUD yang menyebut secara eksplesit adanya pengakuan ini, tetapi 



juga dengan tegas mencantumkan ide Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai sila 

yang pertama dm utama dalsun rumusan Pancasila. Bahkan dapam Pasal29 UU 

1945, ditegaskan pula bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Ide Kernaha Esaan Tuhan itu bahkan dikaitkan pula dengan ide Ke- 

Maha kuasaan Tuhan yang tidak lain merumakan gagasan Kedaulatan Tuhan 

&lam pemikiran kenegaraan Indonesia. Namun, prinsip Kebulatan Tuhan itu 

berbeda dari paham teokrasi Barat yang dijelmakan dalam kekuasaan raja. Maka 

berdasarkan system pemikiran ketatanegaraan berdasrkan UUD 1945, ha1 itu 

dijelmakan dalam prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang d i j a d i h  sumber 

kewenangan hukum bagi upaya pemberlakuan sistem hukum Islam itu &lam 

kerangka hukurn nasional. 

Dari perspektif hukum Islam, proses pemikiran demikian dapat dikaitkan 

dengan pemaharnan yang berhubungan erat dengan penafsiran enovatif terhadap 

ayat al-qw'an yang mewajibkan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan 

kepada 'ulul amri'. Pengertian 'ulul amri' yang seringkali disalahpahami sebagai 

konsep mengenai pemimpin ( w a l j u  d-amri '), justru dipahami sebagai kansep 

mengenai "perwakilan keperni~npinan~~ atau " para pemimpin yang mewddi 

rakyat" (dul amri '). Karena itu, k o m q  parlemen &lam pengertian modern &pat 

diterima dalam kerangka pemikiran hukum Islam, melalui norma-norma hukum 

Islam itu diperlakukan dengan dukungan atoritas kekuasaan urnurn, yaitu melalui 

pelembagaannya menjadi "qmun" atau pereturan perundang-undangan negm. 

Karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi hulcum Islam dalam kerangka sistem 



hukum nasional Indonesia sangat kuat kedudukannya, bai secara filosofis, 

sosiologis, politis, maupun j~ridis.~O~ 

205 Jimly Asshiddiqie, " Hukum Islam di antara Agenda reformasi Hukum Nasional ", op.cil, 
hal. 14. 



Peradilan Agama di samping sebagai 'institusi hukurn' (aspek yuridis) 

yang menegakkan kepastian hukum, juga sebagai 'institusi sosial', ysritu 

menegakkan keadilan (aspek filisofis) dan mengakomodir dinamika 

perkembangan sosial atau masyarakat dari aspek hukurn yang berakibat putusan 

hakim Peradilan Agama mempunyai nilai manfaat (aspek sosiologis). 

Dari sini penemuan dan pengembangan hukum (Islam) mutlak 

diperlukan, apalagi adanya perkembangan kehidupan (termasuk perkembangan 

hukurn keluarga muslim Indonesia). Hukum (Islam) secara empirik bukan 

merupakan ha1 yang statis, tetapi dinamis selalu mengikuti perubahan masyarakat. 

Oleh sebab itu hakim (agama) sebagai penegak hukurn dan keadilan wajib 

menggali, memahami clan mengikuti nilai-nilai hukurn (Islam) yang hidup dan 

berkembang &lam masyarakat. 

Untuk menindaklanjuti ha1 yang demikian itu, maka perlu diteliti &lam 

disetasi ini tentang kebemdaan 'Peradilm agama-ang kberitan khususnya 

dengan peran ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum 

(&lam hai ini hukurn kewarisan dalam Kampilasi Hukum IslanL untuk 

mengantisipasi perkembangan kehidupan keluarga muslim di ~ndonesia) sebstgai 

manifestasi P d i l a n  Agama sebagai 'iostitusi so$ia17. Hal hi diteliti oleh pendis 

dalam bab V dan disimpulkan dalam bab VI. Di bawah ini di jelaskan tentang 



kajian pustaka yang berkaitan dengan keberadaan Peradilan Agama dengan 

variabel-vwiakl sebagai &kut. 

3.1 Sejarah Peradilan Agama di Indonesia 

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang 

disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang .hertugas 

mengha,  memmka, m ~ g a d i l i  d m  mmyefesaikan setiap perkara yang 

diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara, itulah terletak 

proses pemberian keadilan itu, yang dilakukan deh  hakim baik tunggal maupun 

majefis. Oleh karena itu, hakim merupalcan unsur yang sangat penting dalam 

menyelenggarakan peradilan.206 

Kata peradilan apabila dihubungkan dengan agama akan menjadi 

peradilan agama yang berarti adalah proses pemberian keadilan di pengadifan 

agama. Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas menerima, memeriksa 

dan mengadifi, dan menyelesaikan pew-*  yang menjadi 

w e ~ e n a n ~ n ~ a . ~ ~ ~  

Ilmu fkih membgrikan tiga altanatif cara membentuk lgmbaga 

peradilan, yaitu:20s (1) Bentuk tahkim, berlaku zarnan permulaan Islam yakni saat 

terbentuknya masyarakat Islam sehingga orang -orang yang bersengketa atas 

kesepakatan bersama mendatangi ahli agama untuk meminta jasanya dalam 

menyelesaikan sengketa di antara mereka, (2) Bentuk tauliyah dari ah1 halli wal 

cqdi, berlaku ketika agama Islam bediembang di nusanbra ini yang ditandai 

Mohammad Daud Ali, hukum Islam, op. cif., hal. 25 1. 
'07 Mohammad Daud Ali dan Habibah daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, op. cif, 

hal. 113. 
los Zaini Ahmad Noeh, "Lima Tahun Undang-undang Peradilan Agama (Sebuah Kilas Balik 

)," dalam Mimbar H u h  No. 17 Thn 1994, ha]. 14. 



dengan munculnya komunitas-komunitan di berbagai wilayah. Di antara mereka 

a& elit yang tampil atau ditampilkan wbagai pemegang wibawa clan kekuasaan 

baik bersifat rohaniah maupun politis dalam pengetian sederhana. Kelompok elit 

inlah yang pada masa itu berwenang menunjuk figur-figur tertentu untuk 

menyelenggarakan urusan Pengadilan Agama, dm (3) bentuk tauliyah dari imam 

sebagai kepala Negara, berlaku ketika kmjaan-kerajaan Islam berdiri di nusantara 

hi ,  lebih jelas lagi dengan keberadaan instansi yang mengurus kepentingan 

bersama kaum muslimin. Karena itu, secara administratif; baik keberadaan 

Peradilan Agama maupun produk-produk hukumnya menjadi lebii vaU -dm 

mempunyai.legtimatif (pembmar). Sejak itu lembaga Peradilan Agama telah 

mengarnbil bentuk formal dan k~n~kret. ' '~ 

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pgnyelesaian sgngketa suatu perkara 

antara orang-orang Islam dengan mempergunakan hukum Islam sebagai dasar 

memutusnya di- burni nusantara ini dimulai dengan tahkim sebagai lembaga 

Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana. Tahkim inilah yang menjadi 

embrio lahirnya Peradilan Agama, sebagai sarana menernukan kebutuhan dasar 

penduduk yang merneluk agama Islam dalam beribadah (terutama) &lam 

melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan 

rangkaian kesatuan dengan komponen ajaran agama Islam l a i ~ ~ a . ~ ' "  

Setelah terbentuk kelompok masyarakat yang mandiri, pengangkatan 

hakim mas& dalam periode ah! d k l l i  wal aqdi, seperti hakim diangkat oleh 

rapat marga menurut adat kebiasaan seternpat. Kemudian, dalam proses 

'09 Zainuddin Ali, " Pefaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala," 
(Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1995), hal. 5. 

Bid, hal. 5. 



perkembangannya pada periode tuuIQah setelah terbentuknya.kemjaan-kerajssan 

Islam c2i numtara ini, secm langsung para hakim dimgkat oleh pwa sultan di 

daerahnya masing-masing. Itulah yang dijumpai di semua swapraja (Islam) dalam 

bentuk peradilan swapraja (zelflentuurs rechpruuk), sampai adanya undang- 

undang Peradilan Agama sekarang. 211 

Dalam proses Islamisasi kepulauan nusantara yang dilakukan oleh para 

saudagar melalui perdagangan dan perkawinan. Di sini hukurn Islam mempunyai 

peran yang sangat besar. Misalnya, ketika seorang saudagar hendak menikah 

dengan seomg prihwni, wanita itu diislamkan lebii Wulu dan pemikahannya 

kemudian dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam. Keluarga yang tumbuh 

dad perkawinan ini mengatur hubungan antar anggota-anggotanya dengan kaidah- 

kaidah hukum Islam atau kaidah-kaidah lama yang disesuaikan dengan nilai-nilai 

~ s l a r n . ~ ' ~  

Begitu besar pengaruh Islam di kalangan masyarakat yang beragama 

Islam sehingga dapat dikatakan, hukum Islam tidak saja menggusur norma-norma 

sosial yang telah berlaku sebelumnya, bahkan kelihatannya cenderung 

menghapus noma-norma sosial tersebut. Fenomma ini terlihat sejak masuknya 

Islam hingga datangnya bangsa-bangsa Barat, terutama Belanda ke Indonesia 

Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa pra knlonial 

Belanda, hukum Islam merupakan satu-satunya ssstem hukum yang dijalankan 

Zaini Ahmad Noeh, "Kepustakaan Jawa sebagai Surnber Sejarah Perkembangan Hukurn 
Islam" di &lam Amrulah Ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam &am Sistem Hukum Nasional, Cet. 
I ,  (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), ha]. 72. 

212 Zainuddin Ali, op: -c&, ha!. 11. 



dan menjadi kesadaran hukum yang berkembang dalam sebagian besar 

masyarakat Indonesia. 

Kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia terhadap hukum Islam 

sangatlah tinggi sehingga pada tingkat awal apahila w a d i  pemlisihan atau 

sengketa hukurn khususnya hukum keluarga Islam mereka mengangkat hakatm 

mtuk menjalankan tabkim di antara mereka, dan ini mempakan ernbrio lahimya 

Peradilan Agama. Dan, dalam proses perjalanannya bahwa badan Peradilan 

Agama telah mampu menunjukkan bahwa hukum lslam adalah salah satu hagian 

dari hukum yang berlaku dihdonesia 

Peradilm Agama yang telah diyakini telah berproses di Indonesia sejak 

Islam memasuki bumi nusantara ini diangkat sebagai lembaga peradilan negara 

oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Stbt. 1882 No. 152, pada masa 

perkembangannya pendapat di kalangan orang Belanda sendiri bahwa hukurn 

yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli adalah undang-undang agama 

mereka, yakni hukum Islam. Mereka mengikuti teori yang dikenal dengan %ori 

Receptie in Complem, yang sejak tahun 1855 telah didukung oleh peratman 

perundang-undangan Hiidia Belanda melalui Pasal75,78 dan 109 RR (Regeering 

Reglement) dalam Stbl. 1885 No. 2.'13 

Walaupun pada mulanya pemerintah Hindia Belanda berkehendak 

membiarka pribumi hidup dalam hukumnya sendiri pada h u b  Islam, lama 

kelamaan mereka menyadari bahwa umat Islam yang kuat akan merupakan 

ancaman b m y a .  Oleb karena itu, pemerintah Hindia Belanda berupaya 

213 Direktorat badan Pembinaan Peradilan Agama, " Perkembangan Hukum Islam dan 
Peradilan Agama di Indonesiq" &lam buku Kenang-kenangan Seubud Peradilan gama di 
Indonesia, Cet. 1, ( Jakarta: CV. De Cahya, 1985), hal. 3. 



memisahkan umat Islam dari ajaran Islam antara lain bidang hukum, dengan 

memanhtkasl jasa para pakar bukum Adat seperti Cornllis van Vallen Hoven 

(1857 - 1933) sebagai orang yang pertarna kali mernperkenalkan hukurn Adat 

Indonesia dan Christian Snouck Hurgronye (1857 - 1936) sebagai orang yang 

pertama kali memperkenalkan istilah hukum Adat itu sendiri, setelah berusaha 

mengubah pmdangan dan mengubah omg-orang Belanda dengan menentang 

Theori Receptie in Complexu dan melancarkan teori tandingan yang terkenal 

dengan "Theori Receptie" yang menyatakan bahwa yang berlaku bagi orang 

Indonesia asli adalah hukum Adat asli mereka dan hukurn Islam baru betiaku 

apabila meajadi bagian dari hukum Ada- clan k e l w  tidak sebagai hukum Islam, 

tetapi sebagai hukurn Adat. Mereka berusaha merubah peraturan perundang- 

undangan Hindia Belanda yang akhirnya berhasil melalui Stbt. 1929 No. 22 1. 

h&um Islam kalau telah diresepsi oleh hukum Adat. Ketentuan ini masuk dalam 

Pasal 134 ayat (2) IS (Undang-undang Dasar Hindia Belanda) sebagai pengganti 

R R (~egeering ~eglernent).~'~ 

Walaupun pgrubahan tersebut tgjadi hanya 16 tahun sebglum Indonesia 

merdeka, pengaruh Theori Receptie tersebut sangat lcuat karena Belanda sejak 

awal abat 20 telah berusaha "mencekoki" ahli-ahli hukurn Indonesia seolah-olah 

teori tersebut telah a& sejak 1855. Oleh karena itu, walaupun Undang-undang 

Dasar 1945 telah menghapus IS, paham tersebut masih terus berkembang 

sehingga &lam pelaksaslaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang tegas-tegas membuang paham tersebut dan sepenuhnya 

2'4 Ibid, hal. 4. 



bedasarkan jiwa dan semangat Pancasila clan Undang-undang Dasar 1945, terasa 

masih adanya hambatan seolah-olab theari receptie tersebut masih berlaku?15 

Dalam rangka pelaksanaan hukum Barat di Hindia Belanda waktu itu, 

terbentuklah komisi penyesuaian undang-undang belanda dengan keadaan 

isternewa di Hindia Belanda yang diketuai oleh Mr. Schalten van Oud Haerlem 

membuat nota kepada pemerintah hindia Iielanda yang isinya hahwa mtuk 

rnencegah tirnbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga 

perlawanan, jika keadaan pelanggaran terhadap agama orang bumi putra, hams 

diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam 

lingkungan hukum agama serta adat-istiadat mereka. Dan, ini sejalan dengan 

pendapat Lodewyk Willen Christian van den Berg yang menyatakan bahwa 

hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Kalau orang itu beragama Islam, 

hukum Islamlah yang berlaku baginya. Dengan kata lain, "orang Islam Indonesia 

telah melakukan resepsi hukum Islam &lam keseluruhannya dan sebagai 

kesatuan". 

Pendapat Paul Schalten dan van den Berg tersebut di atas yang 

b e r k k a n  pada kenyataan-kenyataan yang ada tumbuh dan berkembang dalam 

masymkat bumi putra yang beragama Islam dan akhirnya mendorang lahirnya 

Stbl. 1882 No. 152 yang mengatur pernbentukan Peradilan Agama di Jawa dan 

Mahura. 

Peradilan Agama itu sebagaimana keadaannya dari tahun ke tahun 

dibentuk dalam suasana berbeda. Pengadilm Agama di Jawa dan Madm dm 

2'5 Ibid, hal. 4. 



sebagian bekas karesidenan Kalimantan Selatan dan Thur ,  lahir dan tumbuh 

dalam swma  kolonial. Semmtara itu, Pengadilan Agama di luar daemh itu lahir 

dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. 

Perbedaan suasana yang mempengaruhi politik hukum yang 

dilaksanakan oleh pemerintah yang menetapkan wewenang dan kekuasaan 

mengadili dan meayelesaikan sengketa Pengadilan A g a .  itu &pat dilihat dalam 

peratwan perundang-undangan yang perkenaan dengan pendirian lembaga 

Pengadidan Agarna itu. Pengadilan Agama didirikan di Jawa dan Madura pada 

tahun 1882. Di Kalimantan Selatan (sebagian di Kalimantan Timur), lembaga ini 

did- pada tahun 1937 dengan nama Kercpatun Qadi. Di luar Jawa, Madura 

dan-Kalimantan resminya didirikan pada tahun 1957 dengan nama Muhkumuh 

~yuri'oh~'~ 

Perbedaan penyebutan nama telah diseragamkan oleh Undang-undang 

No. 14 Tahun 1970 Tmtang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuman Kehakiman 

dan secara lebii tegas dicantumkan dalam Keputusan Menteri Agama tanggal 28 

Januari 1980, Nomor 6 tahun 1980 nama-nama pengadilan di lingkungan 

Pengadilan Agama yang ada di Indonesia telah diseragamkan menjadi Pengadilan 

Agama. Dengan begitu, kiii sebutan semua pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama di seluruh Indonesia telah menjadi seragam dan letakpun sarna. 

Di setiap Ibukota Kabupaten tempat adanya Pengadilan Negeri terdapat 

Pengadilan Agama. Di setiap Ibukota Provinsi, terdapat pula Pengadilan Tinggi 

Agama, di samping Pengadilan Tiiggi yang menyelenggarakan peradilan mum.  

2'6 Mohamrnad Daud Ali clan Habibah Daud, op. ciL, hal. 113. 



Perklaan kewenangan Peradilan Agama yang berlaku di Jwa dan 

Madrua dari Peradilan Agama di Iw wilayah itu adalah krletak tugas pokok di 

bidang hukum perkawinan, sedan* Peradilan Agama di luar wilayah itu 

mempunyai tugas pokak di bidang hukum perkwinan dan kewarisan. Perbedaan 

kewenangan Peradilan Agama itu menurut Hazairin tidak mempunyai dasar 

hukum kmna  tidak ada pe*daan esmsial &lam jiwa keislaman antam jawa clan 

IW jawa.2" 

Menurut Daniel S. Lev yang telah dikutip oleh Habibah Daud Ali dalarn 

penelitiannya tentang peranan Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah 

kewarisan dinyatakan walaupun Pengadilan Agama di Jawa dan Madura seecara 

resmi telah hilang kekuasaannya atas perkara kewarisan sejak tahun 1937, tetapi 

tetap menyelesaikan perkara-perkara kewarisan dengan cara yang sangat 

mengesankan, bahkan Pengadilan Agama menerirna perkara kewarisan lebih 

banyak daripada Pengadilan ~ e ~ e r i . 2 "  

Lgbi lanjut, LgV menyatakan ada dua kategori kewarisan yang 

dihadapkan kepada Pengadilan Agama, 219 yaitu kategori pertama, adalah perkara 

yang sebetulnya tidak ada persengketaan yang terjadi di dalarnnya. Jika seorang 

meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkannya pergi ke Pengadilan Agama 

mohon bantuan penyelesaian masalah kewarisannya. Pengadilan Agama lalu 

memberikan fatwa kepada para Pemohon dengan menentub siapa-siapa yang 

Hazairin, Tujuh SerungAoi tentang H u h ,  Cet. Ketiga, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), ha]. 
62. 

'" Habibah Daud Ali, " Peranan Feradilan Agama &lam Menyelesaikan F e r h  
Kewarisan," ddam buku Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agcno di Indonesia, Cet. Pertarna, 
(Jakarta: CV. Ade Cahya, 1985, ha]. 152. 

'I9  bid, hal. 152 - 153. 



menjadi ahli waris dan berapa bagain-masing-masing. Kategori kedua, adalah 

p e r h  yang benar-benw bersifat prsengketaan. Da lm ha1 ini, Pengadilan 

Agama di Jawa dan Madura dimana hakim ddan paniteranya berpandangan formal 

birokratis, biasanya meneruskan perkaranya itu ke Pengadilan Negeri. Akan 

tetapi, sering terjadi para hakim Agama menyelesaikan senndii perkara itu. Hasil 

penyelesaiannya yang terbaca tetap berupa fktwa, tetapi dalam pmyelesaiannya 

ini ada pihak yang kalah adan ada pibak yang menang. 

Peranan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan 

tersebut di atas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam 

disarnping para hakimnya sendiri yakni bahwa mengadili prlcara kewarism, 

seyogyanya ada di Pengadilan Agama seperti sebelum 1 April 1937 dahulu. Oleh 

karena itx, mereka selesaikan perkara-perkara kewarisan dalam "selubung" fatwa 

waris. Mereka melakukan itu bukan sekedar arnbisi b i i k m i ,  tetapi karena 

dorongan keyakinan bahwa itulah peranan yang berm yang harus dilabkan 

dalam melaksanakan kewajiban agamaZZO 

Pada tahun 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengatur pgmbentukan 

Peradilan Agam di luar Jawa clan Kalirnantan Selatan melalui Peraturan 

Pemerintah No. 45 Tahun 1957 yang benvenang mengenai masalah perkawinan 

dan kewarisan. Lain halnya Pengadilan Agama di Jawa clan Madura yang 

diperkecil dan dibatasi melalui Pasal 2 (a) Ordonansi Peradilan di Jawa dan 

Madwa Stbl. 1937 No. 16, yaitu hanya mengenai perkawinan saja, Adapun 

perkara waris yang selarna-berabad - abad menjadi wewenang Peradilan Agama 

"O Ibid, hal. 153 - 154. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































